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BABIV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Sukamara adalah salah satu dari 14 ( empat belas) 

kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten ini berada di sebelah 

barat ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yakni 2° 19' Lintang Selatan sampai 

dengan 3° 07' Lintang Selatan dan 110° 25' Bujur Timur sampai dengan Ill o 9' 

Bujur Timur. 

Kabupaten Sukamara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2002 sebagai basil pemekaran dari kabupaten Kotawaringin Barat. 

Kabupaten ini secara geografis merupakan kabupaten terluar atau kabupaten yang 

Iangsung berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat sehingga secara geografis 

relatif cukup terisolir dari kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kalimantan 

Tengah. Kabupaten ini secara administrasi pemerintahan melingkupi 5 (lima) 

kecamatan yakni : Kecamatan Jelai, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan 

Sukamara, Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Permata Kecubung dengan batas

batas wilayah kabupaten sebagaimana berikut ini : 

o Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau 

o Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat 

o Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa 

o Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan 

Barat. 
82 
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Luas wilayah Kabupaten Sukamara sebesar 3.827 Km2 yang terbagi ke 

dalam 5 (lima) kecamatan dengan masing-masing luas kecamatan bervariasi. 

Karakteristik geologi sebelah barat dan utara merupakan daerah daratan dengan 

ketinggian antara 7-100 meter dari atas permukaan !aut, sedangkan wilayah 

selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa merupakan dataran rendah 

yang cukup potensial untuk sektor perikanan dan pertanian terutama padi sawah. 

Untuk lebih jelas melihat letak geografis kabupaten Sukamara dapat dikaji 

melalui peta di bawah ini : 

·""'*-'··· 

__ ,(ll!qicf'~ *-*·"'~-~-. ~,._,. .. ,. ~"''"" 

Gambar 6 

Peta Kabupaten Sukamara 

PETA KABUPATEN SUKAMARA 

Sumber : Data Dalam Angka 2014 

Temperatur maksimum di daerah Kabupaten Sukamara sepanjang tahun 

2011 berkisar antara 31,4°C s.d 33,6°C, temperatur minimum berkisar antara 

21,5oC s.d 23,2oC, dan ratarata temperatur berkisar 26,7°C s.d 28,3°C. Curah 
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hujan Kabupaten Sukamara tahun 20 II cukup tinggi. Curah hujan tertinggi terjadi 

pada bulan Desember dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni. 

Sedangkan jumlah hujan terjadi antara 6 sampai dengan 25 hari setiap bulannya. 

Visi dari Kabupaten Sukamara adalah Terwujudnya Masyarakat 

Kabupaten Sukamara yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, 

Aman, Tertib dan Berdaya Saing. Sedangkan Misi dari Kabupaten Sukamara 

ini adalah: 

a. Mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama, adat

istiadat dan budaya. 

b. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelqla pemerintah 

yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan 

dan demokratis. 

c. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM 

d. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman tertib dan damai. 

e. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur. 

f Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. 

g. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi 

h. Ekonomi yang berbasis pertanian dan perberdayaan masyarakat 

pedesaan. 

1. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta 

pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. 
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2. Gambaran Urn urn Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga non departemen yang 

dibentuk pada tanggal 19 Juli 1998 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 26 

tahun 1998. Badan ini merupakan peningkatan dari Direktorat Jendral Agraria 

Departemen. 

Peningkatan statusnya didasarkan pada kenyataan bahwa tanah sudah tidak 

lagi merupakan masalah agraria yang selama ini lazimnya kita identifikasikan 

pertanahan, tanah setelah menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai 

dimendi pertanahan dan keamanan. Tugas yang demikian luas tersebut terlalu 

besar untuk ditangani suatu direktorat jenderal pada suatu departemen, diperlukan 

suatu badan yang lebih tinggi dibawah presiden agar dapat melaksanakan 

tugasnya dengan otoritas seimbang. Untuk itu dibentuk Badan Pertanahan 

Nasional dengan tugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan 

administrasi pertanahan, baik didasarkan UUP A maupun peraturan Perundang

undangan lainnya yang meliputi peraturan-peraturan penggunaan, penguasaan, 

pendaftaran tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran 

tanah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah kebijaksanaan yang ditetapkan 

presiden. 

Kanwil BPN dipimpin oleh seorang kepala, dimana dalam pelaksanaan 

tugasnya secara teknis operasional dikoordinasikan oleh gubemur selaku kepala 

wilayah, dan teknis administrasi dibawah kepala BPN. Disetiap tingkat I terdapat 

Kantor Pertanahan yang dipimpin oleh seorang kepala, Kantor Pertanahan adalah 

instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di 
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bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui 

Kepala Kanwil BPN. 

Dengan keputusan presiden No. 26 tahun 1998, teijadi penyesua1an 

penamaan kantor dan pejabat sebagai berikut: 

a. Penamaan Kantor 

1. Ditingkat Pusat 

Semula : Direktorat Jendral 

Sekarang : Badan Pertanahan Nasional 

2. Ditingkat Provinsi 

Semula : Direktorat Agraria Provinsi Kalimantan Tengah 

Sekarang : Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah 

3. Ditingkat Kabupaten/Kotamadya 

Semula : Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya 

Sekarang : Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya 

b. Penamaan Pejabat 

1. Ditingkat Pusat 

Semula : Direktur Jenderal Agraria 

Sekarang : Kepala Badan Pertanahan Nasional 

2. Ditingkat Provinsi 

Semula : Kepala Jenderal Agraria 

Sekarang : Kepala Kanwil Kalimantan Tengah 

3. Ditingkat Kabupaten/Kotamadya 

Semula : Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya 
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Sekarang : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten!Kotamadya 

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola pertanahan 

BPN memiliki tugas sebagai berikut (Peraturan Kepala BPN-RI No. 3/2006): 

a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan 

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan 

c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan 

d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan 

e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di 

bidang pertanahan. 

f Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian 

hukum. 

g. Pengukuran dan penetapan hak-hak atas tanah. 

h. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agrana dan penataan 

wilayah-wilayah khusus. 

1. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasi dan/atau milik 

negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan. 

j. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. 

k. Keijasama dengan lembaga-lembaga lain. 

I. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan 

program dibidang pertanahan. 

m. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 

n. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di 

bidang pertanahan. 
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o. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 

p. Penelitian dan pengembangan dibidang pertanahan. 

q. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manus1a di 

bidang pertanahan 

r. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 

s. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang 

pertanahan. 

t. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau 

badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang beralaku. 

u. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Pertanahan 

mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka 

pelaksanaan tugas pertanahan. 

b. Pelayanan, perijinan dan rekomendasi di bidang pertanahan 

c. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan 

pemetaan bidang, pendukung tanah, pemetaan tematik dan survei 

potensi tanah 
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d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan 

penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan 

wilayah tertentu. 

e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak 

tanah pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset 

pemerintah 

f Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah 

terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat 

g. Penanganan konflik, sengketa dan perakara pertanahan 

h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah 

1. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS) 

J. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, 

pemerintah dan swasta 

k. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan 

I. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan 

m. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan 

prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan. 

a. Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

Visi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara adalah menjadi 

lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk 
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sebesar -besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem 

kemas>"rakatan kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. 

Sedangkan Misi Kantor Pertanahan dalam mengembangkan dan 

menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk: 

I. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru 

kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 

pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. 

2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan 

bermartabat dalam kaitarmya dengan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). 

3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 

seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem 

pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik 

dan perkara di kemudian hari. 

4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 

Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi 

yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kcsejahteraan 

masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, 

semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUP A dan aspirasi 

rakyat secara luas. 
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b. Strategi dan faktor-faktor yang mendukung Visi dan Misi Organisasi 

Untuk 11.~ncapai terwujudnya sasaran catur tertib pertanahan maka 

Kantor Pertanahan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPN No. 6 Tahun 1993 tanggal 

10-5-1993 tentang uraian tugas Sub Bagian dan Kasi pada Kanwil BPN di 

Propinsi dan uraian tugas Sub Bagian, Kasi dan Urusan serta Sub Kasi pada 

Kantor Pertanahan di Kabupate/Kotamadya. 

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi di 

atas, maka sasaran strategi yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukamara, sebagaimana tertuang dalam empat prinsip BPN RI, yaitu: 

1. Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran 

rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta 

peningkatan ketahanan pangan (Prosperity) 

2. Pertanahan berkontribusi secara nyata dalam peningkatan tatanan 

kehidupan bersama yang lebih baik, berkeadilan dan berrnartabat 

dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, pengangguran dan 

pemanfaatan tanah I P4T (Equity). 

3. Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan 

kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai 

sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air serta 
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melakukan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan 

pertanahan sehing!>~ tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di 

kemudian hari (social Welfare) 

4. Pertanahan berkontribusi secara nyata bagi terciptanya keberlanjutan 

sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang 

terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat 

(sustainability). 

c. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

Susunan organisasi Kantor Pertanahan ditetapkan pada Peraturan 

Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2006. Struktur ini merupakan struktur organisasi 

Kantor Pertanahan yang menjadi ujung tomas pelayanan pertanahan di BPN 

RI di Kabupaten!Kota Struktur Organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukamara terdiri dari: 

a. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan 

administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta 

menyiapkan bahwa evaluasi kegiatan, penyusunan program dan peraturan 

perundang-undangan. Subbagian Tata Usaha terdiri dari: 

I. Urusan Perencanaan dan Keuangan 

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan 

anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan 

dan penyiapan bahan evaluasi 
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2. Urusan Umum dan Kepegawaian 

Mempunyai tugas mela._u:.::an urusan surat menyurat, kepegawaian, 

perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, koordinasi 

pelayanan pertanahan serta pengelolaan data dan informasi. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sebagian 

Tata Usaha mempunyai fungsi: 

I. Pengelolaan data dan informasi 

2. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntahilitas 

kinerja pemerintah 

3. Pelaksanaan urusan kepegawaian 

4. Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran 

5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana 

6. Penyiapan nahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program 

7. Koordinasi peiayanan pertanahan. 

b. Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan 

Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan 

kerangka dasar, pengukuran batas kawasanlwilayah, pemetaan tematik dan survei 

potensi tanah, penyimpanan pembinaan surveyor berlisensi dan pejabat penilai 

tanah. Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari: 

I. SubKasi Pengukuran dan Pemetaan 

Mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4, 

penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas 

kawasanlwilayah, kerjasama teknis survey our berlisensi pembinaan 

surveyour berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, 
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peta hi dang tanah, surat ukur, gam bar ukur dan daftar -daftar lainnya di 

bidang pengukuran. 

2. SubKasi Tematik dan Potensi Tanah 

Mempunyai tugas menyiapkan survei, pemetaan, pemeliharaan dan 

pengembangan pemetaan tematik, survei potensi tanah, pemeliharaan 

peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kasi Survei, 

Pengukuran dan Pemetaan mempunyai fungsi: 

I. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan 

pera1ran; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas 

kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, 

pembinaan surveyor berlisensi; 

2. Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas 

kawasan/wilayah 

3. Pengukuran, pemetaan, pembukuan hi dang tanah, ruang dan perairan 

4. Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik 

dan potensi tanah 

5. Pelaksanaan kerjasama teknis surveyour berlisensi dan pejabat penilai 

tanah. 

6. Pemeliharaan peralatan teknis. 

c. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 

Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyiapkan 

bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan 

pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penerbitan bekas 

tanah hak; pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan 
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Pejabat Pembuat Akta Tanab (PPAT). Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanab 

terdiri dari: 

I. SubKasi Penetapan Hak Tanah 

Bertugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, sarana dan 

pertimbangan mengenai penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan 

dan Hak Pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, 

perijinan, peralihan hak atas tanab; penetapan dan rekomendasi 

perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau 

pendaftaran hak tanab perorangan. 

2. SubKasi Pengukuran Tanah Pemerintah 

Bertugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, sarana dan 

pertimbangan mengenai penetapan hak milik dan hak pakai, Hak Guna 

Bangunan dan hak pengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum 

pemerintab, perpanJangan jangka waktu, pembaharuan hak, 

perijinan, pemeliharaan hak atas tanah; rekomendasi pelepasan dan 

tukar menukar tanah pemerintab. 

3. SubKasi Pendaftaran Hak 

Bertugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, 

pengakuan dan penegasan konversi hak hak lain, hak milik atas satuan 

rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, 

data fisik bidang tanah, komputerisasi pelayanan pertanahan serta 

memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah dan 

warkab serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah. 
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4. SubKasi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Bertugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralill",l, pembebanan 

hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT 

serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kasi Hak Tanah 

dan Pendaftaran Tanah mempunyai fungsi: 

I. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah 

2. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar

menukar. sarana dan pertimbangan serta melakukan kegiatan perijinan, 

sarana dan pertimbangan usulan penetapan hak pengelolaan tanah, 

3. Penyiapan lahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi 

perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau 

pendaftaran hak 

4. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara, 

daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum 

pemerintah, 

5. Pendataan dan penerbitan tanah bekas tanah hak 

6. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan 

7. Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak 

8. Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan 

PPAT 
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d. Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 

Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas met.y :apkan 

bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform konsolidasi tanah, 

penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah 

tertentu lainnya. Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Terdiri dari: 

1. SubKasi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu 

Bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, 

peruntukan, pemeliharaan dan penggunaan tanah, rencana penataan 

kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi 

pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah 

pada setiap fungsi kawasan/zoning, penerbitan pertimbangan teknis 

penatagunaan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah, serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan 

dan pemeliharaan data tekstuan dan spasial. 

2. SubKasi Landreform dan Konsolidasi Tanah 

Bertugas menyiapkan bahan usulan penetapan/penegasan tanah 

menjadi obyek landreform, penguasaan tanah-tanah obyek landreform, 

pemberian ijin peralihan hak atas tanah dan ijin redistribusi tanah 

luasnya tertentu, usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah 

dan pengeluaran tanah dari obyek landreform, monitoring dan evaluasi 

redistribusi tanah, ganti kerugian, pemanfaatan tanah bersama dan 

penerbitan administrasi landreform serta fasilitas bantuan 

keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran; usulan penegasan obyek 

penataan tanah bersama untuk peremajaan pemukirnan kumuh, daerah 
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bencana dan daerah bekas konflik serta pemukiman kembali, 

penyediaan tanah dan pengelolaan sumbangan tanah untuk 

pembangunan, pengembangan teknik dan metode, promosi dan 

sosialisasi, pengorganisasian dan pembimbingan masyarakat, 

kerjasama dan fasilitas, pengelolaan basis data dan informasi, 

monitoring dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan konsolidasi 

tanah. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kasi Pengaturan 

dan Penataan Pertanahan mempunyai fungsi: 

1. Pelaksanaan penatagunaan tanah, /andrejorm, konsolidasi tanah dan 

penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan 

dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian 

penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan 

pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan!zoning, 

penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan 

ijin perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk 

peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta 

pemukiman kembali 

2. Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan 

pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten!kota dan 

kawasan lainnya. 

3. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten!kota dan 

kawasan 

4. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan 

dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan!zoning dan 
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redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pemberian tanah 

obyek landreform dan pemanfaatan tanah bersama serta penerbitan 

administrasi landreform. 

5. Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek /andreform 

6. Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang 

terkena ketentuan landreform 

7. Penguasaan tanah-tanah obyek landreform 

8. Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi 

tanah dengan luasan tertentu 

9. Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan 

pengeluaran tanah dari obyek /andreform 

10. Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek /andreform dan 

penegasan obyek konsolidasi tanah 

11. Penyediaan tanah untuk pembangunan 

12. Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan 

13. Pengumpulan, pengolahan, penyaJian dan dokumentasi data 

/andre from 

e. Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan 

Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunya1 tugas menyiapkan 

bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah 

negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. Kasi 

Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari: 

1. SeubKasi Pengendalian dan Pertanahan 
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Bertugas menyiapkan pengelolaan basis data dan melakukan intervensi 

dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta 

menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan 

dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, 

pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan 

program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, 

penanganan tanah terlantar dan tanah kritis 

2. SubKasi Pemberdayaan Masyarakat 

Bertugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi 

dalam rangka penguatan penguasaan dan melaksanakan pembinaan 

partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra keija teknis dalam 

pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan 

pemerintah kabupatenlkota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta 

bimbingan dan pelaksanaan keijasama pemberdayaan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Kasi 

Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai fungsi; 

1. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah 

terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat, 

2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan kewajiban 

pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan 

dan program pertanahan dan program sektoral, pengelolaan tanah negara, 

tanah terlantar dan tanah kritis 
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3. Pengkoordinasian da1am rangka menyiapkan rekomendasi, pembinaan, 

peringatan, Harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program 

pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan 

tanah terlantar dan tanah kritis. 

4. Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan 

rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian 

kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah 

negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis. 

5. Inventarisasi potensi masyarakat maijinal, asistensi dan pembentukan 

kelompok masyarakat, fasilitas dan peningkatan akses ke sumber 

produktif 

6. Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan 

mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 

7. Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk 

pembangunan. 

8. Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar dan 

tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. 

9. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan 

hukum at as tanah terlantar. 

f. Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara 

Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan 

dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. 

Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara terdiri dari: 
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1. SubKasi Sengketa dan Konflik Pertanahan 

SubKasi Sengketa oa.. Konflik Pertanahan menyiapkan pengkajian 

hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan 

konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian 

hubungan hukum antara orang danlatau badan hukum dengan tanah, 

pelaksanaan altematif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitas 

dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik 

2. SubKasi Perkara Pertanahan 

Bertugas menyiapkan penanganan dan penyelesaian perkara, koordinasi 

penanganan perkara, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian 

hubungan hukum antara orang danlatau badan hukum dengan tanah 

sebagai pelaksanaan putusan lembaga peradilan. 

Dalarn menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kasi 

Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai fungsi: 

I. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan 

2. Pengkajian masalah, sengketa dan konflik dan perkara pertanahan 

3. Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara 

hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, 

pelaksanaan altematif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan 

melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi 

pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan serta usulan 

rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang 

danlatau badan hukum dengan tanah. 
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4. Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan 

5. Pelaporan penanganan dan penyelesaian' konflik, sengketa dan perkara 

pertanahan. 

Dari struktur organisasi kantor pertanahan dapat dilihat bahwa 

semua deputi yang ada di kantah terwakili. Hal ini untuk mempermudah 

koordinasi masing-masing bidang dengan kantor pusat. Akan tetapi 

Pusdatin sebagai unit pengelola TIK di BPN RI tidak terwakili dalam struktur 

organisasi kantor pertanahan. Saat ini tanggung jawab pengelolaan TIK di 

kantor pertanahan dilaksanakan oleh seorang administrator. 
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Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara terdapat 13 pegawai yang 

bertugas di bidang masing-masing. Jumlah pegawa; dari masing-masing bidang 

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel3 

Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 2014 

No. Nama Bagian/Bidang 

I Kepala Kantor Pertanahan Kab.Sukamara 

2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

3 Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah 

4 Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat 

5 Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 

6 Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan 

7 Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanaban 

8 Kaur Umum dan Kepegawaian 

9 Kasupsi Peralihan, Pembebanan Hak dan PP AT 

10 Plt.Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan 

11 Kasubsi Penata Gunaan Tanah dan Kawasan Tertentu 

12 Kasubsi Tematik dan Potensi T anah 

13 Staf Pengukuran Kantor Pertanahan 

Total Keseluruban Pegawai 

Sumber: Arszp Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

Sumber Daya Man usia (SDM) 

Jumlah Pegawai 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

13 

Dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan, masalah 

personalia atau kepegawaian merupakan salah satu faktor penentu yang 
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utama karena merekalah yang menjadi penentu, pelaksana dan 

pengendal setiap kegiatan dalam organisa.:. Keberhasilan 

suatu organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sangat ditentukan oleh kinerja para pegawainya, sedangkan kinerja sendiri dapat 

dilihat dari segi kehandalan dan responsivitas para pegawai. Kehandalan yaitu 

kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan cepat 

dan memuaskan, sedangkan responsivitas pegawai yaitu menyangkut daya 

tanggap pegawai dalam mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh 

masyarakat. 

Untuk memperlancar kegiatan organisasi dibutuhkan pegawa1 yang 

mendukung seluruh proses yang dilakukan organisasi, seperti juga pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas 

dari peranan pegawainya yang tentu saja disesuaikan dengan Jatar belakang 

pendidikan maupun keahlian yang dimiliki oleh pegawai. Sumber daya manusia 

merupakan salah satu unsur kunci dalam pelaksanaan tugas-tugas pertanahan. 

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara yang 

merupakan ujung tomas untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia dalam rangka pelayanan bidang pertanahan, 

kompetensi dan kinerja para pegawai sangat mempengaruhi kualitas pelayanan 

dibidang pertanahan. Pada hakekatnya semua komponen dalam organisasi 

mempunyai peranan yang sama pentingnya untuk mensinergikan kinerja institusi. 

Suatu organisasi yang berjalan baik diibaratkan sebagai sebuah orkestra yang 

memerlukan keharmonisan irama kerjasama semua komponen agar diperoleh 
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pencapaian standard kinerja pe1ayanan publik yang optimal. Oleh sebab itu, 

hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan kualitas yang dimiliki 

oleh personil atau pegawai di lingkungan internal Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara. Pada saat dilakukannya penelitian ini, Kantor Pertanahan 

Kab. Sukamara memiliki 13 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel4 

Nama dan Jabatan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara tahun 2014 

NO NAMA NIP Jabatan 

I Jr. PANGIHUfAN SIHOMBING 19610130 198903 I 001 Kepala Kanta< Pertanahan Kab. Sukamara 

2 RADIANOOR SUDIAWAN,S.ST 19750610 199803 I 002 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

3 SY AHIBUR,SH !9580801 198002 I 001 Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftantn Tanah 

4 MURSALIN !9630929 198503 I 007 Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

5 JOKO SUSENO,S.ST 19790216 199803 I 002 Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 

6 KARNO !9580806 198303 I 002 Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan 

7 YUSTHOVA NOTANUBUN,SH !9860208 200903 I 001 Kasi Sengketa, Konflik dan Perkala 
Pertanahao 

8 MEMIATI !9730311 199403 2 001 Kaur Umum dan Kepegawaian 

9 FRANS JANPORTA SITEPU S.KOM !9841006 200913 I 002 Kasupsi Peralihan, Pembebanan Hak dan 
PPAT 

10 DENNY SETY A WAN, ST !9870223 201101 I 002 Plt.K.asubsi Pengukuran dan Pemetaan 

II NOVIANSY AR,SP !9861113 201101 I 002 Kasubsi Penata Gunaan Tanah dan Kawasan 
Tertentu 

12 TRJYUUANTO 1978073199703 I 001 Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah 

13 ANDRJE ENDANG SUTRJSNA !98303 13 200502 I 00 I Staf Pengukuran Kantor Pertanahan 

Sumber: Arszp Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara Tahun 2014 

B. Penyajian Data Fokus Penelitian 

1. Proses Pelayanan Sertitikat Tanah Melalui PRONA 

Adapun tahap-tahap Proses Sertifikat Tanah melalui PRONA di 

Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut: 
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l. Tahap Pendaftaran 

a. Sosia1isasi kegiatan PRONA pada Kepala DesaI Perangkat Desa 

b. Pemasukan surat permohonan untuk menjadi lokasi PRONA 

c. Membuat daftar nama peserta PRONA sebagai target yang disepakati 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

d. Mengirim surat permohonan atau berkas-berkas (atas hak dan 

persyaratan-persyaratan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara) 

1. KTP yang berlaku/surat keterangan domisili 

2. Pipil, surat jua1 beli, surat warisan, akta jual beli, akta tukar 

menukar, vanes akta/surat hibah dan lainnya (salah satunya harus 

ada) 

3. Surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) 

4. Surat pernyataan penguasaan/pemilikan jumlah bidang tanah/luas 

penguasaan yang lebih dari 7,5 Ha tanah sawah atau 9 Ha tanah 

kering. 

e. Penyuluhan kepada masyarakat peserta PRONA oleh petugas Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara. 

2. Tahap Pelaksanaan 

PRONA dilaksanakan melalui dua pendekatan prosedur pensertifikatan 

tanah pertama kali: 

a. Prosedur pendaftaran tanah secara sporadik, apabila letak tanah 

obyek PRONA tersebar dalam lokasi yang ditetapkan. 
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b. Prosedur pendaftaran tanah secara sistematik (ajudikasi), apabila 

letak tanah obyek PRONA mengelompok (minimal 25 bidang tanah 

untuk lokasi PRONA di Kalimatan) 

Pada dasarnya tahap pelaksanaan ini meliputi pengukuran, pemasangan 

tugu batas dan pemetaan, pemberian nomor identifikasi bidang (NIB), 

pengumpulan data yuridis, pengumuman. 

a. Pemasangan batas-batas tanah 

b. 

Sebelum dilaksanakan pengukuran atas suatu bidang tanah, 

pemegang ha katas tanahnya harus memasang tanda batas pada titik

titik sudut batas serta harus ada penetapan batasnya terlebih dahulu. 

Satuan tugas kantor pertanahan kabupaten Sukamara. 

Pengukuran dan pemetaan 

I. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilaksanakan 

untuk menentukan letak geografis, bentuk geometris, 

luas, situasi bidang tanah untuk lampiran 

sertifikat, pembuatan peta pendaftaran dan 

terutama untuk mendapatkan data ukuran sebagai unsur 

pengembalian batas-batas apabila suatu hal batas-batas tanah 

tersebut hilang. 

2. Pengukuran bidang tanah hanya boleh dilakukan pada bidang 

tanah yang telah dilakukan pemasangan tanda batas yang 

dipasang oleh pemilik tanah. Bidang tanah yang belum dipasang 

tanda batasnya belum boleh dilakukan. 
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3. Penunjukan batas bidang tanah dan pemasangan tanda batasnya 

dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya berdasarkan 

kesepakatan para pihak yang berbatasan. 

4. Objek pengukuran ialah seluruh bidang tanah yang belum 

terdaftar dengan melakukan penyesuaian terhadap struktur 

topografis yang ada dalam suatu Desa/kelurahan sesuai dengan 

lokasi dan target yang telah ditetapkan. 

c. Batas Desa yang ada hams diidentifikasi 

I. Pembuatan gambar ukur 

a. Pembuatan gambar ukur pada prinsipnya adalah dokumen 

yang memuat data basil pengukuran bidang tanah yang berupa 

jarak, azimuth, nilai koordinat, maupun gambar bidang tanah 

dan situasi sekitamya. 

b. Gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar 

suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitamya serta data 

basil pengukuran bidang tanah. 

c. Batas bidang tanah hams dipetakan/digambarkan pada gambar 

ukur. 

d. Tanggal pengukuran diisi dengan tanggal pada saat 

pengukuran 

d. Pemetaan bidang-bidang tanah 
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Pemetaan bidang tanah merupakan proses ploting basil pengukuran. 

Ploting peta dimaksudkan untuk menggambarkan basil pengukuran 

diatas peta dasar pendaftaran digital (peta foto/peta garis) 

I. Perhitungan bidang luas tanah harus dilakukan setelah basil 

pengukuran bidang tanah ditetapkan diatas peta dasar pendaftaran 

digitas dengan bantuan softwere pengukuran dan pemetaan yang 

digunakan ( merupakan basil proses perataan) 

2. Pemberian nomor identitas bidang (NIB) dilakukan pada saat 

bidang-bidang tanah tersebut diplot diatas peta daftar pendaftaran 

secara digital. 

3. Layer, penemaan file, struktur data, format data yang digunakan 

dalam pemetaan adalah !eyer sesuai dengan standard Badan 

Pertanahan Nasional. 

4. Check plot, check plot dilakukan dengan cara mengoverlayarkan 

print out peta digitalnya dengan peta analognya atau GU. 

5. Peta bidang tanah adalah basil pemetaan I (satu) bidang tanah atau 

lebih pada lembaran kertas dengan suatu sekala tertentu yang 

batas-batasannya telah ditetapkan oleh pemilik tanah dan 

digunakan untuk pengumuman data fisik bidang tanah. 

6. Peta bidang tanah dibuat setiap satu wilayah (setiap RT atau 

beberapa RT). Gambar bidang-bidang tanah harus menggambarkan 

seluruh bidang tanah satuan wilayah yang telah ditentukan dengan 
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menyesuaikan data fotografis yang ada ( misalnya jalan dan sungai) 

dan disertai NIB. 

7. Peta bidang tanah dicetak pada kertas HVS 80gr format A3. 

e. Pemberian Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) 

Dalam system pendaftaran tanah terdapat dua jenis informasi, 

yaitu informasi mengenai letak bidang tanah yang diuraikan dalam 

peta pendaftaran dan informasi mengena hal-hak yang melekat pada 

bidang tanah tersebut seperti pemegang hak, penggunaan tanah, 

apakah ada sengketa diatas tanah tersebut dan lain sebagainya. 

Untuk mengidentifikasi suatu bidang tanah dan membedakan 

dengan bidang tanah lainnya, diperlukan tanda pengenal bidang tanah 

yang bersifat unik, sehingga dengan mudah mencari dan membedakan 

bidang tanah yang dimaksud dengan bidang tanah lainnya. Selain untuk 

maksud-maksud tersebut diatas, NIB merupakan penghubung antara 

peta pendaftaran dan daftar lainnya yang ada dalam proses pendaftaran 

tanah. Dalam system komputerisasi pendaftaran tanah NIB yang unik 

diperlukan dan sebagai akses informasi atas suatu bidang tanah 

f Pengumpulan data yuridis 

1. Petugas 

a. Untuk kegiatan PRONA sporadik, pengumpulan data yuridis 

dilakukan oleh petugas di Kantor Pertanahan Kabupaten 
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Sukamara sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing unit 

teknis. 

b. Untuk kegiatan PRONA Sistematik, pengumpulan data yuridis 

dilakukan oleh Satuan Tugas (SATGAS) Yuridis Panitia 

Ajudikasi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala 

BPN-RI mengenai penetapan Panitia Ajudikasi. 

2. Mekanisme pengumpulan data 

a. Persiapan: Perencanaan, koordinasi dengan pemerintah 

Desa/Kelurahan 

b. Petugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara atau 

SATGAS Administrasi pada panitia Ajudikasi: 

1. Menerima permohonan hak yang dilampirkan atas hak 

berupa surat-surat tanah, bukti-bukti perolehan tanah, 

maupun ijin/ rekomendasi berkaitan dengan tanahnya. 

2. Meneliti kelengkapan berkas pemohon 

3. Mencatat dalam register (apabila berkas permohonan sudah 

lengkap) 

4. Membuat bukti penerimaan berkas dan diserahkan kepada 

pemohon 

5. Meneruskan berkas permohonan untuk keperluan 

pemeriksaan tanah oleh panitia A atau SATGAS Yuridis. 

3. Pemeriksaan tanah 

16/42097.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



113 

Pemeriksaan tanah dilakukan untuk meneliti kebenaran dan 

kesesuaian antara data administrasi (surat-surat kelengkapan berkas 

pemohon) dengan data fisik (kondisi nyata bidang tanah yang 

dimohon di lapangan), serta hubungan hokum antara pemohon 

dengan tanah yang dimohon. 

a. Kegiatan PRONA Sporadik: 

1. Pemeriksaan tanah dilakukan oleh panitia A, yang dibentuk 

dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara untuk satu Desa/Kelurahan. 

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara membuat 

Surat Togas untuk pemeriksaan tanah oleh panitia A. 

3. Pemeriksaan tanah oleh panitia A dapat dilakukan secara 

kolektif terhadap subyek maupun obyek yang terletak dalam 

satu Desalkelurahan. 

4. Panitia A mempelajari data administrasi public untuk 

dicocokan dengan keadaan fisik tanah dilapangan dan 

adanya hubungan hokum antara pemohon dengan tanah 

yang dimohon, 

5. Panitia A melakukan pemeriksaan tanah di lapangan 

mengena1: 

a. Kebenaran dan kesesuaian diri pemohon sesuai dengan 

bukti surat yang dilampirkan. 
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b. Fisik tanah yang dimohon, me1iputi batas bidang tanah 

dan pemasangan tanda batasnya, keadaan fisik 

(keteranganlkemiringan). 

c. Kepentingan umum dan kepentingan Negara Pemerintah 

diatas tanah tersebut, me1iputi: sumber/sa1uran air, 

j alan, tugu triangu1asi a tau tanda titik koordinat 

1ainnya, tiang/menara 1istrik, telekimunikasi dan hal-hal 

lain yang bukan kepunyaan pemohon tetapi untuk 

dimanfaatkan bagi kepentingan umum, masyarakat, 

Negaralpemerintah. 

d. Ada atau tidaknya benda-benda purbakala atau warisan 

budaya di atas tanah tersebut yang dilindungi. 

e. Letak tanahnya berkaitan dengan kawasan konservasi, 

situs atau habitat tertentu yang dilindungi. 

f Kesesuaian dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah 

dengan rencana atau tata ruang. 

g. Kebijakan pemerintah yang mengenai lokasi bidang 

tanah tersebut, seperti: tanah obyek landreform (TOL ), 

penataan kawasan kumuh, sungai dan sebagainya. 

h. Hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan, 

pemanfaatan dan letak tanah tersebut. 

6. Untuk melengkapi informasi dan/atau verifikasi kesesuaian 

data yuridis dan data fisik, panitia A dapat mencari informasi 
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dari instansi pemerintah terkait, pejabat Desa!keiurahan, 

tokoh masyarakat, tetangga yang berbatasan, maupun 

informasi dari masyarakat Iainnya. 

7. Hasil pemeriksaan tanah dituangkan daiam bentuk Risalah 

Pemeriksaan Tanah secara koiektif daiam suatu 

Desa/keiurahan. 

b. Kegiatan PRONA Sistematis: 

I. Pemeriksaan tanah diiakukan oieh Satuan Tugas Yuridis 

Panitia Ajudikasi. 

2. Pengisian data yuridis sesuai dengan DI 20 I pada haiaman 

bagian I dan II diiakukan oieh SATGAS Yuridis Iangsung 

diiapangan. 

3. Setiap DI 201 tersebut diberi nomor sesuai NIB yang 

diaiokasikan untuk bidang tanah yang bersangkutan. 

4. Penuiisan DI 20I hendaknya diisi dengan menggunakan 

huruf cetak yang j eias serta memakai tinta hi tarn, tidak 

dianjurkan menggunakan pensil. Jika teljadi kesaiahan 

penuiisan tidak boieh dihapus dengan menggunakan tipe-x, 

sebaiknya dicoret saja dan dituiiskan kembaii yang 

sebenarnya dan kemudian diparaf 

5. Permohon dan tetangga yang bersebeiahan membubuhkan 

tanda tangan pada DI 20 I 
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6. SATGAS yuridis melakukan verifikasi data melalui 

... onfirmasi dengan perangkat Desa/kelurahan, investigasi 

melalui tetangga batas atau orang lain yang dapat 

memberikan keterangan dan atau verifikasi melalui bukti

bukti kepemilikan atau penguasaan tanah. 

7. Pengumuman 

a. Pengumuman dilakukan untuk memenuhi persyaratan: 

I. Proses kegiatan PRONA sistematik 

2. Bagi proses konversi/pengakuan hak dalam 

kegiatan PRONA sporadik. 

b. Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan 

kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap 

data fisik dan data yuridis dalam rangka penetapan hak 

atas nama pemohon/peserta PRONA. 

c. Pengumuman meliputi peta bidang tanah dengan daftar 

luas rnasing-masing bidang dan data kepemilikan tanah. 

d. Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan 

berdasarkan penelitian terdapat kekeliruan mengenai 

hasil ukuran bidang tanah yang tercantum pada peta 

bidang tanah. Maka pada peta bidang tanah dan hasil 

pemetaan pada peta dasar pendaftaran atau peta 

pendaftaran dilakukan perubahan. 
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e. Hasil ukuran perbaikan bidang atau bidang-biang tanah 

dibuaLr..dll gambar ukur baru dan basil ukuran bidang 

tanah tersebut pada gambar ukur yang lama dinyatakan 

tidak berlaku. 

f Satuan Tugas (SATGAS) fisik (petugas ukur) 

menyiapkan peta bidang dan daftar data fisik. 

g. SATGAS yuridis menyiapkan kesimpulan panitia, 

bersama dengan petugas administrasi membuat DI 201C 

danDI 201B. 

h. Sebelum diumumkan, diperiksa dulu kesesuaian dengan 

data pendaftaran tanah sporadic dikantor pertanahan 

kabupaten Sukamara. 

1. Pengumuman (DI 20IB) harus menyatakan: 

1. Mengumumkan hasil penyelidikan riwayat tanah dan 

penetapan bidang batas-batas bidang tanah, terdiri 

atas: peta bidang, D I 201 dan daftar tanah. 

2. Mempersilahkan kepada pihak-pihak yang merasa 

keberatan untuk mengajukan sanggahanlkeberatan 

dalam jangka waktu 60 hari untuk kegiatan PRONA 

sporadik dan selama 30 hari untuk kegiatan PRONA 

sistematik. 
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3. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian disini '"~nyangkut penetapan hak, pembukuan 

hak, penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat. 

a. Penetapan Hak 

1. Petugas pengelola data yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya menghimpun berkas permohonan yang telah dilengkapi 

dengan sura! ukur, pengumuman untuk proses konversi/pengakuan hak 

dan risalah pemeriksaan tanah A. 

2. Petugas pengelolaan data menyiapkan telaah masalah dalam bentuk 

Risalah Pengelolaan Data sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

3. Berkas permohonan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara melalui hierarki yang berlaku secara berjenjang. 

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara melakukan: 

a. Pembukuan hak bagi tanah milik adat yang sebelumnya telah 

diterbitkan SK pengakuan haknya oleh Kepala Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi 

b. Konversi langsung bagi tanah milik adat yang surat-surat bukti 

lengkap dan memenuhi persyaratan. 

c. Menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Hak bagi tanah milik 

adat yang surat-surat buktinya tidak ada, tidak lengkap atau 

meragukan. 

d. Menerbitkan Sura! Keputusan Pemberian Hak bagi yang berasal 

dari tanah Negara. 
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5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan konversi dilakukan apabila alat bukti tertulisnya 

lengkap atau tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun 

pernyataan yang bersangkutan tanahnya dikuasai pemohon atau 

dikuasai oleh orang lain atas persetujuan pemohon. 

b. Pelaksanaan pengakuan hak dilakukan apabila alat bukti 

kepemilikan tidak ada tetapi telah dibuktikan penguasaan fisiknya 

selama 20 tahun. 

c. Kelengkapan dan kesesuaian data administrasi yang dilampirkan 

sebagai kelengkapan berkas permohonan. 

d. Apabila bukti kepemilikan tidak sebidang tanah 

sebagaimana dimaksud tidak lengkap atau tidak ada, 

pembuktian 

pernyataan 

pemilikan atas bidang tanah itu dengan 

yang bersangkutan dan keterangan dari 

sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari lingkungan masyarakat 

setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga, yang 

menyatakan yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah 

tersebut. 

6. Hasil penelitian dan risalah pengelolaan data 

7. Risalah pemeriksaan tanah 

8. Hasil pengumuman selama 60 hari berturut-turut pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara, Kantor Kecamatan dan Kantor 
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Desa/Kantor kelurahan, khusus bagi proses konversi/pengakuan hak 

dalam kegiatan PRONA Sporadik. 

9. Bagi Tanah Negara, untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberian Ha 

katas Tanah tidak diperlukan pengumuman. 

a. Mekanisme kegiatan PRONA sistematik: 

I. SATGAS Administrasi menghimpun data administrasi berkaitan dengan 

kelengkapan berkas permohonan yang telab dilengkapi dengan surat Ukur, 

pengumuman, daftar-daftar isian dan hasil pemeriksaan tanah oleh 

SATGAS Yuridis. 

2. SATGAS Administrasi membuat daftar permohonan secara kolektif 

a. Daftar permohonan konversi/pengakuan hak. 

b. Daftar permohonan pemberian hak. 

3. SATGAS Administrasi menyerahkan daftar-daftar permohonan tersebut 

kepada SATGAS Yuridis. 

4. SATGAS Yuridis membuat risalah pengelolaan data dan daftar 

permohonan secara kolektif dan menyerahkan kepada ketua Panitia 

Ajudikasi. 

5. Ketua Panitia Ajudikasi: 

a. Melakukan konversi/pengakuan hak apabila berasal dari tanah milik 

adat. 

b. Mengusulkan pemberian haknya kepada Kantor Pertanaban Kabupaten 

Sukamara bagi tanab Negara. 
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c. Ketua Panitia Ajudikasi dalam melaksanakan konversi/pengakuan hak 

memperhatikan hal-hal sebagaimana berlaku pada kegi'""n PRONA 

Sporadik. 

d. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara akan meneliti berkas 

permohonan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Adjudikasi dan 

apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah secara 

kolektifyang disampaikan kepada Ketua Panitia Adjudikasi. 

e. Ketua Panitia Ajudikasi melakukan Pembukuan Hak: 

l. Terhadap tanah milik adat yang telah memenuhi syarat 

konversi/pengakuan hak. 

2. Terhadap tanah Negara yang telah memperoleh Surat Keputusan 

Pemberian Hak Atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara. 

f Pembukuan Hak 

Mekanisme Pembukuan Hak 

1. Permohonan pendaftaran hak dicatat dalam daftar pemohon 

pekerjaan pendaftaran tanah (DI. 301), yaitu berdasarkan: 

a. Penegasan Konversi 

b. Pengakuan Hak 

c. Pemberian Hak 

2. Sebelum dilakukan pendaftaran hak, pemohon diwajibkan 

menyerahkan bukti pelunasan BPHTP dan PPh bagi yang terkena 
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3. Hak-hak yang sudah didaftarkan selanjutnya dibukukan dalam 

buku tanah (DI. 205) 

4. Pembuatan buku tanah (DI. 205) 

5. Buku tanah terdiri dari 4 halaman, yaitu halaman pertama 

dan kedua digunakan untuk pendaftaran hak pertama 

kali sedangkan halaman ketiga dan keempat digunakan untuk 

mencatat perubahan data pendaftaran tanah karena peralihan hak, 

pembebanan serta pencatatan-pencatatan lainnya. 

g. Penerbitan Hak 

Yang dimaksud dengan penerbitan hak adalah: 

1. Cara pembukuan sertifikat adalah seperti cara pembukuan buku 

tanah 

2. Untuk membuat sertifikat dibuat salinan surat ukur oleh pejabat 

yang berwenang menandatangani sertifikat yang bersangkutan. 

3. Dalam hal Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

berhalangan, kewenangan penandatanganan sertifikat dapat 

dilimpahkan kepada Kepala Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran 

Tanah dengan swat pelimpahan kewenangan. 

h. Penyerahan Sertifikat 

1. Penyerahan sertifikat PRONA, dilaksanakan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara berkoordinasi dengan 

pemerintah Desa/Kelurahan. 
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2. Sertifikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya atau 

dalam hal tanah wakaf, kepada nadzimya. 

3. Penyerahan sertifikat PRONA dituangkan dalam berita acara serah 

terima sertifikat. 

(Kutipan dari petunjuk teknis kegiatan PRONA 20 I 0 Badan Pertanahan 
Kabupaten Sukamara). 

Gambar 7: 

Alur Pelaksanaan Proses Pendaftaran Tanah Melalui PRONA di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara 

BPNPusat 

• KanwiiBPN 

• Kantor Pertanahan Kab. 
Sukamara 

KantorDesa 

Masyarakat I Pemohon 

Masyarakat I Pemohon 

Surat Keputusan Kepala 
Kantor Pertanahan dalam 

penentuan menentukan Lokasi 
Proyek dan Penetapan nama

nama peserta PRONA 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

Sertifikat 

• Proses 

• 
Penelitian berkas oleh Kantor 

Pertanahan Kab. Sukamara 

• 
Kantor Pertanahan Kab. 
Sukamara memberikan 

Penyuluhan kepada 

• Kantor Pertanahan Kab. 
Sukamara Membentuk 

Tim 
Pelaksanaan PRONA 
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PENJELASAN: 

I. Badan Pertanahan Nasional (BPN ) Pusat membuat dan mengeluarkan Surat 

Keputusan mengenai aggaran untuk PRONA dan menentukan jenis pekerjaan 

Proyek yang didalamnya memuat tentang jumlah target fisik dan total 

anggaran untuk biaya PRONA Anggaran tersebut bersumber dari APBN. 

2. Kantor Wilayah BPN Provinsi bertugas menerima wewenang dari BPN Pusat 

sebagai koordinator dan mengawasi jalannya Proyek di setiap Kota maupun 

Kabupaten. Selain itu Kanwil BPN juga berhak menerima laporan tentang 

status kegiatan PRONA selama 4 bulan berturut-turut. 

3. Kantor Pertanahan Kota menerima Surat Keputusan mengenai jumlah 

Anggaran dan jumlah target fisik untuk pelaksanaan PRONA di Kota/ 

Kabupaten tersebut. Setelah itu Kantor Pertanahan akan mengedarkan surat ke 

Kantor Desa yang berisikan akan diadakannya program untuk pelaksanaan 

PRONA 

4. Kantor Desa setelah menerima surat pengumuman tentang Program PRONA 

langsung memberikan pengumuman pada semua masyarakat yang berada di 

wilayah tersebut untuk dapat ikut dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali 

secara massal melalui PRONA. Setelah bertugas untuk mengumumkan, 

perangkat Desa juga termasuk sebagai panitia pelaksana PRONA yaitu 

bertugas untuk membantu para pemohon untuk mengisi formulir dan 

melengkapi syarat-syarat yang di butuhkan oleh Kantor Pertanahan untuk 
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menjadi peserta PRONA. Diikut sertakannya Kepala Desa dan Tokoh 

masyarakat setempat itu disehahkan pada umumnya mereka lehih hanyak tau 

mengenai masalah-asalah tanah daerahnya serta kehiasaan-kehiasaan yang 

hidup dalam masyarakat. Selain itu akan terlihat adanya partisipasi langsung 

dari masyarakat dalam pelaksanaan PRONA ini. Dengan demikian diharapkan 

pelaksanaan PRONA hisa hetjalan lancar karena mendapatkan dukungan 

penuh dari seluruh anggota masyarakat. 

5. Masyarakat I Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan 

Kahupaten melalui Kantor Desa setempat untuk dapat menjadi peserta 

PRONA. Dalam keadaan hiasa (diluar kegiatan PRONA), pemohon senantiasa 

dituntut untuk aktif dan raj in mengurus permohonannya itu. Segala 

kekurangan persyaratan hila mungkin ada, harus diusahakan untuk 

melengkapinya sendiri. Kelengkapan dari syarat-syarat yang ditentukan itu 

akan herpengaruh terhadap cepat atau lamhatnya penerhitan sertifikat hak 

tanahnya. Tidak demikian halnya hila permohonan perolehan sertifikat hak 

tanah itu ikut dalam kegiatan PRONA. Di sini, kedua helah pihak sama-sama 

aktif Pemohon harus mengajukan permohonan secara kolektif, minimal 5 

orang, dan harus herusaha melengkapi persyaratan yang ditentukan. 

6. Kemudian dari pihak Kantor Pertanahan setempat melakukan survei apakah 

Desa tersehut layak untuk diadakannya PRONA atau pensertifikatan 

massal. 
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Jika Kantor Pertanahan sudah melakukan survei dan dinyatakan Desa tersebut 

layak untuk diadakan PRONA. 

7. Selanjutnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten memeriksa data-data tersebut 

dan jika sudah layak atau perlu diadakannya PRONA, maka Kantor 

Pertanahan Kabupaten mengeluarkan Keputusan mengenai target fisik serta 

lokasi kegiatan. Kemudian setelah masyarakat mendaftar dan Kantor 

Pertanahan Kabupaten sudah melakukan survei di lokasi dan peserta, maka 

akan di turunkan Surat Keputusan jumlah nama-nama peserta dan kemudian 

menetapkannya. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten melakukan 

pembentukan tim pelaksana PRONA. 

8. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten melakukan pembentukan tim 

pelaksana, Kantor Pertanahan melakukan penyuluhan kepada masyarakat 

setempat yang Desa yang terpilih menjadi tempat dilaksanakannya proyek 

PRONA, penyuluhan tersebut menjelaskan tentang PRONA. Pelaksanaan 

penyuluhan dilakukan secara langsung (tatap muka dengan warga masyarakat) 

ditempat tertentu misalnya Kantor Balai Desa baik secara formal maupun 

informal. Penyuluhan dengan tatap muka itu diselenggarakan dengan teratur 

sesuai waktu-waktu yang tersedia bagi warga masyarakat dan mempergunakan 

bahasa yang mudah dimengerti bila perlu dengan bahasa daerah setempat. 

Misal, mempergunakan Bahasa Dayak. 

9. Kemudian dari pihak Kantor Pertanahan yang diwakilkan oleh tim pelaksana 

proyek, mengindentifikasi bagi yang mengikuti PRONA (misal : KTP, surat

surat penting yang diperlukan). 

16/42097.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



127 

10. Pihak Kantor Pertanahan me1akukan penelitian atas berkas-berkas yang 

diterima dari masyarakat yang akan mengikuti PRONA, apakah berkas-berkas 

tersebut sudah lengkap dan sesuai. Dalam memproses semua pekerjaan 

keagrariaan itu selalu berdasarkan siklus agraria. Adapun bentuk fasilitas 

ataupun kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak 

atas tanah itu adalah berupa keringanan dalam hal pembiayaan dan percepatan 

proses penyelesaian sertifikat hak atas tanahnya. Berkenan dengan pemberian 

fasilitas yang berupa percepatan proses penyelesaian sertifikat hak atas tanah, 

bukan berarti bahwa dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan 

perundangan yang berlaku. Dalam PRONA ini, proses pensertifikatan tanah 

diusahakan dalam waktu yang sangat singkat, namun tidak boleh 

meninggalkan soal kecermatan dan ketelitian dalam penangannya sebab, 

apabila ada kesalahan atau kelalaian akan menyebabkan gagalnya tujuan yang 

hendak di capai itu, yaitu kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. 

11. Setelah dilakukan penelitian atas berkas maka peserta PRONA memasang 

patok tanda batas tanah yang biaya pemasangan patok tanda batas ini 

dibebankan kepada masyarkat setelah patok tanda batas terpasang pihak 

Kantor Pertanahan mengukur luas dari tanah tersebut. Setelah dilakukannya 

pengukuran, Kantor Pertanahan mengeluarkan pengumuman yang isinya nama 

pemilik, bentuk bidang tanah, batas-batas kepemilikan dengan alamat. 

12. Sebelum diterbitkannya sertifikat oleh bidang tugas pendaftaran tanah, terlebih 

dahulu harus diteliti dengan seksama apakah ada atau tidak pelanggaran 

terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Tata Guna Tanah maupun Pengurusan 
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Hak Tanah. Jika dari pengumuman tersebut tidak ada komplain atau kesalahan 

maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan yaitu SERTIFIKAT. Sertifikat hak 

tanah adalah alat bukti kepemilikan/penguasaan tanah. Sertifikat hak tanah 

merupakan produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Jadi, jika masyarakat 

sudah mensertifikatkan tanahnya, maka diharapkan akan tercapailah salah satu 

tujuan UUP A yaitu terciptanya kepastian hukum hak hak atas tanah bagi 

rakyat seluruhnya. Sedangkan tahap-tahap proses pelaksanaan pelayanan 

sertifikat tanah melalui PRONA di lapangan telah disederhanakan lagi dalam 

delapan belas tahapan. 

Berdasarkan data di lapangan tahap awal dalam proses pelayanan sertifikat 

tanah PRONA di Kabupaten Sukarnara adalah tahap pendaftaran. Dalam 

tahap pendaftaran ini diawali dengan penentuan lokasi kegiatan PRONA. 

Penentuan lokasi PRONA ini didasarkan oleh persetujuan dari Kanwil 

Badan Pertanahan. Pada tahap 1m dilakukan penunjukan lokasi kegiatan 

PRONA oleh Kawil Badan Pertanahan Nasional. Setelah itu 

pihak Desa baru mengajukan surat keterangan yang menunjukkan 

bahwa Desa tersebut bersedia untuk menjadi lokasi kegiatan 

pelayanan 

PRONA. Setelah surat tersebut disetujui oleh Kanwil Badan Pertanahan maka 

Desa tersebut resmi menjadi lokasi kegiatan PRONA. Hal ini selaras dengan yang 

diungkapkan oleh Darwanto selaku Kepala Desa Ajang, dari hasil wawancara 

tanggal5 Mei 2014, yang mengungkapkan sebagai berikut: 

"Kita minta ya kita membuat surat ke BPN, itu pun kalau kita dapat jatah 
PRONA. Jadi misalnya seperti Desa Ajang tahun 2014 mendapatkan jatah 
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PRONA. Nah, berdasarkan itu kita harus mengajukan surat keterangan 
dari Desa yang menunjukkan bahwa Desa Ajang siap untuk diadakan 
kegiatan PRONA itupun berdasarkan persetujuan dari Kanwil. 

Tahap selanjutnya adalah sosialisasi kegiatan PRONA yang diberikan pada 

Kepala Desa/Perangkat Desa. Namun dalam pelaksanaan dilapangan 

pensosialisasian ini langsung diberikan oleh petugas Kantor Pertanahan kepada 

seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Ajang mulai dari Kepala Desa, 

Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa Ajang. Hal ini dipertegas dengan yang 

diungkapkan oleh Darwanto selaku Kepala Desa Ajang, dari basil wawancara 

tanggaiS Mei 2014, yang mengungkapkan sebagai berikut: 

"Jadi gini ya, awalnya kami ngumpulkan seluruh warga Desa beserta 
seluruh perangkat Desa untuk mendengarkan sosialisasi mengenai 
kegiatan PRONA yang diberikan oleh petugas BPN.Tujuannya itu agar 
seluruh lapisan masyarakat di Ajang ini mengetahui dan paham mengenai 
kegiatan PRONA ini." 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan PRONA Kabupaten Sukamara ini 

dijadwalkan dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu ketiga di bulan 

Februari 2013. Dalam tahap sosialisasi ini juga dijelaskan mengenai persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta PRONA. Setelah dilakukan 

sosialisasi maka tahap selanjutaya adalah kegiatan pendataan peserta PRONA. 

Tahap pendataan daftar nama peserta PRONA disesuaikan dengan target yang 

telah disepakati oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Dalam pelaksanaan 

PRONA di Kabupaten Sukamara khususnya Desa Ajang mendapat jatah peserta 

PRONA sejumlah 114 peserta. Setelah terdaftar 114 orang peserta tersebut maka 

tahap selanjutnya adalah pengumpulan data yuridis dan data fisik 

Pengumpulan data yuridis dan data fisik dilakukan oleh Kepala Desa dan 

Satgas PRONA. Pengumpulan data yuridis dan data fisik ini meliputi 
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pengumpulan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti 

kegiatan ;>RONA. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah: 

a. KTP yang berlaku I surat keterangan domisili 

b. Surat jual beli, surat waris, akta jual beli, akta tukar menukar, vanes akta I 

surat hibah dan lainnya (salah satunya harus ada) 

c. Surat pemyataan fisik bidang tanah 

d. Surat pemyataan kepemilikan jumlah bidang tanah I luas bidang tanah. 

Proses pengumpulan data yuridis ini membutuhkan waktu lama, 

karena masyarakat membutuhkan waktu untuk mengumpulkan persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk tahap ini dilakukan pada mmggu 

keempat bulan Februari sampai keempat bulan Mei 2013. Setelah 

seluruh data yuridis dan data fisik telah terkumpul maka tahap selanjutnya 

adalah pemasangan patok tanda batas oleh masyarakat peserta 

PRONA. Pemasangan patok tanda batas ini berdasarkan persetujuan dari 

tetangga kanan, kiri, depan dan belakang peserta PRONA. Hal 1m 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Darwanto selaku Kepala Desa Ajang, dari 

hasil wawancara tanggal5 Mei 2014 yang mengungkapkan sebagai berikut: 

"jadi mas kalau seluruh persyaratan itu sudah terpenuhi dan sudah lengkap 
semua, selanjutnya itu pemasangan patok batas atas persetujuan dari 
tetangga kanan, kiri, depan dan belakang lokasi tanah yang terdaftar 
sebagai peserta PRONA. Kalau semua patok sudah dipasang baru pihak 
BPN mau ngukur tanah yang sudah dipasang patok tanda batas." 

Dari hasil wawancara terlihat bahwa pelaksanaan tahap pengukuran akan 

dilakukan setelah seluruh patok tanda batas bidang tanah terpasang pada titik-titik 

sudut batas bidang tanah. Pelaksanaan tahap pengukuran dan pemetaan ini 
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dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret sampai minggu keempat bulan 

Mei tahun 2013. ::.ctelah didapat data dari basil pengukuran, tahap selanjutnya 

adalah pengolahan data dari tahap pengukuran dan pemetaan tersebut yang 

dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Mei. Tahap 

selanjutnya adalah pembuatan gambar peta bidang tanah yang akan 

disertifikatkan. Apabila gambar peta bidang tanah telah selesai, tahap selanjutnya 

adalah dilakukan survey oleh Panitia A tujuannya ada1ah mencocokkan dengan 

data yuridis dan data fisik yang ada. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Darwanto selaku Kepala Desa Ajang, dari basil wawancara tanggal 5 Mei 2014 

yang mengungkapkan sebagai berikut: 

"setelah BPN membuat grafikal atau gambarnya peta bidang tanah lalu 
yang namanya Panitia A dari BPN melihat di Desa-Desa ini yang kami 
ajukan ada masalah apa tidak melihat batas lihat itu setelah itukan 
langsung dikoordinasikan lagi di BPN. Misalnya dusun ini harus sekian 
ada masalah atau tidak.Jadi yang namanya Panitia A itu datang kesini 
melihat atau survey dicocokkan dengan data-data pemberkasan 
sebelumya." 

Setelah seluruh data telah sesuai, tahap selanjutnya adalah pengesahan 

yang dilakukan oleh Panitia A. Panitia A ini terdiri dari 4 orang pegawai Kantor 

Pertanahan dan I kepala Desa. Pengesahan dilaksanakan pada minggu pertama 

bulan Juni tahun 2013. Tahap selanjutnya adalah tahap pengumuman, tahap ini 

dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau complaint terhadap data fisik 

dan data yuridis apabila terjadi kesalahan penulisan nama dan penulisan luas 

bidang tanah. Apabila ada complaint dari warga peserta PRONA maka pihak BPN 

akan segera memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat 
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pengumuman. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Hendri 

sebagai salah satu warga ~esa Ajang yang mengajukan keberatan, dari hasil 

wawancara tanggal2 Mei 2014 yang mengungkapkan sebagai berikut: 

"pada saat pengumuman kemarin itu penulisan nama saya salah mas. 
Harusnya kan pakai ejakan lama Hendri tapi ditulis pakai ejakkan baru 
Purnomo. Itu kan tidak sesuai dengan KTP saya. Ya saya mengajukan 
keberatan pada petugas karena penulisan nama saya yang salah. Lalu 
petugas segera memperbaiki penulisan nama saya yang salah." 

Tahap Pengumuman data fisik dan data yuridis akan dilaksanakan pada 

Minggu kedua bulan Juni sampai dengan minggu keempat bulan Agustus. Apabila 

seluruh data fisik dan data yuridis telah sesuai dan tidak ada masalah maka 

dilakukan pengesahan (DI 202) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukamara, kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua bulan 

Agustus tahun 2013. Tahap selanjutnya adalah Penetapan SK mengenai nama-

nama peserta PRONA dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara. Penetapan surat keputusan akan dilaksanakan pada minggu 

ketiga bulan Agustus. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembuatan surat ukur 

oleh Kasi survey, pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan pada minggu 

pertama bulan September tahun 2013. Setelah pembuatan surat ukur selesai tahap 

berikutnya adalah pembuatan buku tanah yang dilaksanakan pada minggu kedua 

bulan September tahun 2013. Setelah seluruh tahapan PRONA terlaksana, tahap 

terakbir adalah penyerahan sertifikat tanah PRONA Penyerahan sertifikat 

PRONA disaksikan oleh Kepala Desa. Berikut ini adalah jadwal delapan belas 

tahapan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara, yaitu: 
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I. Persiapan DIP A (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dari Kanwil 

kemudian diserahkan kepa.;a Kantor Pertanahan Kab. Sukamara yang 

dilaksanakan pada awal tahun anggaran PRONA yaitu minggu pertama 

bulan Januari 2013 

2. Persiapan Administrasi Kegiatan Bagian Proyek yang dilaksanakan 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara yang pelaksanaannya 

pada minggu kedua bulan Januari 2013 

3. Pembentukan Satgas PRONA yakni petugas yang akan mengumpulkan 

data yuridis di Desa yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara pelaksanaannya pada minggu ketiga bulan 

Januari 2013 

4. Pengadaan formulir PRONA oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukamara yang pelaksanaannya pada minggu keempat bulan Januari 

2013 

5. Penetapan Lokasi Desa yang ikut serta dalam PRONA oleh Kanwil 

berdasarkan usulan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara yang 

pelaksanaannya pada minggu keempat bulan Januari 2013 

6. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di Desa peserta PRONA 

dengan menjelaskan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

masyarakat dan mendata sementara jumlah peserta PRONA 

Penyuluhan dilaksanakan dalam satu hari kerja pada setiap Desa. 

Seluruh peserta penyuluhan dikumpulkan menjadi satu di balai Desa. 
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Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga 

bulan F ebruari 20 13 

7. Pengumpulan data yuridis oleh Kepala Desa dan Satgas PRONA 

dalam hal ini mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang haru 

dipenuhi oleh masyarakat yang ikut dalam program PRONA yang 

pelaksanaan memakan waktu cukup lama mencapai 3 bulan. 

Pengumpulan data yuridis membutuhkan waktu lama karena data-data 

yang dikumpulkan banyak dan masyarakat peserta PRONA 

membutuhkan waktu untuk menyiapkan dan mengumpulkan semua 

data persyaratan yang harus dipenuhi. Kegiatan ini dilakukan pada 

minggu keempat bulan Februari sampai keempat bulan Mei 2013. 

8. Pengukuran bidang tanah oleh Kasi survey, pengukuran dan pemetaan. 

Pengukuran dilakukan apabila masyarakat telah memasang tanda batas 

tanah dan tanda batas tanah tersebut telah mendapat persetujuan dari 

tetangga sebelah baik kanan, kiri, depan dan belakang. Tanda batas 

tanah telah dipasang dan mendapat tanda tangan dari tetangga, barulah 

pengukuran bidang tanah dapat dilaksanakan. Pelaksanaan pengukuran 

juga memakan waktu yang cukup lama yaitu 3 bulan, dilaksanakan 

pada minggu pertama bulan Maret sarnapi minggu keempat bulan Mei 

2013 

9. Pengelolahan data ukur oleh Kasi survey, pengukuran dan pemetaan. 

Setelah didapatkan basil dari pengukuran bidang tanah maka tahap 
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selanjutnya adalah pengelolahan data . Kegiatan ini dilaksanakan pada 

minggu pertama dan kedua bulan Mei 2013 

10. Pembuatan Peta Bidang oleh Kasi survey, pengukuran dan pemetaan. 

Setelah data ukur diolah maka tahap selanjutnya adalah membuat 

gambar peta bidang tanah yang akan disertifikasikan. Pembuatan Peta 

Bidang akan dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga bulan Mei 

2013. 

11. Pembuatan peta pendaftaran tanah (peta pendaftaran tanah secara 

keseluruhan dari seluruh bidang tanah yang ada di Desa tersebut yang 

tanahnya ikut dalam sertifikat PRONA). Peta pendaftaran ini sudah 

mempunyai persyaratan teknis dan yuridis dan sudah mendapatkan 

tanda tangan dari Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Sukamara. 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat bulan 

Mei 2013. 

12. Pengesahan oleh Panitia A terdiri dari setiap unsur Kasi yang ada di 

kantor pertanahan Kabupaten Sukamara (lintas Kasi) dan kepala Desa 

sebagai salah satu anggota dari Panitia A Panitia A terdiri dari 4 orang 

pegawai kantor Pertanahan dan 1 kepala Desa. Pengesahan 

dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni 2013. 

13. Pengesahan, pengumuman dimaksudkan untuk memberikan 

kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap data fisik dan data 

yuridis dalam rangka penetapan hak atas nama pemohon/peserta 
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PRONA. Pengumuman diletakkan di Desa peserta PRONA dan Kantor 

BPN Kabupaten Sukamara. Pengumuman dilaksana .. ua cukup lama 

yakni selama 2 bulan. Apabila selama 2 bulan tersebut masyarakat 

tidak mengajukan keberatan terhadap data fisik dan data yuridis maka 

petugas BPN telah menganggap bahwa hasil data yuridis dan data fisik 

dari bidang tanah tidak ada masalah dan akan dilanjutkan ke tahap 

berikutnya. Pengumuman data fisik dan data yuridis akan dilaksanakan 

pada Minggu kedua bulan Juni sampai minggu keempat bulan Agustus 

2013. 

14. Pengesahan DI 202 oleh Kepa1a Kantor Pertanahan Kab. Sukamara. 

Setelah tidak adanya keberatan oleh masyarakat terhadap hasil data 

yuridis dan data fisik maka Kepala Kantor Pertanahan BPN 

mengesahkan DI 202 sertifikat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 

minggu pertama dan kedua bulan Agustus 2013. 

15. Penetapan SK tentang nama-nama peserta PRONA dalam Surat 

Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten 

Sukamara. Penetapan surat keputusan akan dilaksanakan pada minggu 

ketiga bulan Agustus 20 13. 

16. Pembuatan surat ukur oleh Kasi survey, pengukuran dan pemetaan 

yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan September 2013. 

17. Pembuatan buku tanah oleh Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan September 

2013. 
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18. Sertifikat selesai (DI 208) dan siap dibagikan kepada masyarakat 

peserta PRONA. Pembagian sertifikat PRONA disaksikan oleh ,.;.~pala 

Desa dan dituangkan dalam berita acara. Penyerahan sertifikat tanah 

akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September 2013. 

Tabel 5 

Daftar Desa Yang Mengikuti PRONA Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2013 

No Tahun Desa Kecamatan Jumlah Bidang 
Tanah 

I 2012 Pangkalan Muntai Sukamara 100 
Sungai Pasir Pantai Lunci 100 
Sungai Cabang Barat Pantai Lunci 100 

300 

2 2013 Sekuningan Bam Balai Riam 73 
Bukit Sungkai Balai Riam 37 
LupuPeruca Balai Riam 73 
Kuala Jelai Jelai 103 
Ajang Permata Kecubung 114 

400 
JUMLAH TOTAL 700 
Sumber: Ars1p Kantor Pertanahan Kabupate Sukamara 

2. Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Melalui PRONA 

Kualitas Pelayanan Sertifikat tanah melalui PRONA di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara dapat dikatakan berkualitas apabila setiap unsur-unsur 

pelayanan yang berkualitas dapat ditpenuhi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukamara dalam pelaksanaan sertifikat tanah melalui PRONA. Hal ini dapat 
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dilibat dari data observasi dan basil wawancara yang dilakukan oleb peneliti 

dengan 8 orang nara sumber, adapun data tentang kualitas pelayanan sertifikat 

tanah melalui PRONA sebagai berikut: 

a. Kesederhanaan 

Dalam pelayanan sertifikat tanab melalui PRONA proses 

pelayanannya telab disederbanakan oleb BPN sesuai dengan yang tercantum 

dalam petunjuk teknis pelaksanaan PRONA. Selurus proses pelayanan yang 

ada pada petunjuk teknis pelaksanaan PRONA terdiri dari I 0 tahapan 

pelaksanaan yang terdiri dari Penyeraban DIP A, Penetapan Lokasi, 

Penyuluhan oleb Petugas, Pengumpulan Data (alat buktilatas hak), 

Pengukuran Bidang Tanah, Pemeriksaan Tanab, Pengumuman, Penerbitan SK 

Hak!Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis, Penerbitan Sertifikat dan 

Supervisi serta Pelaporan/Penyerahan Sertifikat. Untuk pelaksanaan PRONA 

di Kabupaten Sukamara dari 10 tahapan tersebut terbagi menjadi 3tahap 

pelaksanaan di lapangan. Tahapan ini telab disederbanakan dibandingkan 

dengan tahapan pelaksanaan PRONA tahun-tahun sebelumnya. 

Dari basil observasi yang dilakukan oleb peneliti terlibat babwa 

pelaksanaannya cukup mudah, seperti yang diungkapkan oleb Bapak Parmin 

salab satu peserta PRONA basil wawancara pada tanggal 2 Mei 2014, yang 

mengatakan sebagai berikut: 

"Kalau dari tahapan pelaksanaan PRONA saya rasa cukup mudab ya. 
Kita banya mengumpulkan data persyaratan dan memasang tanda batas. 
Tapi persyaratannya itu banyak dan memang ruwet, karena tanab yang 
akan diukur barns jelas semua surat-suratnya seperti akta jual dan akta 
waris, itu yang membuat agak lama." 
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Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Joko Suseno,SST, 

SH. selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara, dari hasil wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 

yang mengungkapkan sebagai berikut: 

"Memang tahapanan dalam pelaksanaan PRONA itu banyak sekali mas. 
Semua tahapan itu disesuaikan sama buku petunjuk teknis kegiatan 
PRONA tahun 2013 itu mas. Dari banyaknya tahapan kegiatan PRONA 
mulai dari tahap pendaftaran, tahap pelaksanaan dan tahap 
penyelesaian, kita dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara sudah 
membuat 3jadwal pelaksanaan PRONA itu. Dengan tujuan untuk 
mempermudah pelaksanaan kegiatan PRONA. Tapi dari 3tahapan itu 
masyarakat hanya diminta untuk mengumpulkan persyaratan
persyaratannya saja mas sama pasang patok tanda batas bidang 
tanahnya. Biasanya saat pengumpulan data yuridis masyarakat akan 
dibantu oleh kantor Desa atau kelurahan mas." 

Dari hasil wawancara diatas masyarakat hanya diminta untuk 

mengumpulkan data persyaratan yang diminta oleh Kantor Pertanahan kepada 

perangkat Desa. Setelah seluruh data dikumpulkan dan diserahkan pada 

petugas, selanjutnya masyarakat harus memasang tanda batas tanah sebelum 

dilakukan pengukuran tanah. Namun dalam hal persyaratan pengumpulan data 

masih banyak masyarakat Desa yang kurang memahami dan terlalu banyak 

jumlah berkas yang harus mereka kumpulkan sehingga banyak berkas yang 

tidak terkumpul tepat pada waktunya. 

b. Kejelasan dan Kepastiau 

Dalam hal kejelasan dan kepastian pelayanan sertifikat tanah melalui 

PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara terdapat kejelasan dan 

kepastian rincian biaya maupun kepastian waktu penyelesain. Masyarakat 

peserta PRONA tidak dikenakan biaya pembuatan sertifikat oleh Kantor 
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Pertanahan Kabupaten Sukamara, karena PRONA telah ditanggung oleh 

APBN. Namun, untuk pembelian materai dan fotocopy berkas-berkas 

persyaratan warga harus mengeluarkan biaya pribadi. Sedangkan kepastian 

waktu penyelesaian dan penyerahan sudah jelas serta sertifikat akan diberikan 

pada waktunya nanti, karena PRONA harus selesai dalam satu tahun anggaran. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Joko Suseno,SST, SH. selaku Kasi 

Survey, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukarnara, 

dari hasil wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 yang mengungkapkan 

sebagai berikut: 

"Penyelesaian sertifikat PRONA itu waktunya ya satu tahun anggaran 
itu. Batas akhir penyerahan itu bulan Desember, biasanya penyerahan 
awal itu dibarengi dengan hari agrarian nasional tanggal 24 September 
itu penyerahan simbolis dan yang lainnya menunggu penyerahan 
simbolis itu. Jadi setelah penyerah simbolis baru kita membagi untuk 
yang lainnya." 

Selain kejelasan dan kepastian biaya serta waktu penyelesaian, 

sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi dan dikumpulkan oleh masyarakat 

telah disampaikan dan dijelaskan kepada seluruh masyarakat peserta PRONA 

pada tahap penyuluhan yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara. Hal ini dipertegas oleh Bapak Abdul Hadi, warga Desa 

Ajang, kecamatan Sukamara dari basil wawancara pada tanggal 2 Mei 2014 

yang mengungkapkan sebagai berikut: 

"Pelaksanaan teknis PRONA sudah di sosialisikan petugas Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sukamara saat penyuluhan kepada seluruh 
peserta PRONA, mulai dari persyaratan pemberkasan sampai dengan 
waktu penyelesaian dan penyerahan sertifikat. Pelayanan petugas 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara sudah cukup baik dalam 
penyampaian penjelasan kepada warga disini. Penyerahan sertifikat di 
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Ajang juga tepat waktunya tidak sampai molor, tapi jangka waktu 
penyerahan sertifikat lumayan lama." 

Dari unsur kejelasan dan kepastian dalam pelayanan sertifikat tanah 

melalui PRONA dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah 

ada kejelasan mengenai persyaratan pemberkasan yang sudah dijelaskan pada 

saat penyuluhan dan biaya penyelesaian sertifikat di Kantor Pertanahan gratis 

karena ditanggung oleh APBN. Selain itu masyarakat diberi kepastian 

penyerahan sertifikat karena sertifikat akan diberikan pada tahun anggaran 

pelaksanaan PRONA tersebut. 

c. Keamanan 

Pelayanan sertifikat tanah massal melalui PRONA bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat kurang mampu yang belum 

mensertifikatkan tanahnya. Dengan mensertifikatkan tanahnya maka 

masyarakat memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah dan diakui secara 

hukum. Dengan adanya pelayanan sertifikat tanah massal melalui PRONA ini 

memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu pelayanan sertifikat 

tanah massal secara PRONA ini juga memiliki dasar hukum, yaitu: 

a. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar-Dasar Pokok Agraria 

(UUPA) 

b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah. 

c. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 

Nasional 
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d. Peraturan Menteri Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional 

No.3 Tabun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

e. Peraturan Menteri Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional 

No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpaban Hak Atas Tanab Negara 

Dengan adanya dasar bukum yang pasti dalam pelayanan PRONA, 

maka keamanan pelayanan PRONA ini dijamin oleb bukum yang sah. Selain 

itu produk basil dari pelayanan PRONA yang berupa sertifikat tanah ini 

memberikan kepastian bukum atas kepemilikan tanab dari peserta PRONA di 

Kabupaten Sukamara. Mengingat sasaran dari PRONA ini adalab Desa-Desa 

yang masyarakatnya masib banyak yang belum mensertifikatkan tanabnya. 

Jelas pelayanan sertifikat PRONA ini bermanfaat bagi masyarakat yang kurang 

mampu untuk mensertifikatkan tanabnya dengan biaya yang murab jika 

dibanding dengan mensertifikatkan tanahnya secara mandiri. Seperti yang 

diungkapakan oleb Bapak Hadi, warga Desa Ajang Kec. Permata Kecubung 

dari basil wawancara pada tanggal 2 Mei 2014 yang mengungkapkan sebagai 

berikut: 

"Sertifikat PRONA ini sangat membantu saya, karena saya bisa 
mensertifikatkan tanab saya. Saya tidak punya uang untuk 
mensertifikatkan tanab saya sendiri kan kalau mensertifikatkan sendiri 
itu biayanya mahal banget. Dengan PRONA saya bisa mensertifikatkan 
tanah saya dengan biaya yang murab." 

Dari basil wawancara diatas dapat disimpulkan babwa sertifikat 

PRONA ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang kurang 

mampu untuk mensertifikatkan tanabnya. 
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d. Keterbukaan 

Sebelum diadakan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data yuridis dan 

data fisik, diadakan penyuluban oleb petugas kantor pertanahan untuk 

memberikan penjelasan mengenai PRONA, tujuan PRONA, biaya, 

persyaratan permobonan yang barus dilengkapi, subyek kegiatan PRONA dan 

bak serta kewajiban peserta kegiatan PRONA. Peserta penyuluban adalab 

masyarakat khususnya para pemilik tanah di Desa lokasi diadakannya kegiatan 

PRONA. Kegiatan penyuluban ini bertujuan untuk memberikan informasi dan 

pengetahuan kepada warga Desa mengenai kegiatan PRONA dan manfaatnya. 

Dalam kegiatan penyuluban ini juga dibuka sesi diskusi/tanya jawab 

mengenai kegiatan PRONA dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi 

untuk dapat mengikuti kegiatan PRONA ini. Masyarakat diberi kebebasan 

untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas pada saat penyuluban yang 

menyangkut mengenai pelaksanaan kegiatan PRONA yang akan dilaksanakan 

di Desanya. Dengan demikian masyarakat akan benar-benar memahami 

mengenai materi yang disampaikan pada saat penyuluban. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleb Bapak Suroto, warga Desa Ajang, Kec. Permata Kecubung 

dari basil wawancara tanggal 2 Mei 2014 yang mengungkapkan sebagai 

berikut: 

"Pada saat penyuluban kemarin itu petugas BPN sudab menjelaskan 
semua persyaratan-persyaratan PRONA, ya tapi ada warga yang belum 
paham, mas. Jadi warga yang merasa belum pabam itu boleb bertanya 
lagi ke petugas BPN waktu penyuluban itu." 

Dari basil wawancara diatas dapat disimpulkan babwa keterbukaan 

pelayanan kegiatan PRON A telab dijelaskan oleb petugas kant or pertanahan 
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pada saat penyuluhan. Semua hal yang berkaitan dengan biaya, waktu 

penyelesaian, hak & kewajiban peserta PRONA, manfaat PRONA dan 

persyaratan yang harus dipenuhi telah diinformasikan pada saat 

penyuluhan. Adapun peserta yang diberikan penyuluhan ini meliputi 

kelompok masyarakat pemilik tanah, lurahlkepala Desa beserta aparatnya, 

kepala dusun, ketua RT dan ketua RW. Dengan demikian kegiatan penyuluhan 

ini diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Desa tempat diadakannya 

kegiatan PRONA. Hal ini diungkapkan oleh Darwanto selaku Kepala Desa 

Ajang, dari hasil wawancara tanggal 21 Februari 2014 yang mengungkapkan 

sebagai berikut: 

"Jadi gini ya, awalnya kami mengumpulkan seluruh warga Desa beserta 
seluruh perangkat Desa untuk mendengarkan sosialisasi mengenai 
PRONA yang diberikan oleh petugas BPN. Tujuannya itu agar seluruh 
lapisan masyarakat di Ajang ini mengetahui dan paham mengenai 
kegiatan PRONA ini." 

Selain keterbukaan pada saat penyuluhan, dalam Kegiatan PRONAjuga 

terdapat tahap Pengumuman. Pengumuman ini meliputi peta bidang tanah 

dengan daftar luas masing-masing bidang dan data kepemilikan tanah. Pada 

tahap pengumuman ini, masyarakat diberi kesempatan untuk 

mengajukan complainlkeberatan terhadap hasil pengumpulan data yuridis dan 

data fisik tanah apabila teljadi kesalahan di dalamnya kepada petugas 

kantor pertanahan. Hal ini deipertegas oleh Bapak Hendri, salah satu 

warga Desa Ajang yang mengajukan keberatan, dari hasil wawancara tanggal 

2 Mei 2014 yang mengungkapkan sebagai berikut: 

"Pada saat pengunman kemarin itu penulisan nama saya salah mas. 
Harusnya kan pakai ejakan lama Hendri tapi ditulisan pakek ejakan 
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baru Pumomo. Itu kan tidak sesuai dengan KTP saya. Ya saya 
mengajukan keberatan pada petugas karena penulisan nama saya salah. 
Lalu petugas segera memperbaiki penulisan nama say a yang salah." 

Dari basil wawancara diatas terlihat bahwa pelayanan PRONA dapat 

dikatakan ada keterbukaan, hal ini terlihat dari pelaksanaan tahap penyuluhan 

dan pengumuman. Masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap 

mengenai prosedur/tata cara dan waktu penyelesaian langsung dari petugas 

kantor pertanahan pada saat penyuluhan. Selain itu pada tahap pengumuman 

masyarakat juga dapat mengajukan keberatan apabila teijadi kesalahan 

penulisan nama dan luas bidang tanah. 

e. Efisiensi 

Dalam kegiatan sertifikat tanah PRONA keseluruhan persyaratan yang 

harus dikumpulkan oleh masyarakat berkaitan dengan sertifikat tanah. 

Masyarakat peserta PRONA harus memenuhi seluruh berkas-berkas yang 

semuanya berkaitan dengan sertifikat tanah massal melalui PRONA. 

Persyaratan itu harus dikumpulkan tepat waktu dan lengkap sesuai dengan 

yang ditentukan. Adapun persyaratan untuk mengikuti sertifikat tanah melalui 

PRONA adalah sebagai berikut: 

e. Formulir permohonan yang di isi dan ditandatangani pemohon atau 

kuasanya di atas materai cukup. • 

f Surat Kuasa apabila di kuasakan 

g. Foto copy identitas (KTP,KK) yang telah dicocokan dengan aslinya 

oleh petugas loket. 

h. Bukti pemilihan tanahl atas hak milik adat/ bekas milik adat. 
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1. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah di cocokan dengan 

.,,linya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB) 

J. Melampirkan Bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan 

k. Stop map 3 Lembar. 

Bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut menjadi acuan dalam pengisian 

data yuridis dan data fisik tanah yang akan dicanturnkan dalam sertifikat 

tanah. Persyaratan yang telah dikumpulkan kemudian dikelola dan diteliti 

oleh kepala Desa dan perangkatnya. Jika ada kekurangan berkas dari berkas-

berkas yang telah dikumpulkan tersebut maka perangkat Desa akan 

membantu masyarakat untuk membuatkan surat-surat pernyataan yang kurang 

tersebut. Apabila sudah lengkap baru kemudian diserahkan kepada petugas 

BPN. Hal ini dipertegas dari hasil wawancara dengan Darwanto se1aku 

Kepala Desa Ajang pada tanggal5 Mei 2014 sebagai berikut: 

"Semua persyaratan yang kurang itu nantinya perangkat Desa yang 
melengkapinya, pihak BPN itu menerima berkas-berkas yang sudah 
lengkap sajaJstilahnya BPN itu tinggal terima heres mengenai 
kelengkapan berkas-berkas peserta PRONA itu.Kemudian baru BPN 
melakukan survey dicocokkan dengan berkas-berkas yang sudah 
terkumpul tadi. Y a kebanyakan keljanya itu dari Desa nya mas.Kalau 
Desa tidak bisa mengurus seluruh surat-surat persyaratan warga yang 
kurang, ya tidak bisa jadi nantinya." 

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa surat-surat yang belum 

lengkap tersebut akan dilengkapi oleh perangkat Desa. Hal ini selaras 

dengan yang diungkapkan oleh Ibu Wati, dari hasil wawancara tanggal 2 Mei 

2014 yang mengungkapkan sebagai berikut: 

"Saya itu cuma punya KTP sama akta tanah saja mas. Surat-surat 
pemyataan yang lainnya itu saya tidak punya dan saya juga kurang 
faham sama persyaratan yang lainnya mas. Untungnya dari kantor Desa 
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itu membantu ngelengkapi surat-surat pemyataan yang belum saya 
punya itu mas." 

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa kurang lengkapnya berkas-

berkas persyaratan tersebut disebabkan beberapa warga yang bel urn memiliki 

beberapa surat pemyataan dan tidak memahami beberapa persyaratan yang 

harus dilengkapi tersebut. 

f. Ekonomis 

Biaya pembuatan sertifikat PRONA ditanggung oleh APBN sehingga 

tidak akan membebani masyarakat. Dengan adanya pelayanan sertifikat 

PRONA ini sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu untuk 

bisa mensertifikatkan tanahnya, mengingat biaya pensertifikatan tanah 

mandiri yang sangat mahal. Seluruh biaya PRONA gratis dari BPN mulai dari 

tahap pendaftaran sampai tahap akhir penyerahan sertifikat karena mendapat 

anggaran dana dari pemerintah di tiap tahunnya melalui APBN. Dengan 

demikian BPN tidak akan memungut biaya dari masyarakat pada pelaksanaan 

kegiatan sertifikat PRONA. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Joko 

Suseno,SST, SH. Selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, dari hasil 

wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 yang mengungkapkan sebagai 

berikut: 

"Memang biaya PRONA itu gratis karena ditanggung oleh APBN. 
Namum yang di tanggung oleh APBN adalah proses di pertanahan 
meliputi Penyuluhan, Pengumpulan data, Pengukuran Bidang Tanah, 
Pemeriksaan Tanah, Penerbitan SK Hak!Pengesahan Data Fisik dan 
Data Yuridis, Penerbitan Sertifikat dan Supervisi & Pelaporan. Berkas 
dari masyarakat yang sudah lengkap baru tanpa biaya. Tapi yang 
semula hanya memiliki KTP dan SPPT harus mengeluarkan biaya 
pribadi untuk melengkapi berkas seperti materai, akta, pajak dan 
masing-masing warga." 
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Selaras dengan yang diungkapkan oleh Darwanto selaku Kepala Desa 

Ajang, dari hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2014 yang mengungkapkan 

sebagai berikut: 

"Dalam pelayanan sertifikat PRONA ini memang BPN tidak meminta 
dana dari masyarakat sedikit pun. Namun, untuk melengkapi berkas
berkas seperti materai, foto copy dan pemasangan patok tanda batas 
dibebankan kepada masyarakat peserta PRONA sendiri. Biaya yang 
dikeluarkan oleh warga disini sesuai dengan kesepakatan masing
masing kelompok peserta" 

Berdasarkan basil wawancara diatas menunjukkan bahwa biaya 

PRONA memang gratis tapi untuk proses yang di pertanahan saja karena 

mendapat subsidi dari APBN. Sedangkan untuk melengkapi berkas-berkas 

dan pemasangan patok ditanggung oleh masing-masing peserta. Hal inilah 

yang sering menimbulkan kesalahpahaman pada masyarakat mengenai arti 

kata gratis dari BPN. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa 
• 

PRONA ini benar-benar bebas dari biaya apapun dan mereka beranggapan 

bahwa mereka tidak akan mengeluarkan uang sama sekali. Padahal yang 

dimaksut dengan kata gratis disini adalah pe1aksanaan pelayanan sertifikat 

dari BPN semuanya gratis mulai dari tahap penyuluhan sampai dengan 

penyerahan seniiikat, tetapi untuk biay pembelian materai, fotocopy dan 

pernasangan patok tanda batas masyarakat harus mengeluarkan biaya sendiri. 

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Wati, warga Desa Ajang Kec. Permata 

Kecubung, dalam wawancara tanggal 2 Mei 2014 yang mengungkapkan 

sebagai berikut: 
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"Saya kira biaya PRON A ini gr<!tis semuanya, ternyata saya harus 
mengeluarkan uang untuk be1i materai, fotocopy dan pemasangan 
patok. Padaha1 saya pikir PRCJ"A itu bebas biaya." 

Dengan demikian dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa dilihat dari segi ekonomis pelayanan sertifikat PRONA ini tidak 

membebani masyarakat. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya PRONA 

karena biaya sertifikat tanah dengan PRONA ini te1ah mendapatkan subsidi 

dariAPBN. 

g. Keadilan 

Sasaran dari pe1ayanan kegiatan PRONA ini adalah masyarakat yang 

tidak mampu/miskin yang bertujuan untuk membantu masyrakat yang tidak 

mampu agar bisa mensertifikatkan tanahnya karena pelayanan sertifikat 

dengan PRONA tidak dipungut biaya sedikitpun dari BPN. Da1am hai ini 

yang lebih diutamakan untuk mengikuti kegiatan pelayanan sertifikat tanah 

PRONA ini ada1ah masyarakat tidak mampu/masyarakat miskin. Dengan 

demikian Kepaia Desa dan petugas Kantor Pertanahan 1ebih mengutamakan 

masyarakat miskin terlebih dahulu baru kemudian masyarakat ekonomi 

menengah. Hal ini dipertegas o1eh Bapak H. Sumardi selaku Kepala Desa 

Ajang, dari hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2014 yang menyatakan 

sebagai berikut: 

"Masyarakat yang mengikuti PRONA memang kami pi1ih yang benar
benar kurang beruntung. Tapi memang kadang ada masyarakat ekonomi 
menengah yang mau tidak mau harus diikutkan juga. Memang yang 
diutamakan dalam PRONA ini masyarakat menengah kebawah. Tapi 
dalam pelaksanaannya kan harus dipetakan dan harus berurutan. Jadi 
kalau petanya misalnya dalam satu deret ada 6 rumah dan ditengah
tengah ada satu rumah yang tergolong masyarakat ekonomi menengah 
ya otomatis harus diikutkan. Tapi ya tidak banyak yang kasusnya 
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seperti itu. T etap kita mengutamakan masyarakat yang kurang 
beruntung." 

Dari basil wawancara diatas terlibat babwa peserta PRONA lebih 

diutamakan kepada masyarakat yang tidak mampu/miskin dan masyarakat 

ekonomi menengab. Tetapi lebih diutamakan kepada masyarakat yang tidak 

mampu karena sesuai dengan tujuan dari PRONA itu untuk membantu 

masyarakat yang kurang mampu untuk mensertifikatkan tanahnya. 

h. Bennutu 

Dalam pelaksanaan kegiatan PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukamara telah dijadwalkan agar sesuai dengan target penyelesaian. 

Pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA di Kabupaten Sukamara 

khususnya dapat dikatakan mendekati kata bermutu. Mengapa dikatakan 

mendekati kata bermutu, karena dalam waktu penyelesaiannya terkadang 

tidak tepat pada waktunya namun sertifikat tetap dibagikan pada tahun 

anggaran pelaksanaan PRONA tersebut. Hasil dari pelayanan PRONA ini 

adalah berupa sertifikat tanah yang sudah sesuai dan tanpa ada cacat 

ataupun kesalaban penulisan nama maupun luas bidang tanah. Karena pada 

sebelumnya telah dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan penulisan 

nama dan luas tanah. Dengan basil sertifikat tanah yang tanpa cacat maka 

dapat memberikan rasa puas kepada masyarakat atas basil pelayanan sertifikat 

PRONA yang didapatnya. Hal ini dipertegas oleh Darwanto selaku Kepala 

Desa Ajang, dari basil wawancara pada tanggal 5 Mei 2014 yang mengatakan 

sebagai berikut: 
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"Saya rasa masyarakat peserta PRONA ini merasa puas dengan 
sertifikat tanah yang didapatnya. Selain itu basil sertifikat tanah kan 
juga dibagikan dalam satu tahun anggaran in.. Adanya sertifikat 
PRONA ini saya rasa sangat menguntungkan masyrakat. Kenapa 
demikian karena kalau ada sertifikat kan orang jadi maju otomatis kalau 
usahapun ya bisa maju, kalau sertifikat digunakan sebagai jaminan 
untuk meminjam uang di bank. Otomatis sertifikat ini juga berdampak 
bagi perekonomian masyarakat peserta PRONA." 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Hendri, salah satu 

warga Desa Ajang yang mengajukan PRONA, dari basil wawancara tanggal 2 

Mei 2014 yang mengungkapkan sebagai berikut: 

"Iya saya merasa puas mas sama basil PRONA ini. Saya tidak perlu 
mengeluarkan banyak uang untuk menyertifikatkan tanah saya mas. 
Hasilnya juga sesuai mas, nama saya yang ada disertifikat juga sudah 
dibenarkan mas sesuai sama nama di KTP saya. Ya rencananya 
sertifikatnya mau saya pakai buat pinjem modal di bank mas mau saya 
buat usaha." 

Berdasarkan basil wawancara diatas terlihat bahwa sertifikat PRONA 

ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sertifikat PRONA ini juga berdampak 

pada peningkatan perekonomian masyarakat. Masyarakat menggunakan 

sertifikat sebagai jaminan pinjaman di bank untuk mengembangkan usabanya. 

Selain itu masyarakat juga merasa puas dengan basil sertifikat yang tanpa 

cacat dan sesuai dengan berkas-berkas yang mereka kumpulkan. Seiain itu 

waktu penyeraban sertifikat pun juga diserahkan pada masa satu tabun 

anggaran. 
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3.Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Sertifikat Tanah 

Melalui PRONA 

a. Faktor Pendukung 

Untuk menciptakan pelayanan yang baik dan berkualitas didukung 

oleh adanya faktor yang mendukung pelayanan tersebut. Dalam pelayanan 

sertifikat tanah melalui PRONA terdapat beberapa faktor yang mendukung 

pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA sehingga dapat 

beljalan dengan baik. Faktor-faktor yang mendukung pelayanan sertifikat 

tanah secara PRONA, yaitu: 

1 ). Faktor Internal 

a) Kemampuan Pegawai 

Kemampuan pegawat merupakan salah satu faktor 

yang menentukan keberhasilan dalam proses pelayanan PRONA 

di Kabupaten Sukamara. Pegawai yang dimiliki oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara rata-rata adalah orang yang sudah 

lama bekelja di bidang pertanahan dan tentunya ahli 

dalam bidang pertanahan sehingga mempunyai banyak pengalaman 

dalam bidang pertanahan. Selain mempunyai pengalaman dibidang 

pertanahan yang cukup banyak, pegawai Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara juga mempunyai pegawai dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Joko 

Suseno,SST, SH Kepala Bagian Pengendalian dan Pemberdayaan 
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Masyarakat, dari basil wawancara tanggal 22 Januari 2014, yang 

mengungkapkan sebagai berikut: 

"semua pegawai yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sukamara ini banyak yang lulusan dari STPN dan banyak yang 
sudah lama bekerja dipertanahan jadi sudah lumayan menguasai 
bidang pertanahan." 

Dari banyaknya pengalaman bekerja dibidang pertanahan dan 

mempunyai pegawai dengan tingkat pendidikan yang tinggi, 

menjadikan kemampuan petugas Kantor Pertanahan dalam 

memberikan pelayanan sertifikat PRONA menjadi lebih baik karena 

kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai. 

b. Sarana dan Prasarana 

Selain kemampuan yang dimiliki oleh pegawai 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara dalam memberikan 

pelayanan sertifikat PRONA, sarana dan prasarana juga 

ikut mendukung bagi keberhasilan pelaksanaan pelayanan 

tersebut. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara sudah cukup memadai 

untuk melaksanakan pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA. 

Seperti yang diungkapkan oleh Joko Suseno,SST, SH Kepala Bagian 

Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, dari basil wawancara 

tanggal22 Januari 2014, yang mengungkapkan sebagai berikut: 

"kalau sarana elektronik yang dimiliki disini ya bisa dibilang 
cukup menunjang ya mas. seperti kita punya komputer, laptop, 
tv, kamera digital, Geodetik, GPS receiver, telephone, 
Intermediate Telephone/Key Telephone, Handy Talky {HT), 
Distance Meter Electronic, Line Printer, Vertikal Blind, 
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Gordyin/Kray, GPS Receiver, Overhead Projector, Mesin 
Barcode, Facsimile, Generator Set (Lab Scale), Uninteruped 
Power Supply (UPS), alat ukur Total Slalions/alal ukur sudut 
dan jarak serta Digital Navigasi GPT. Semua teknologi itu kita 
gunakan untuk mendukung pelaksanaan PRONA 2014. 
Tujuannya agar PRONA ini dapat selesai tepat waktu." 

Dari hasil wawancara terlihat bahwa peralatan elektronik yang 

dimiliki oleh kantor pertanahan Kabupaten Sukamara cukup 

menunjang dalam proses kegiatan pertanahan di lapangan. 

c. Waktu Penyelesaian Sertifikat dalam Satu Tahun Anggaran 

PRONA merupakan proyek tahunan pemerintah yang dilakukan 

dalam satu tahun anggaran. Sehingga waktu penyelesaian sertifikat 

harus diselesaikan dalam masa satu tahun anggaran. Penyelesaian 

sertifikat dalam satu tahun anggaran menjadi pedoman bagi waktu 

pelaksanaan sertifikat tanah melalui PRONA. Seperti yang 

diungkapkan oleh Joko Suseno,SST, SH Kepala Bagian Pengendalian 

dan Pemberdayaan Masyarakat, dari hasil wawancara tanggal 21 

Januari 2014, mengungkapkan sebagai berikut: 

"PRONA itu kan satu tahun anggaran. Jadi ya mau tidak mau 
kita harus bekerja keras agar selesai dalam jangka waktu satu 
tahun anggaran. Waktu penyelesaian PRONA itu sudah 
ditetapkan dalam buku pedoman pelaksanaan teknis PRONA 
tahun 2014." 

Hal ini dipertegas oleh Darwanto selaku Kepala Desa Ajang, 

dari hasil wawancara tanggal 5 Mei 2014 yang mengungkapkan 

sebagai berikut: 

"Waktu penyelesaian sertifikat yang harus selesai dalam satu 
tahun anggaran ini jelas memotivasi petugas untuk lebih bekerja 
keras dalam menyelesaikan sertifikat dalam satu tahun anggaran 
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sesuai dengan ketetapan yang ditentukan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sukamara." 

Dengan demikian pelaksanaan kegiatan PRONA ini tentu akan 

selesai dalam satu tahun anggaran sesuai dengan ketetapan yang 

berlaku. Sehingga seluruh petugas Kantor Pertanahan harus bekerja 

keras untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pelayanan PRONA agar 

dapat selesai dalam satu tahun anggaran tersebut. 

a. Faktor Ekternal 

1. Dukungan Masyarakat 

Terkait dengan pelayanan PRONA ini masyarakat dapat 

bekerjasama dengan panitia PRONA, baik itu panitia A 

ataupun panitia dari Desa. Dukungan dari masyarakat sangat 

baik memberikan kemudahan dalam proses administrasi/ 

pengumpulan berkas-berkas data yuridis karena dari keijasama 

tersebut panitia dapat menyelesaikan deadline yang 

telah diberikan kepada Desa untuk perlengkapan berkas-

berkas. Keterangan ini peneliti dapat dari Kepala Desa Ajang 

Darwanto, dari basil wawancara pada tanggal 5 Mei 20 14 yang 

mengatakan sebagai berikut: 

"masyarakat Desa sini sangat senang dan antusias dengan 
adanya PRONA ini. Tapi ya tidak semua masyarakat dapat 
mengikuti PRONA, kita mengutamakan masyarakat yang 
kurang mampu saja mas. Antusias warga Desa yang cukup 
tinggi ini mempercepat proses pendaftaran untuk diajukan ke 
Kantor Pertanahan. karena dalam pendaftaran kita diberi batasan 
waktu, ya jadi panitia dari Desa harus kerja cepat mas." 
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Hal ini diperkuat oleb Bapak Hadi, warga Desa Ajang Kec. 

Permata Kecubung dari basil wawancara tanggal 2 Mei 2014 yang 

mengungkapkan sebagai berikut: 

"Pertarnanya saya tidak tau apa itu PRONA. Waktu penyuluban 
baru saya tau apa itu PRONA. Saya senang ada PRONA disini 
kan dapat membantu warga disini yang belum punya sertifikat 
tanah kayak saya ini mas. Sertifikat PRONA ini sangat 
membantu saya, karena saya bisa mensertifikatkan tanah saya, 
Saya tidak punya uang untuk mensertifikatkan tanah saya sendiri 
kan kalau mensertifikatkan sendiri itu biayanya sangat mahal. 
Dengan PRONA saya bisa mensertifikatkan tanah saya dengan 
biaya yang murab." 

Dari basil wawancara diatas terlibat babwa antusiasme warga 

untuk mendaftarkan tanabnya melalui sertifikat PRONA cukup tinggi. 

Selain itu masyarakat peserta PRONA juga bersedia untuk memasang 

patok tanda batas bidang tanabnya sebelum dilakukan tahap 

berikutnya yaitu pengukuran yang akan dilakukan oleb petugas 

pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukarnara. 

b.Faktor Penghambat 

1) Faktor Internal 

a) Keterbatasan Jumlah SDM Khususnya Bidang 

Pengukuran 

Pengukuran bidang tanab merupakan salah satu dari 

tahap pelayanan PRONA. Jumlab bidang tanab yang barns 

diukur setiap tahunnya mencapai ribuan bidang tanah. Untuk 

tahun 2013 saja ada 5 Desa peserta PRONA dan jumlab bidang 

yang barns diukur adalah sejumlab 400 bidang tanah. Hal ini 
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tidak seimbang bila dibandingkan dengan jumlah SDM di 

bidang pengukuran yang hanya berjumlah 3orang saja. 

Sedangkan petugas ukur disini tidak hanya mengukur bidang 

tanah dalam program PRONA saja namun juga harus 

melakukan pengukuran dalam program sertifikat tanah yang 

lainnya. Perbandingan antara jumlah petugas ukur yang 

dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara dengan 

jumlah bidang tanah yang harus diukur itu tentu menjadi 

kendala yang menyebabkan lamanya penyelesaian proses 

pengukuran pengukuran. Dan secara otomatis berdampak pula 

pada lamanya penyelesaian sertifikat tanah. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Joko Suseno,SST dari wawancara tanggal 

22 Januari 2014 yang menyatakan sebagai berikut: 

"Hambatannya salah satunya itu ya kekurangan tenaga 
pengukuran. Jadi ya antara tenaga pengukuran sama 
jumlah bidang yang mau diukur itu tidak seimbang. 
Sedangkan dalam proses pengukuran hanya bisa 
dilakukan oleh petugas pengukuran saja tidak boleh 
dilakukan oleh sembarang orang. Jumlah petugas yang 
kurang ini ya membuat lama proses pengukuran. Yang 
jelas petugas pengukuran diberikan waktu 10 hari untuk 
menyelesaikan pengukuran." 

Pada pelayanan PRONA hampir sering bidang tanah 

yang disertifikatkan adalah rumah dan kebanyakan lokasi 

bidang tanah yang disertifikatkan itu mengelompok. Seperti di 

Desa Ajang, dimana kebanyakan dari bidang tanah yang akan 

disertifikatkan posisinya mengelompok. Dengan demikian 
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dapat mengurangi beban tugas dari petugas pengukuran. Selain 

itu sebelum dilakukan pengukuran masyarakat sudah diminta 

untuk memasang tanda batas terlebih dahulu sebelum 

dilakukan pengukuran dengan mendapat persetujuan dari 

tetangga sarnpmg kanan, kiri, depan dan belakang. 

Pemasangan tanda batas ini diawasi langsung oleh kepala Desa 

dan petugas pertanahan. Setiap petugas pengukuran disini 

diberi waktu maksimal 10 hari untuk menyelesaikan 

pengukuran bidang tanah yang ada di Desa tersebut. 

b. Terbatasnya Fasilitas Akomodasi yang Tersedia 

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan 

pelayanan PRONA secara pasti akan memberikan dampak 

positif untuk kegiatan ini. Namun sarana dan prasarana yang 

tersedia belum cukup memadai, untuk kegiatan PRONA di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara mobil kantor yang 

dapat digunakan hanya satu. 

Hai ini mempengaruhi efektifitas pelayanan kegiatan 

PRONA. Untuk mensiasati hal ini terkadang petugas PRONA 

menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju Desa-Desa 

peserta PRONA. Mengingat wilayah kabupaten Sukamara 

yang luas dan medan yang ditempuh cukup jauh maka 

hendaknya penambahan sarana transportasi dapat ditambahkan 

untuk mempermudah jangkauan bagi panitia PRONA. Hal ini 
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selaras dengan yang diungkapkan oleh Joko Suseno,SST. 

selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan dari basil 

wawancara tanggal 21 Januari 2014 yang mengungkapkan 

sebagai berikut: 

"Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 
ini bisa dibilang luas. Y a kalau cuma ada I mobil kantor 
itu ya memang kurang. Karena jangkauan keljanya kan 
luas mas. Akhirnya mau tidak mau k:ita mensiasati 
menggunakan kendaraan pribadi buat keDesa-Desa nya 
itu mas. Kalau nunggu gentian pakai mobil kantor ya gak 
jalan nanti PRONA nya mas." 

Selain itu daerah jangkauan wilayah kelja Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara yang luas ini juga sangat 

mempengaruhi proses pelayanan sertifikat tanah melalui 

PRONA. Banyak Desa yang letaknya sangat jauh dari Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara, seperti Desa Ajang yang 

membutuhkan waktu tempuh sekitar 3-4 jam. Dengan 

demikian membutuhkan fasilitas untuk memudahkan akses 

menuju Desa tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Joko 

Suseno,SST selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan 

dari hasil wawancara tanggal 21 Januari 2014. Yang 

mengungkapkan sebagai berikut: 

"Seperti kalau kita ke Desa Ajang ya k:ita harus 
bermalam disana, soalnya jarak tempuhnya itu kan jauh 
apalagi kalau PP kan bisa sampek 7 jam perjalanan. Jadi 
untuk menghemat waktu ya harus nginep disana mau 
tidak mau." 
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Fasilitas akomodasi ini tentu mempengaruhi efektifitas 

waktu pelayanan PRONA, terkadang petugas harus menginap 

di Desa tersebut untuk menghemat waktu. Dari hasil 

wawancara diatas terlihat bahwa jarak yang jauh dan fasilitas 

akomodasi yang kurang juga mempengaruhi dari hasil dan 

efektifitas terhadap pelayanan sertifikat PRONA. 

c. Anggaran PRONA 

Kendala lain yang dihadapi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara adalah masalah ketelambatan pecairan 

anggaran PRONA. Seharusnya anggaran PRONA diberikan 

pada bulan pertama pelaksanaan PRONA. Namun pada 

kenyataannya pencairan anggaran tersebut mengalami 

keterlambatan dan terkadang baru ada ketika proyek sudah 

setengah berjalan. Sedangkan dalam setiap kegiatan PRONA 

membutuhkan biaya. Masalah anggaran ini disebabkan oleh 

lamanya proses pencairan anggaran dana di Kantor Pusat BPN

Rl. Hal ini menjadi kendala yang dihadapi oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara bagi pelaksanaan PRONA 

karena belum adanya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 

PRONA ketika sudah mulai dijalankan. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Joko Suseno,SST. selaku Kepala Kasi 

Pengedalian dan Pemberdayaan Masyarakat, dari hasil 
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wawanncara tanggal 21 Januari 2014, mengungkapkan sebagai 

berikut: 

"Kalau masalab anggaran itu sudab ditentukan dari pusat, 
misalkan untuk kabupaten Sukamara ada 400 bidang 
tanab terus untuk perbidangnya itu diberi anggaran dana 
sekitar Rp 300.000,00/bidang. Tapi sering anggarannya 
itu telat dikeluarkannya sedangkan setiap kegiatan 
PRONA itu membutuhkan biaya. Seperti kalau kita mau 
suiVey bidang tanab tapi anggaran belum keluar ya kita 
barus pakai dana sendiri, kalau nunggu dananya turun ya 
kelamaan mas. Biasanya dananya itu baru keluar sekitar 
bulan Maret." 

Walaupun penca1ran dana PRONA mengalami 

keterlambat, namun BPN tidak diperbolehkan untuk 

memungut biaya apapun dari masyarakat. Hal ini dipertegas 

oleb Darwanto selaku Kepala Desa Ajang, dari basil 

wawancara tanggal 5 Mei 2014, mengungkapkan sebagai 

berikut: 

"Kalau biaya PRONA itu geratis tapi ya tetep ada biaya 
untuk pembelian materai untuk pengukuran, ya kita tidak 
tega kalau tidak memberi makan, minu dan memeberi 
rokok tapi ini ya inisiatif dari kita sendiri mas. Kalau dari 
BPN sendiri tidak ada pungutan dana sama sekali, kalau 
prosesnya sudab masuk ke BPN ya sudab geratis." 

Dari basi! wawancara diatas terlibat bahwa setiap 

tahunnya anggaran PRONA sudah ditentukan dari BPN pusat 

disesuaikan dengan banyaknya bidang tanab yang terdaftar 

sebagai peserta PRONA. Seperti untuk Kabupaten Sukamara 

mendapat anggaran dana sekitar Rp. 300.000,00 untuk 

perbidangnya sedangkan jumlab bidang tanab yang terdaftar 
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sebagai peserta sebanyak 400 bidang tanah. Tidak jarang 

pc • ..1gas menggunakan dana sendiri untuk mengatasi 

keterlambatan turunnya dana dari APBN untuk PRONA 

karena untuk mengejar waktu yang terbatas dalam satu tahun 

anggaran ini dan petugas tidak akan melakukan pungutan liar 

kepada masyarakat walaupun anggaran dana PRONA masih 

belum ada ketika PRONA sudah mulai berjalan. 

2. Faktor Eksternal 

a. Lamanya Waktu pengumpulan data Yuridis 

Dalam kegiatan pelayanan sertifikat dibantu oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara di bantu oleh Kantor Desa 

untuk mengumpulkan berkas-berkas persyaratan peserta 

PRONA. Pada proses pemberkasan Kantor Desa menjadi 

fasilitator para peserta PRONA. Setelah persyaratan di 

sosialisasikan kepada masyarakat pada waktu penyuluhan 

maka tahap selanjutnya adalah pengumpulan berkas-berkas 

yang terlebih dahulu dikumpulkan di Kantor Desa. Berkas

berkas yang terkumpul tersebut belum tentu memenuhi 

keseluruhan persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Seperti 

misalnya dalam berkas salah satu warga belum menyertakan 

fotocopy KTP yang seharusnya disertakan dan kemudian 

panitia Desa meminta fotocopy KTP kepada warga yang 

bersangkutan tersebut, namun warga yang bersangkutan tidak 
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segera memberikan fotocopy KTP tersebut. Hal ini seperti 

yang diung;,.lpkan oleh Darwanto sebagai Kepala Desa Ajang, 

dari hasil wawancara tanggal 21 Februari 2014, 

mengungkapkan sebagai berikut: 

"kalau kendalanya itu ya terkadang masyarakat itu terlalu 
menggampangkan mengenai kelengkapan berkas. Seperti 
waktu itu ada warga yang tidak menyertakan fotocopy 
KTP dan saat diminta itu tidak segera diserahkan kepada 
pihak Desa.Ya jelas ini mempengaruhi, apalagi waktu 
pemberkasan itu terbatas hanya satu bulan mas." 

Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

sebenarnya sudah memberikan waktu kepada masyarakat 

untuk segera melengkapi data yang dimilik:i, namun terkadang 

waktu itu mundur karena adanya kelengkapan data yang 

kurang, tapi mundurnya ini tidak mempengaruhi waktu 

penyelesaian PRONA secara keseluruhan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara. Hal ini selaras dengan yang 

diungkapkan oleh Joko Suseno,SST, SH. selaku Kasi Survey, 

Pengukuran dan Pemetaan, dari hasil wawancara tanggal 21 

Januari 2014, mengungkapkan sebagai berikut: 

"Masalah PRONA yang sering teijadi di Desa itu ya soal 
waktu melengkapi berkas-berkas data yuridis. Warga 
Desa terkadang menyerahkan berkas tersebut masih ada 
yang kurang. Dan saat dimintai berkas yang kurang 
warga tidak langsung menyerahkannya. Ya jadi ini 
mempengaruhi lamanya waktu pengumpulan yuridis, hal 
ini juga bisa berdampak pada yang lainnya mas. Tapi 
untuk waktu penyelesaian tetap harus selesai dalam satu 
anggaran ini mas." 
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Berdasarkan dari basil wawancara diatas lamanya waktu 

pengumpulan data yu. ;jis disebabkan oleh masyarakat bel urn 

melengkapi keseluruhan persyaratan yang diminta oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara. Jelas lamanya waktu 

pengumpulan data yuridis ini menjadi kendala dalam proses 

pengumpulan berkas dan mempengaruhi efektivitas 

pengumpulan berkas/persyaratan. 

1. Proses Pelayanan Sertifikat Tanah Melalui PRONA 

Proses pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA sudah diatur oleh 

prosedur teknis pelaksanaan PRONA tahun 2014 yang disusun oleh BPN

RI. Menurut Kurniawan (2005:6) Pelayanan publik adalah pemberi layanan 

(melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara 

yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan proses pelayanan PRONA di 

Kabupaten Sukamara, prosedur teknis pelaksanaan PRONA tahun 2014 ini 

digunakan sebagai pedoman dalam proses pelayanan sertifikat tanah melalui 

PRONA. Sedangkan tahap-tahap proses pelaksanaan diiapangan sendiri 

terbagi menjadi 3tahapan kegiatan proses pelayanan sertifikat tanah melalui 

PRONA yang telah dijadwalkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukamara. Tujuan diberikan jadwal pada tiap-tiap tahap peiaksanaan ini 

adaiah agar pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara dapat 

memberikan pelayanan yang berkualitas dalam pelayanan PRONA di 

16/42097.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



165 

Kabupaten Sukamara dan agar pelaksanaan PRONA di lapangan dapat 

berjalan sesuai dengan prosedur dan dapat oJlesai tepat pada waktu yang 

telah ditentukan dalam satu tahun anggaran pelaksanaan PRONA di 

Kabupaten Sukamara. Hal ini sejalan dengan Berdasarkan Peraturan 

Menteri Negara Agraria I Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 46 

sampai dengan Pasal 72 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku juga dalam 

tahap-tahap Pelaksanaan PRONA, pelaksanaan kegiatan PRONA ini diawali 

dengan Penetapan Lokasi, dimana penetapan lokasi kegiatan PRONA ini 

berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah (Kanwil). Setelah itu 

dibentuk panitia PRONA dan Satuan Tugas yang nantinya akan bertugas 

mengumpulkan data yuridis di Desa. Namun untuk pelaksanaan PRON di 

Kabupaten Sukamara sebelum menetapkan lokasi kegiatan terlebih dahulu 

dibentuk Satgas PRONA dan Pengadaan formulir PRONA setelah itu 

barulah Penetapan Lokasi Desa yang akan ikut serta dalam PRONA oleh 

Kanwil berdasarkan usulan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. 

Setelah tahapan tersebut dilakukan Penyuluhan kepada masyarakat di 

Desa peserta PRONA dengan menjelaskan apa saja syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh masyarakat. Penyuluhan ini sebagaimana dimaksud bertujuan 

memberitahukan kepada pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang 

berkepentingan bahwa diDesa/kelurahan tersebut akan diselenggarakan 

pendaftaran tanah melalui PRONA selain itu dalam penyuluhan tersebut 

juga dijelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta 

PRONA dan prosedur pelaksanaan PRONA. Dengan adanya penyuluhan ini 
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diharapkan masyarakat Desa dapat memaharni tentang kegiatan PRONA, 

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta p;:~NA dan prosedur 

pelaksanaan PRONA. 

Setelah seluruh persyaratan dan prosedur pelaksanaan PRONA 

dijelaskan pada tahap penyuluhan, tahap selanjutnya adalah pengumpulan 

dan penelitian data yuridis oleh Satgas PRONA dan dibantu oleh Kepala 

Desa. Pengumpulan dan penelitian data yuridis ini dirungsikan untuk 

keperiuan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat 

bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis 

maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi atau keterangan yang 

bersangkutan, yang ditunjuk oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya 

atau pihak lain yang berkepentingan kepada panitia pengumpulan data 

yuridis atau yang biasa disebut dengan panitia ajudikasi. Banyaknya 

persyaratan yang harus dipenuhi ini sehingga membutuhkan waktu yang 

lama untuk melengkapi seluruh persyaratan iersebut. Sehingga proses 

pengumpulan data yuridis ini membutuhkan waktu yang lama dimana dalam 

pelaksanaannya membutuhkan waktu selama 3 bulan. Dengan jangka waktu 

pelaksanaan yang cukup lama ini masyarakat peserta PRONA dapat 

menyiapkan dan mengumpulkan semua data persyaratan yang harus 

dipenuhi. 

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pengukuran data yuridis adalah 

pengukuran bidang tanah. Pengukuran bidang tanah dilakukan setelah 

seluruh patok tanda batas bidang tanah yang telah disetujui oleh tetangga 
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kanan, kiri, depan dan belakang terpasang barulab setelab itu dilakukan 

pengukuran oleb petugas ukur dari Kantor Pertanaban Kabupate .. .:;ukamara. 

Setelab didapat data basil pengukuran selanjutnya adalab tahap pengolaban 

data basil pengukuran tersebut. Tabap selanjutnya adalab pembuatan peta 

bidang tanah yang akan disertifikasikan yang dilakukan oleb Kasi survey, 

pengukuran dan pemetaan Kantor Pertanaban Kabupaten Sukamara. Apabila 

peta pendaftaran tanah secara keseluruban dari selurub bidang tanah telab 

selesai maka akan diiakukan survey atau pencocokkan dengan pemberkasan 

sebelumnya dan setelab itu dilakukan pengesahan oleb Panitia A. Panitia A 

disini terdiri dari 4 orang pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

dan 1 Kepala Desa. 

Pengesahan dan pengumuman yang dilakukan oleb Panitia A. 

Pengumuman bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi yang 

berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis 

apabila terjadi kesalaban dalam penulisan luas bidang tanab dana nama 

kepemilikan akan tanab yang didaftarkan tersebut. Apabila peserta tidak 

mengajukan keberatan maka dianggap babwa basil data fisik dan data 

yuridis dari bidang tanab yang didaftarkan tidak mengalami masalab 

sehingga akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya adalab pengesahan (DI 

202) oleb Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Dan kemudian 

penetapan SK tentang nama-nama peserta PRONA dalam Surat Keputusan 

yang ditandatangani oleb Kepala Kantor BPN Kabupaten Sukamara. Setelab 

itu pembuatan buku tanab oleb Kasi Hak Tanab dan Pendaftaran Tanab 
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Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara dan proses terakhir adalah 

penyerahan sertifikat tanah. Dalam pembagian sertifikat tanah ini aka .. 

disaksikan oleh Kepala Desa setempat. Proses pelayanan sertifikat tanah 

melalui PRONA tersebut telah dijadwalkan setiap kegiatannya oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara. Adanya jadwal setiap pelaksanaan 

kegiatan PRONA ini bertujuan agar dalam semua tahap proses pelayanan 

PRONA dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam 

pelayanan yang berkualitas ditentukan adanya ketepatan waktu dalam 

pelaksanaan sampai dengan penyelesaian. Dengan adanya jadwal waktu 

pelaksanaan pelayanan di tiap-tiap tahapan proses pelayanan PRONA 

diharapkan juga penyelesaian sertifikat tanah melalui PRONA dapat selesai 

tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu masyarakat 

juga mendapatkan kepastian waktu penyerahan sertifikat tanah karena 

adanya ketentuan waktu penyelesaian dan penyerahan sertifikat yang dibuat 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. 

2. Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Melalui PRONA 

Kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat 

penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila seluruh 

persyaratan tersebut terpenuhi berarti dapat dikatakan kualitas dari hal yang 

dimaksud dapat dikatakan baik dan sebaliknya jika persyaratan tidak 

terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. Dalam kegiatan pelayanan yang 

perlu diperhatikan adalah sebuah kualitas atau mutu pelayanan. Kualitas 

pelayanan publik menurut Pasuraman (2002:46) adalah sampai seberapa jauh 
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perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas pelayanan yang 

mereka terima. Dengan kata lain kualitas pelayanan publik dapat diartikan 

sebagai ukuran yang digunakan untuk memberikan penilaian baik atau 

tidaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk menilai 

bagaimana pelayanan publik yang diberikan berkualitas atau tidak maka ada 

beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik sesuai 

dengan Keputusan Men.PAN No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata 

Laksana Pelayanan Publik. Adapun unsur-unsur untuk mengukur berkualitas 

tidaknya suatu pelayanan adalah sebagai berikut: 

a. Kesederhanaan 

Kesederhanaan menurut Kep.Men. PAN No. 81 Tahun 1993 

berkaitan dengan Prosedur atau tata cara pelaksanaannya diselenggarakan 

secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit dan mudah difaharni serta 

mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima pelayanan. Dalam 

tata cara atau prosedur pelaksanaan PRONA di Kabupaten Sukamara 

khususnya di Desa Ajang telah dilaksanakan dengan mudah, lancar, tidak 

berbelit-belit dan mudah dipahami serta masyarakat dapat dengan mudah 

melaksanakannya. Pelaksanaan pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA 

di Kabupaten Sukamara sudah mengacu pada buku petunjuk teknis 

pelaksanaan PRONA Dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan PRONA 

ada 10 tahapan inti yang terbagi menjadi 3tahap pelaksanaan dilapangan 

yang sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 
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24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sederhana merupakan salah 

satu asas dalam pendaftaran tanah. Asas sederhana dalam pendaftaran 

tanah disini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun 

prosedumya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah dalam hal ini 

adalah para peserta PRONA Berkaitan dengan kualitas pelayanan tentu 

saja masyarakat pengguna jasa organisasi pemerintah dalam hal ini adalah 

jasa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara untuk proses 

pensertifikatan tanah PRONA seialu ingin mendapatkan pelayanan yang 

baik dan memuaskan. Menurut Moenir (1995: 41) salah satu kriteria 

pelayanan yang didamasan oleh masyarakat adalah Adanya kemudahan 

dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti 

tanpa hambatan yang kadang kala dibuat buat. Dalam pelaksanaan 

kegiatan Pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara, peserta PRONA di 

Desa Ajang telah dimudahkan dalam peiaksanaannya. Selain itu dari pihak 

pemberi jasa layanan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

sendiri tidak mempersulit masyarakat peserta PRONA pada proses 

peiaksanaannya, karena keseluruhan tahap pelaksanaan telah dijadwaikan 

dalam 3tahap kegiatan proses pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara. 

Unsur Kesederhanaan pelaksanaan Kegiatan Pelayanan PRONA di 

Kabupaten Sukamara juga terlihat pada keseluruhan prosedur pelaksanaan 

kegiatan PRONA yang cukup mudah dan tidak berbelit-belit, karena 
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masyarakat cukup dimudahkan dengan hanya mengumpu1kan berkas

berkas persyaratan kepada panitia Desa (kantor Desa) yang me1iputi: 

a. KIP yang berlaku/surat keterangan domisili 

b. Surat jua1 be1i, surat waris, akta jua1 be1i, akta tukar menukar, 

vanes akta/surat hibah dan 1ainnya (sa1ah satunya harus ada) 

c. Surat pernyataan fisik bidang tanah 

d. Surat pernyataan kepemilikan jumlah bidang tanah/luas bidang 

tanah 

Setelah itu masyarakat peserta PRONA diminta untuk membuat patok 

tanda batas bidang tanah yang sudah disetujui oleh tetangga kanan, kiri, 

depan dan be1akang. Pemasangan patok tanda batas bidang tanah 

dilaksanakan sebelum dilakukan proses pengukuran bidang tanah yang 

dilakukan oleh petugas pertanahan. Masyarakat peserta PRONA hanya 

diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas persyaratan dan memasang 

patok tanda batas bidang tanah saja, tahap selanjutnya hampir sepenuhnya 

dilaksanakan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Tentu 

saja hal ini sangat mempermudah masyarakat yang terdaftar sebagai 

peserta PRONA. Dengan demik:ian penjelasan tersebut sejalan dengan 

prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yaitu kesederhanaan. 

b. Kejelasan dan Kepastian 

Menurut Kep. Men. PAN No. 81 tahun 1993 Kejelasan dan kepastian 

disini berkaitan dengan tata cara, persyaratan teknis administratif, rincian 

biaya dan waktu pembayaran, waktu penyelesaian, hak dan kewajiban 
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serta pejabat yang menenma keluhan. Hal ini sesuai dengan yang 

tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(PAN) No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik harus diberikan 

berdasarkan standar tertentu. Adapun standard pelayanan publik yang telah 

ditentukan salah satunya adalah mengenai waktu penyelesaian dan biaya 

pelayanan. Harus ditetapkan standard waktu penyelesaian pelayanan yang 

ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian 

pelayanan termasuk pengaduan. Selain itu harus ditetapkan standard 

biayaltariff pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan. Hal ini bertujuan memberikan kejelasan mengenai 

biaya dan kepastian dalam waktu penyelesaian kegiatan pelayanan 

PRONA di Kabupaten Sukamara. 

Dilihat dari segi kejelasan dan kepastian pelayanan pada sertifikat 

tanah melalui PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

memang terdapat kepastian baik dari segi biaya, waktu penyelesaian dan 

persyaratan.Waktu penyelesaian PRONA sudah ditentukan harus selesai 

dalam satu tahun anggaran kegiatan PRONA. Untuk penyerahan sertifikat 

PRONA di Kabupaten Sukamara sendiri akan dilaksanakan mulai minggu 

ketiga bulan September - Desember tahun 2014. Sedangkan untuk biaya 

PRONA ditanggung oleh APBN, namun untuk biaya kelengkapan berkas

berkas ditanggung oleh masyarakat sendiri seperti pembelian materai, 

fotocopy dan pemasangan patok tanda batas. Persyaratan yang harus 
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di1engkapi dan dikumpu1kan o1eh masyrakat peserta PRONA te1ah 

dijelaskan pada saat penyuluhan yang diberikan oleh petugas dari kantor 

pertanahan. Materi yang diberikan dalam proses penyuluhan yang 

diberikan oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

meliputi persyaratan pemberkasan sampai dengan waktu penyelesaian dan 

penyerahan sertifikat. Penje1asan tersebut sejalan dengan prinsip 

penyelenggaraan pelayanan publik yaitu Kejelasan dan Kepastian. 

c. Keamanan 

Keamanan dalam Kep.Men.PAN No. 81 Tahun 1993 ini menyangkut 

Proses dan basil layanan yang diberikan harus mengandung unsur 

kearnanan dan kenyamanan serta kepastian hukum. Dalam pe1aksanaan 

kegiatan PRONA ini memiliki dasar hukum yang je1as yaitu UU No. 5 

Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA), 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah, 

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badang Pertanahan 

Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria I Kepa1a Badan Pertanahan 

Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Peraturan 

Menteri Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 

1999 tentang Pelimpahan Hak Atas Tanah Negara. Dengan demikian 

pelaksanaan sertifikat PRONA dijamin oleh hukum sehingga memberikan 

rasa aman pada masyarakat. Dilihat dari segi keamanan kegiatan 

pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara sudah jelas memberikan rasa 

aman kepada masyarakat karena pelayanan PRONA telah memiliki dasar 
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hukum yang jelas. Selain itu produk akhir dari pelayanan PRONA adalah 

berupa sertifikat tanah yang dapat memberikan kepastian hukum atas 

kepemilikan tanah. Hal ini sejalan dengan tujuan PRONA yang tercantum 

dalam petunjuk teknis pelaksanaan PRONA (BPN-Rl2014) yaitu 

memberikan kepastian hukum pada pemegang hak atas tanah dan 

membiasakan masyarakat pemegang hak atas tanah untuk memiliki alat 

bukti yang otentik atas haknya tersebut. Menurut Hermit (2004 : 29) 

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan 

penegasan dari Negara terhadap penguasaan tanah secara perseorangan 

atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis di dalamnya dan 

sekaligus menjelaskan lokasi, gambar, ukuran dan batas-batas tanah 

tersebut. Dengan demikian hasil pelayanan PRONA yang berupa sertifikat 

tanah ini dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada 

masyarakat yang mensertifikatkan tanahnya. 

Hal di atas sesuai dengan salah satu fungsi dari sertifikat tanah 

menurut Sutedi (2012 : 57) adalah sertifikat tanah berfungsi sebagai alat 

pembuktian yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat 2 

huruf C UUP A. Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan 

dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah. Apabila telah jelas 

namanya tercantum dalam sertifikat itu. Semua keterangan yang tercantum 

dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima 

sebagai Keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat 

membuktikan sebaliknya. Berdasarkan fungsi sertifikat diatas maka 
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dengan memi1iki sertifikat kepemi1ikan tanah maka dapat menjamin akan 

keamanan kepemilikan tanahnya secara hukum. Dengan demikian dapat 

disimpulkan dengan adanya pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara 

ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat ekonomi rendah yang 

ingin mensertifikatkan tanahnya secara murah. Selain itu produk dari 

pelayanan PRONA adalah berupa sertifikat tanah dapat memberikan 

kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat. Penjelasan tersebut 

sejalan dengan salah satu prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yaitu 

kearnanan. 

d. Keterbukaan 

Berdasarkan Kep. Men. PAN No. 81 Tahun 1993 Keterbukaan yang 

dimaksud disini berkaitan dengan prosedur, tata cara, waktu penyelesaian 

dan rincian biaya harus sudah diinformasikan secara terbuka agar mudah 

untuk diketahui oleh masyarakat. Prinsip keterbukaan pelayanan 

memberikan petunjuk untuk menginformasikan secara terbuka segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada 

masyarakat. Keterbukaan terlihat pada tahap awal pelaksanaan PRONA di 

Kabupaten Sukamara yaitu petugas dari kantor pertanahan memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat Desa yang ditunjuk sebagai Desa peserta 

PRONA. Materi yang diberikan dalam penyuluhan adalah mengenai 

PRONA, tujuan PRONA, biaya, persyaratan pemohon yang harus 

dilengkapi, subyek kegiatan PRONA dan hak kewajiban peserta PRONA. 

Dengan demikian masyarakat akan benar-benar memahami mengenai 
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materi yang disampaikan pada saat penyu1uban karena se1urub informasi 

Y""s berkaitan dengan PRONA sudab disampaikan pada saat penyu1uban. 

Se1ain itu pada tahap penyu1uban ini juga dibuka sesi tanya jawab apabi1a 

peserta penyu1uban belum pabam dapat langsung bertanya kepada petugas 

Kantor Pertanaban Kabupaten Sukamara. Menurut Kep. Men. PAN 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik salab satu asas pelayanan publik adalab transparansi 

dimana penyelenggara pelayanan publik bersifat terbuka, mudab 

dimengerti dan diterima oleb semua pibak yang membutuhkan. Asas 

transparasi dalam pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara terlibat pada 

saat tahap penyuluban yang diberikan oleb petugas Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara. 

Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanab dilaksanakan berdasarkan asas-asas salab 

satunya adalab Terbuka. Asas terbuka dimaksudkan babwa masyarakat 

dapat memperoleb ketenangan mengenai data yang benar setiap saat. 

Keterbukaan pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara juga terlibat pada 

saat pengumuman basil data yurisdis dan data fisik tanab. Apabila pada 

saat pengumuman terdapat kesalahan penulisan nama atau luas bidang 

tanah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan 

pada saat pengumuman. Maka petugas pertanahan akan segera membenabi 

kesalaban-kesalahan tersebut. Berdasarkan basil wawancara dengan bapak 

Hendri pada tanggal 5 Mei 2014, beliau berpendapat babwa pada saat 
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tahap pengumuman ia mengajukan keberatan karena teijadi kesalahan 

penulisan ]Jada namanya dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukamara segera memperbaiki kesalahan penulisan tersebut. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur keterbukaan dalam 

proses pelayanan kegiatan PRONA. 

e. Efisiensi 

Berdasarkan Kep. Men.PAN. No. 8i Tahun 1993 Efisiensi yang 

dimaksud disini berhubungan dengan persyaratan yang diperlukan terbatas 

pada hal-hal yang langsung berkaitan dengan hasil layanan. Dalam 

kegiatan PRONA Kabupaten Sukamara ini keseluruhan persyaratan yang 

harus dikumpulkan oleh masyarakat peserta PRONA hanya berkaitan 

dengan sertifikat tanah saja. Hal ini sejalan dengan salah satu pengertian 

kualitas pelayanan menurut Tjiptono (2004:67) yaitu kesesuaian dengan 

persyaratan. Dimana keseluruhan persyaratan yang diminta berkaitan 

dengan surat-surat yang dibutuhkan untuk pendaftaran tanah. Persyaratan 

yang dikumpulkan tersebut berhubungan dengan bukti-bukti kepemilikan 

tanah, yaitu: 

f KTP yang berlaku/surat keterangan domisili 

g. Surat jual beli, surat waris, akta jual beli, akta tukar 

menukar, vanes aktalsurat hibah dan lainnya (salah satunya 

harus ada) 

h. surat pemyataan fisik bidang tanah 
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1. Surat pernyataan kepemilikan jumlah bidang tanah I luas 

bidang tanah. 

Bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut menjadi acuan dalam 

pengisian data yuridis dan data fisik tanah yang nantinya akan 

dicantumkan dalam sertifikat tanah. Oleh sebab itu data-data yang 

dikumpulkan harus benar. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan ada 

beberapa dari warga peserta PRONA di Kabupaten Sukamara yang tidak 

melengkapi keseluruhan berkas persyaratan yang harus dikumpulkan. 

Kurang lengkapnya persyaratan yang harus dikumpulkan oleh 

masyarakat ini disebabkan oleh ada beberapa masyarakat yang tidak 

paham mengenai beberapa berkas-berkas persyaratan yang harus 

dikumpulkan tersebut ini dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat 

Desa dan mayoritas masyarakat peserta dari kegiatan PRONA di 

Kabupaten Sukamara ini adalah masyarakat miskin sehingga pemahaman 

terhadap berkas-berkas persyaratan itu terhitung kurang. Dengan demikian 

mempengaruhi proses pengumpulan persyaratan yang harus dilengkapi. 

Apabila dalam pengumpulan data-data yang berkaitan kepemilikan tanah 

tersebut ada beberapa berkas yang belum dimiliki maka akan difasilitasi 

oleh kantor Desa untuk membantu membuatkan berkas-berkas yang 

kurang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu, karena waktu 

pengumpulan data yuridis yang terbatas. Namun untuk keseluruhan 

persyaratan yang diberikan oleh Kantor Pertanaban Kabupaten Sukamara 

sudah sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat 
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setingkat tanah me1a1ui PRONA me1iputi se1uruh bukti-bukti kepemi1ikan 

tanah yang dimi1iki o1eh seluru.. peserta PRON A. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara 

mengandung unsur efisien dalam persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan 

untuk proses pendaftaran tanah. 

f.Ekonomis 

Berdasarkan Kep. Men. PAN No. 8i Tahun 1993 Ekonomis yang 

dimaksud adalah biaya tidak membebani atau memberatkan masyarakat. 

Pembiayaan dalam sertifikat PRONA ditanggung oleh APBN. Sudah jelas 

tidak akan memberatkan masyarakat peserta PRONA. Hai ini sejalan 

dengan salah satu asas Pendaftaran Tanah pada Pasal 2 Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu 

teljangkau, dimana keteljangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, 

khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan 

ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan 

pendaftaran tanah harus bisa dijangkau oleh para pihak yang memerlukan. 

Pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara ini tentu sangat teljangkau 

bagi masyarakat ekonomi lemah/miskin karena keseluruhan biaya PRONA 

gratis mulai dari tahap pendaftaran sampai tahap akhir penyerahan 

sertifikat. Masyarakat hanya dibebani biaya untuk melengkapi persyaratan 

seperti untuk pembelian materai, fotocopy dan pemasangan patok tanda 

batas bidang tanah. Jumlah seluruh biaya tersebut telah disepakati oleh 

kelompok-kelompok peserta PRONA 
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Dengan adanya pelayanan yang ekonomis dan teljangkau ini dapat 

dijadikan suatu penilaian dalam men~;..ikur kualitas suatu pelayanan. 

Menurut Sugiarto (1999:36) kualitas pelayanan adalah suatu tindakan 

seseorang terhadap orang lain melalui penyajian produk atau jasa sesuai 

dengan ukuran yang berlaku pada produk atau jasa tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan orang yang dilayani. Dalam 

hal ini penerima layanan PRONA di Kabupaten Sukamara hampir 

seluruhnya masyarakat ekonomi rendah yang belum tentu mampu 

mensertifikatkan tanahnya secara mandiri dengan biaya yang tinggi. 

Dengan adanya Pelayanan Pendaftaran Tanah Massa! melalui PRONA ini 

dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat ekonomi rendah untuk 

mensertifikatkan dengan biaya yang murah dan tentu teljangkau. 

Mengingat keseluruhan biaya pendaftaran tanah mendapatkan subsidi dari 

APBN. Hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 594 Tahun i982 tanggal 26 November tentang Biaya PRONA yaitu 

Untuk golongan ekonomi lemah, biaya operasionalnya diberi subsidi 

dengan anggaran Pemerintah Pusat melalui APBN dan melalui Pemerintah 

Daerah melalui waktu yang telah ditetapkan. Tentu saja hal ini tidak 

membebani para peserta PRONA 

Namun dalam kenyataan dilapangan ada beberapa masyarakat Desa 

yang belum memahami makna gratis dari biaya PRONA. Ada beberapa 

masyarakat yang beranggapan bahwa mereka tidak akan mengeluarkan 

biaya sedikit pun. Akan tetapi biaya PRONA tersebut tidak akan 
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membebani masyarakat, justru masyarakat akan merasa terbantu dengan 

adanya PRONA ini. Karena biaya PRONA mendapatkan subsidi dari 

APBN. Dengan demikian dari penje1asan diatas dapat disimpulkan bahwa 

dalam penyelenggaraan pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara ini 

terdapat unsur ekonomis karena biaya tidak membebani masyarakat dan 

dapat dijangkau oleh masyarakat peserta PRONA yang ada di Kabupaten 

Sukamara. 

g. Keadilan 

Berdasarkan Kep. Men.PAN No. 81 Tahun 1993 Keadilan 

berkaitan dengan Pelayanan hams diusahakan seluas mungkin dan 

menjangkau semua Japisan masyarakat. Sasaran utama dari kegiatan 

PRONA ini adalah masyarakat ekonomi lemah yaitu masyarakat kurang 

mampu atau miskin, dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin 

agar dapat mensertifikatkan tanahnya dengan biaya yang murah. Pelayanan 

PRONA 1m diutamakan memang untuk masyarakat ekonomi 

lemahlmiskin. Hal 1m sejalan dengan Kep.Men.PAN No. 

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik disebutkan asas-asas pelayanan publik salah satunya 

adalah asas Tidak diskriminatif yaitu penyelenggaraan pelayanan publik 

tidak membeda-bedakan pemakai jasa Jayanan, tidak ada unsur paksaan 

maupun tekanan. Namun, dalam pelaksanaan PRONA di Kabupaten 

Sukamara Jebih diutamakan untuk masyarakat ekonomi lemah/miskin 

sesuai dengan sasaran dari kegiatan pelayanan PRONA. Berdasarkan Buku 
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Pedoman Teknis Pelaksanaan PRONA tahun 2014 (BPN-RI 2014: 7) 

Peserta (subyek) Kegiatan PRONA adalah orang (individu1 atau badan 

hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah. Peserta Kegiatan PRONA 

perorangan (individu) diutamakan pemilik tanah dari masyarakat golongan 

ekonomi lemah sampai menengah. Kriteria golongan ekonomi lemah 

sampai menengah dengan pendekatan seseorang (subyek hak) dalam 

pemenuhan kebutuhan hidup minimum dan penghasilan. Pada pelaksanaan 

pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara khususnya Desa Ajang lebih 

kepada peserta perseorangan yang tergolong dalam masyarakat ekonomi 

lemah dengan kriteria pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap per bulan 

sama atau di bawah Standard Kelayakan Hidup Minimum dari Biro Pusat 

Statistik (pengeluaran per kapha per bulan) masing-masing Kabupaten 

an tara lain petani, pedagang, petemak, pengraj in, pelukis j alanan dan 

buruh musiman. 

Namun ada beberapa masyarakat ekonomi menengah yang juga 

ikut dalam kegiatan PRONA ini karena lokasi bidang tanahnya berada di 

tengah-tengah masyarakat yang tidak mampu. Hal ini termasuk dalam 

Pendaftaran Tanah secara sistematis. Pendaftaran Tanah secara sistematis 

adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan 

secara serentak meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum di 

daftar dalam wilayah atau bagian suatu Desa/kelurahan. Pendaftaran tanah 

sistematik diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan atas 

suatu rencana jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-
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wi1ayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepa1a BPN. 

Meskipun demikian pelaksanaan kegiatan PRONA tetap mengutama._an 

masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah karena sesuai dengan tujuan 

PRONA itu sendiri. Akan tetapi tidak ada yang membedakan antara 

pelayanan yang diterima oleh masyarakat ekonomi lemah dan menengah. 

Hal ini sejalan dengan salah satu bentuk pelayanan yang didamasan oleh 

masyarakat menurut Moenir (1995:41) yaitu Mendapatkan perlakuan yang 

sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tidak 

pandang bulu. Dengan demikian tidak akan terjadi diskriminatif antara 

masyarakat ekonomi lemah dan ekonomi menengah dalam menerima 

pelayanan PRONA yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukamara. Walaupun pada kenyataannya tetap lebih mengutamakan 

masyarakat ekonomi lemah/'miskin untuk mengikuti kegiatan PRONA. 

Jika dilihat dari aspek keadilan dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

sertifikat PRONA sudah sesuai dengan sasarannya, yaitu mengutamakan 

masyarakat kurang mampu sesuai dengan tujuan PRONA 

h. Bennutu 

Berdasarkan Kep. Men.PAN No. 81 Tahun 1993 Pelayanan 

bermutu dapat dilihat dari ketepatan waktu penyelesaian dari kegiatan 

pelayanan tersebut dengan kualitas tanpa adanya cacat. Penyelesaian 

sertifikat tanah secara PRONA sudah ditentukan jadwal penyelesaiannya 

dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan PRONA di Kabupaten Sukamara 

ini dapat selesai tepat waktu dalam masa satu tahun anggaran kegiatan 

16/42097.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



184 

PRONA. Penyerahan sertifikat tanah akan diberikan pada waktu yang 

telah ditentukan dan dalam satu tahun anggaran kegiatan PRONA. Selain 

itu sertifikat PRONA juga bisa dikatakan bermutu karena tidak ada 

kesalahan atau cacat penulisan dalam sertifikat. Karena sebelumnya 

masyarakat telah diberi kesempatan oleh petugas untuk mengajukan 

keberatan pada tahap pengumuman data yuridis apabiia teljadi kesalahan 

penulisan nama atau kesalahan penulisan luas bidang tanah. Hal ini sejalan 

dengan salah satu dari lima dimensi kualitas pelayanan menurut 

Fitzsimmons dalam Sedarmayanti (2004:90) yaitu dimensi Responsiviness 

merupakan kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen atau 

penerima jasa layanan dan memberikan pelayanan yang cepat. Dengan 

demikian apabila teljadi kesalahan pada penulisan nama dan luas bidang 

tanah pada tahap pengumuman data yuridis akan segera dengan cepat 

diperbaiki oleh petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. 

Menurut Lukman dalam Herbani (2007: 134) menyatakan bahwa 

salah satu ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas 

(prima) sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan yang dilayani. 

Masyarakat peserta PRONA Kabupaten Sukamara khususnya di Desa 

Ajang sudah merasa puas akan hasil sertifikat yang diterimanya karena 

tidak ada kesalahan dalam penulisan nama dan luas bidang tanah. Selain 

itu waktu penyerahan sertifikat juga diberikan tepat pada waktu yang telah 

ditentukan. Kegiatan pelayanan sertifikat PRONA ini juga berdampak ke 

perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 
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Desa Ajang yang mengatakan bahwa mereka dapat memanfaatkan 

sertifikatnya untuk dijadikan jaminan pinjaman modal di bank. Sehingga 

pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA ini sangat membantu 

masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya dan memberikan kepuasan 

terhadap basil dari layanan PRONA ini. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan PRONA di 

Kabupaten Sukamara dapat dikatakan bermutu. Bila dilihat dari aspek 

bermutu dapat disimpulkan bahwa pelayanan sertifikat PRONA oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara dapat dikatakan bermutu karena 

sertifikat yang dibagian sudah sesuai berkas-berkas masyarakat dan 

dengan adanya sertifikat PRONA ini juga memberikan manfaat bagi 

masyarakat peserta PRONA. 

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelayanan PRONA 

1. Faktor Pendukung 

a. Faktor Internal 

1). Kemampuan Pegawai 

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standard 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

penerima pelayanan. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara (PAN) No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik 

harus diberikan berdasarkan standard tertentu. Standard pelayanan 

merupakan spesifikasi teknis pelayanan yang dibakukan sebagai pedoman 
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dalam melakukan pelayanan publik. Dalam standard pelayanan publik 

kemampuan pegawai juga menjadi salah satu unsur standard pelayanan 

publik. Perlu ditetapkan standard kompetensi petugas pemberi pelayanan 

berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku 

yang dibutuhkan. 

Kemampuan pegawai yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara dari data yang diperoleh terlihat bahwa ada beberapa 

pegawai yang memiliki keahlian dibidang pertanahan. Dengan 

kemampuan pegawai yang memadai untuk tugas yang dibebankan 

kepadanya maka dapat memenuhi standard yang telah ditetapkan oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Sehingga dapat memberikan 

suatu pelayanan yang berkualitas pada peserta PRONA di Kabupaten 

Sukamara. Keahlian yang dimiliki oleh Pegawai Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara tentu dapat mendukung dalam proses penyelesaian 

tugas-tugas pertanahan seperti contohnya pada tahap pengukuran luas 

bidang tanah yang terdaftar sebagai peserta PRONA di Kabupaten 

Sukamara hanya boleh dilakukan oleh petugas ukur dari Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara yang biasanya berasal dari Kasi Survei, 

Pengukuran dan Pemetaan. 

Selain memiliki keahlian dibidang pertanahan, pegawa1 yang 

dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara juga sudah 

berpengalaman bekerja di bidang pertanahan. Selain itu di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara juga memiliki pegawai dengan tingkat 
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pendidikan yang tinggi. Tingkat pendidikan yang tinggi jelas sangat 

mendukung dalam pelaksanaan tugas yang Berkaitan dengan urusan 

pertanahan. Seluruh kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara ini merupakan penunjang dalam 

memberikan pelayanan dibidang pertanahan khususnya PRONA. 

a) Sarana dan Prasarana 

Untuk memberikan pelayanan yang baik maka sarana dan prasarana 

bertindak sebagai faktor penunjang dalam melaksanakan tugas para 

petugas. Dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat 

membantu petugas untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, kepada 

masyarakat. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, dapat dikatakan 

sarana dan prasarana penunjang pelayanan sertifikat tanah PRONA yang 

dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara sudah dapat 

dikatakan cukup memadai dan berguna bagi petugas dalam memberikan 

pelayanan. Hal ini sejalan dengan salah satu standard pelayanan yang 

ditetapkan berdasarkan Kep. Men. PAN No. 63 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu Sarana dan Prasarana dimana 

harus ditetapkan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Dari sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memenuhi standard 

pelayanan, yaitu tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan 

yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara sudah mengikuti perkembangan 
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teknologi di era modern saat ini. Kemajuan teknologi pada era moderen 

saat ini sangat membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara dalam 

melaksanakan tugasnya agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan 

tugasnya, oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya peralatan elektronik 

guna menunjang pekerjaannya. Sarana alat elektronik yang dimiliki oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara saat ini adalah yang mana 

keseluruhan alat elektronik tersebut sangat mendukung pegawai Kantor 

Pertanahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberikan 

pelayanan khususnya pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA (sumber: 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara). Dengan demikian sangat 

membantu petugas dalam melaksanakan tugasnya dengan Iebih efektif dan 

efisien. 

b) Waktu Penyelesaian Sertifikat 

Berdasarkan Keputusan Men. PAN no. 63/KEP/M.PAN/7!2003 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik maka salah 

satu yang merupakan prinsip pelayanan publik adalah kepastian waktu 

dimana pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. Selain ito juga harus ditentukan standard dalam waktu 

penyelesaian pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA ini. Standard 

waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan sejak saat permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Hal ini 

sejalan dengan salah satu standard pelayanan pubik yaitu waktu 

penyelesaian. Dengan menetapkan standard waktu penyelesaian ini 
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bertujuan untuk meminimalisir salah satu penyebab dari ketidakpuasan 

pemakai jasa pelayanan terhadap pelaksanaan pelayanan menurut Moenir 

(2002: 184) yaitu kurang adanya disiplin petugas terhadap jadwal atau 

waktu yang telah ditentukan. Sehingga penetapan standard waktu 

penyelesaian pelayanan ini bertujuan agar pelaksanaan pelayanan PRONA 

di Kabupaten Sukamara dapat selesai tepat pada waktu dan memberikan 

rasa puas terhadap pemakai jasa layanan PRONA yaitu masyarakat peserta 

PRONA di Kabupaten Sukamara. 

Dalam pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA di Kabupaten 

Sukamara sudah memiliki kepastian waktu penyelesaian sertifikat PRONA 

bagi masyarakat peserta PRONA di Kabupaten Sukamara. Waktu 

penyelesaian sertifikat tanah melalui PRONA hams terselesaikan dalam 

kurun waktu satu tahun anggaran. Sertifikat hams dibagikan pada peserta 

pada waktu tahun anggaran PRONA. Agar sertifikat tanah PRONA dapat 

selesai dengan tepat waktu, pihak Kantor Pertanahan di Kabupaten 

Sukamara telah membuat 3jadwal kegiatan pelaksanaan pelayanan 

PRONA di Kabupaten Sukamara. Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

telah menentukan waktu penyerahan sertifikat kepada masyarakat pada 

minggu ketiga bulan September. Penentuan waktu ini bertujuan agar 

PRONA dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

b. Faktor Eksternal 

1) Dukungan Masyarakat 
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Suatu kegiatan pelayanan akan berjalan baik apabila mendapat 

dukungan dari masyarakat berupa peran serta atau partisipasi 

masyarakat. Dalam pemberian layanan dibutuhkan ketjasama antara 

panitia PRONA dengan peserta PRONA. Dalam pelayanan sertifikat 

PRONA ini masyarakat dapat bekerjasama dengan panitia A ataupun 

panitia dari Desa. Berdasarkan Kep. Men. PAN 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik disebutkan asas-asas pelayanan publik yang salah 

satunya adalah Partisipatif Dimana penyelenggara pelayanan publik 

harus mampu mendorong peran serta masyarakat dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat dapat 

mendorong respon baik dari masyarakat mengenai kegiatan PRONA di 

Kabupaten Sukamara. 

Hai ini didukung pula dengan hasil wawancara dengan Bapak 

Kepala Desa Ajang yang bernama Bapak Darwanto pada tanggal 

5 Mei 2014 yang mengatakan bahwa masyarakat di Desa Ajang sangat 

senang dan antusias dengan adanya kegiatan pelayanan PRONA di 

Kabupaten Sukamara. Adanya respon baik dari masyarakat mengenai 

kegiatan PRONA di Kabupaten Sukamara ini maka dapat 

mempermudah dalam proses pengumpulan berkas persyaratan yang 

diberikan oieh pihak pertanahan. Mengingat waktu pengumpulan data 
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yuridis yang terbatas. Dengan demikian antusiasme masyarakat sangat 

dibutuhkan da1am pe1aksanaan kegiatan pelayanan PRONA ini. 

2. Faktor Penghambat 

a. Faktor Internal 

1) Keterbatasan Jumlab SDM Khususnya Bidang Pengukuran 

Dalam mencapai tujuan organisasi yang te1ah ditentukan, 

masalah SDM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

karena SDM (pegawai) adalah sebagai pe1aksana suatu kegiatan. 

Menurut Salusu (1998:493) Pengertian Sumber Daya 

Manusia (SDM) adalah suatu cara untuk mengenda1ikan sumber 

daya manusia dalam suatu organisasi atau institusi secara 

efektif dan efisien dan mencakup kese1uruhan aktivitas dan 

implementasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang 

dimaksud. Sumber Daya Manusia bertindak sebagai penentu, 

pelaksana dan pengendali setiap kegiatan dalam organisasi. Dalam 

hal ini pegawai kantor pertanahan bertindak sebagai aparatur 

pemberi Iayanan PRONA. Dengan demikian jumlah pegawai juga 

sebagai faktor penentu bagi terlaksananya suatu pelayanan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, salah satu 

kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukamara adalah Keterbatasan Jum1ah Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang tersedia yang berperan sebagai pelaksana pelayanan 

khususnya dibidang pengukuran. Jumlah pegawai di Kantor 

16/42097.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



192 

Pertanahan Sukamara dan pekerjaan yang harus dikeijakan itu tidak 

seiu,;,ang khususnya dibidang pengukuran. Dari hasil wawancara 

juga dijelaskan bahwa di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

kekurangan tenaga dibidang pengukuran. Kantor Kabupaten 

Sukamara hanya memiliki 3jumlah tenaga di bidang pengukuran 

sedangkan tanah yang harus diukur adalah sebanyak 400 bidang 

tanah yang terdiri dari 5 Desa untuk PRONA di Kabupaten 

Sukamara untuk tahun anggaran 2013 saja, belum lagi bidang tanah 

dengan program sertifikat tanah lainnya yang harus diukur juga. Jika 

dilihat dari masalah kekurangan jumlah petugas ukur dapat menjadi 

masalah bagi pelaksanaan PRONA di Kabupaten Sukamara. Hal ini 

tentu dapat mempengaruhi hasil dari pelayanan yang diberikan oleh 

Pertanahan Kabupaten Sukamara. 

Berdasarkan data di atas dapat disimbulkan bahwa Sumber 

Daya Manusia yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukamara disatu sisi dapat menjadi nilai positif akan tetapi disisi lain 

juga dapat menjadi hal yang menjadi kendala dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan jumlah petugas uk:ur di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara ini mempengaruhi lamanya 

waktu pengukuran bidang tanah PRONA di Kabupaten Sukamara 

dan dapat mempengaruhi efisiensi waktu penyelesaian sertifikat 

tanah melalui PRONA di Kabupaten Sukamara. 
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2) Terbatasnya Fasilitas Akomodasi yang Tersedia 

Berda~a.~an Kep. Men. PAN No. 63 tentang Pedoman Umum 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, salah satu standard pelayanan 

publik adalah sarana dan prasarana. Dimana harus ditetapkan sarana 

dan prasarana yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Selain itu fasilitas sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang 

dari pelaksanaan suatu pelayanan. Sarana dan prasarana yang ada 

mempengaruhi hasil dari pelayanan yang diberikan karena 

menyangkut efektifitas pelayanan. 

Dalam hal ini sarana dan prasarana disatu sisi dapat menjadi 

faktor pendorong pelayanan sertifikat PRONA di Kabupaten 

Sukamara. Namun, disisi lain juga dapat menjadi faktor penghambat 

pelayanan sertifikat PRONA di Kabupaten Sukamara. Sarana dan 

prasarana dapat menjadi kendala dalam pelayanan PRONA ketika 

minimnya ketersediaan fasilitas akomodasi yaitu mobil dinas untuk 

menjangkau Desa-Desa peserta PRONA yang kebanyakan letaknya 

jauh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Hal ini sejalan 

dengan salah satu penyebab tidak memadainya suatu pelayanan publik 

menurut Moenir (i995:40) yaitu tidak tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai. Akibatnya pekerjaan menjadi lamban, 

banyak waktu hilang dan penyelesaian masalah terlambat. Tentu saja 

terbatasnya fasilitas akomodasi yang tersedia dan jarak tempuh yang 
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jauh sangat mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten .,~kamara. 

Dengan minimnya fasilitas akomodasi yang ada di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara seperti mobil dinas ini, dapat 

dikatakan Sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara belum cukup memadai. Mobil dinas merupakan 

salah satu faktor penunjang dalam pemberian pelayanan PRONA di 

Kabupaten Sukamara karena mobil dinas juga sangat dibutuhkan 

untuk menghemat waktu dalam menjangkau Desa-Desa yang jarak 

tempuhnya cukup jauh. Mengingat daerah jangkauan Kerja Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara yang cukup luas tentu 

mempengaruhi efektifitas dalam proses pelayanan sertifikat tanah 

melalui PRONA yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sukamara. 

3) Anggaran PRONA 

Dalam pelaksanaan pelayanan dibutuhkan anggaran dana untuk 

operasionai peiayanan. Anggaran dana merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelayanan. Sedangkan dalam 

pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA keseluruhan biaya 

pelayanan ditanggung oleh APBN. Semua pembiayaan PRONA gratis 

namun untuk pengumpulan persyaratan dan pemasangan patok tanda 

batas bidang tanah dibebankan kepada masyarakat peserta PRONA. 

Namun anggaran PRONA menjadi masalah ketika anggaran tersebut 
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belum ada ketika PRONA sudah mulai dijalankan. Dari hasil 

wawancara yang dilakukan oleh l'<!neliti dengan salah satu pegawai 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara Joko Suseno,SST, SH. pada 

tanggai 21 Januari 2014 yang mengungkapkan bahwa anggaran 

PRONA biasanya baru ada pada bulan Maret sedangkan PRONA 

sudah betjalan sejak bulan Januari. Sedangkan dalam tiap tahap-tahap 

pelaksanaan PRONA membutuhkan anggaran untuk pembiayaan tiap

tiap tahap pelaksanaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

keterlarnbatan anggaran PRONA menjadi faktor penghambat dalam 

pelaksanaan PRONA. Oleh sebab itu anggaran juga menjadi kendala 

dalam kelacaran pelaksanaan kegiatan PRONA. 

b. Faktor Eksternal 

1) Lamanya Waktu pengumpulan data Yuridis 

Untuk menciptakan suatu pelayanan publik yang baik dan 

memberikan kepuasan kepada penerima layanan akan hasil pelayanan 

maka harus ada partisipasi dari masyarakat guna mendukung 

betjalannya suatu kegiatan pelayanan tersebut. Hal ini sejalan dengan 

salah satu asas pelayanan publik yang tercantum dalam Kep. Men. PAN 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003 yaitu partisipatif dimana penyeienggara 

publik harus mendorong peran serrta masyarakat dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Ketepatan waktu dalam pengumpulan berkas persyaratan suatu 

kegiatan tergantung pada keaktifan dari para peserta. Ketepatan waktu 
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pengumpulan merupakan salah satu unsur dari prinsip-prinsip 

pelayanan publik yang tercantum dat" .. t Kep. Men. PAN 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003, dengan demikian ketepatan waktu 

penyelesaian dapat digunakan untuk mengukur kualitas suatu pelayanan 

publik. Dalam proses pengumpulan berkas persyaratan kegiatan 

PRONA di Kabupaten Sukamara terkendala dengan masyarakat yang 

kurang proaktif Seperti saat dimintai persyaratan yang kurang dan 

diminta untuk segera melengkapi persyaratan yang kurang tersebut, 

namun tidak segera memberikan kepada petugas sehingga mengulur 

waktu pengumpulan data yurisdis. Faktor ini tentu mempengaruhi 

ketepatan waktu pengumpulan berkas persyaratan. Hal ini sering 

menjadi kendala dalam proses pengumpulan data yuridis. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan ana1isis data yang telah disajikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pelayanana Sertifikat Tanah Melalui Prona yang diberikan oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara yaitu : 

a. Prosedur dan jadwal yang telah di tentukan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara. 

b. Dalam pelaksanaan proses pelayanan PRONA di Kabupaten 

Sukamara telah dibuatkan jadwal tiap masing-masing tahapan yang 

terbagi menjadi 3 tahapan yang dijadwalkan. 

c. Tujuan adanya jadwal pelaksanaan pelayanan PRONA di 

Kabupaten Sukamara agar waktu penyelesaian pelayanan PRONA 

di Kabupaten Sukamara dapat selesai tepat pada waktu yang telah 

ditentukan dan dalam satu tahun anggaran kegiatan PRONA. 

2. Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Melalui PRONA di Kabupaten 

Sukamara yaitu 

a. Kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efesien, 

ekonomiis, keadilan dan mutu berjalan dengan baik. 
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b. Hal ini dikarenak:an dalam proses pelayanan pendaftaran tanah 

PRONA sudah mengandung 8 unsur kualitas pe.u;anan 

berdasarkan Kep. Men. PAN No. 81 Tahun 1993. 

c. Dalam proses pelayanan PRONA dilak:sanak:an secara sederhana 

berdasarkan pada jadwal kegiatan dengan tujuan memberikan 

kemudahan kepada peserta PRONA di Kabupaten Sukamara. 

d. Adanya kejelasan dan kepastian pelayanan yaitu berupa kejelasan 

dan kepastian dari segi biaya, wak:tu penyelesaian dan persyaratan 

PRONA di Kabupaten Sukamara. 

e. Dimana biaya PRONA di tanggung oleh APBN, waktu 

penyelesaian PRONA sudah ditentukan akan selesai dalam satu 

tahun anggaran dan wak:tu penyerahan sertifikat di lak:sanak:an pad a 

minggu ketiga bulan September-Desember. 

f. Kejelasan mengenai persyaratan telah diinformasikan pada tahap 

penyuluhan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukarnara. 

g. Dari segi keterbukaan terlihat pada saat penyuluhan dan 

pengumuman data yuridis dan data fisik. Dimana pada saat 

penyuluhan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara 

menjelaskan keseluruhan prosedur dan persyaratan kegiatan 

PRONA, kemudian pada tahap pengumuman petugas memberikan 

kesempatan pada peserta untuk mengajukan keberatan apabila 

teijadi kesalahan dalam penulisan nama atau luas bidang tanah . 
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h. Dari segi efisiensi terlihat pada keseluruhan persyaratan PRONA di 

Kabupaten Sukamara ini seluruhnya berkaitan dengan seluruh 

persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pensertifikatan. 

1. Dari sisi ekonomis, pelayanan PRONA ini tentu ekonomis karena 

biaya pelayanan PRONA ini gratis di tanggung oleh APBN. 

J. Pelayanan PRONA ini dapat dikatakan bermutu karena 

penyelesaian PRONA di Kabupaten Sukarnara selesai tepat pada 

waktunya dan tidak terdapat kesalahan atau cacat dari hasil 

pelayanan PRONA yang berupa sertifikat tanah. Karena 

keseluruhan kesalahan telah dibetulkan pada tahap pengumuman 

data yuridis dan data fisik, dimana masyarakat dapat mengajukan 

keberatan apabila teijadi kesalahan dan kemudian akan segera 

diperbaiki oleh petugas. 

3. Faktor pendukung dan penghambat pelayanan sertifikat tanah melalui 

PRONAyaitu 

a. Faktor Pendukung: l)Kemampuan Pegawai dimana Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara mempunyai pegawai yang 

memiliki keahlian di bidang pertanahan selain itu Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sukamara memiliki pegawai dengan tingkat 

pendidikan yang tinggi serta berpengalaman bekeija dibidang 

pertanahan. 2) Sarana dan prasarana sudah memiliki peralatan yang 

mengikuti perkembangan teknologi yang dapat menunjang dalam 

proses pelayanan PRONA di Kabupaten Sukamara. 3) Kepastian 
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waktu penyelesaian sertifikat PRONA yaitu harus selesai dalam 

kurun waktu satu tahun anggaran. 4)Adanya respon baik dari 

masyarakat mengenai kegiatan PRONA di Kabupaten Sukarnara. 

b. Faktor penghambat : I) Terbatasnya jumlah SDM khususnya di 

bidang pengukuran. 2) Selain itu terbatasnya fasilitas yang tersedia 

dan jarak tempuh yang jauh juga menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pelayanan PRONA. 3) Minimnya fasilitas akomodasi 

yang tersedia untuk menjangkau Desa-Desa mempengaruhi 

efektifitas dalam proses pelayanan sertifikat tanah melalui PRONA 

yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. 

4)Kemudian anggaran PRONA juga menjadi satu masalah dalam 

proses pelayanan PRONA karena anggaran PRONA baru ada 

ketika proyek sudah setengah berjalan. 5). Masyarakat cenderung 

kurang aktif saat dimintai persyaratan-persyaratan yang masih 

kurang sehingga mempengaruhi ketepatan waktu pengumpulan 

berkas-berkas persyaratan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

l. Meningkatkan Proses pelayanana Sertifikat Tanah Melalui Prona yang 

diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara di tingkatkan 

yaitu: 

a. Dalam bidang Prosedur dan jadwal ,pelaksanaan proses pelayanan 

PRONA ,selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan dan dalam 

satu tahun anggaran kegiatan PRONA. 

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Melalui PRONA di 

Kabupaten Sukamara yaitu Kejelasan dan kepastian, keamanan, 

keterbukaan, efesien, ekonomiis, keadilan dan mutu berjalan dengan 

baik. 

3. Mengefaluasi Faktor pendukung dan penghambat pelayanan sertifikat 

tanah melalui PRONA, untuk pijakan pelayanan pada tahun berikutnya 

dalam rangka perbaikan pelayanan pendaftaran tanah secara massal 

melalui proyek PRONA di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. 
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Lampiran I Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara) 

Pedoman Wawancara 

A. Macam Wawancara 

206 

Menururt Moleong (2004: 186) wawancara adalah percakapan yang 

dilakukan dengan maksud tertentu oleh pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Secara garis besar, Esterberg dalam Sugiyono 

(2008 :319) mengemukakan beberapa macam wawancara, sebagai berikut : 

I. Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh. Dalam hal ini, peneliti telah menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 

altematif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dalam wawancara 

terstruktur, pengumpulan data dapat dilakukan beberapa pewawancara 

sebagai pengumpulan data, yang mana Guba dan Lincoln dalam 

Moleong (2004:188) menyebutnya dengan istilah wawancara tim atau 

panel. Selain mempersipkan instrumen sebagai pedoman wawancara, 

peneliti dalam wawancara terstruktur mempersiapkan dan 

menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan 

material lainnya yang dapat membantu pelaksanaan wawancara 

berjalan lancar. 

2. Wawancara Semistruktur 
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Sifat wawancara semistruktur lebih bebas jika dibandingkan 

wa~ .... cara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak 

terwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. 

3. Wawancara tak berstruktur 

Wawancara ini adalah bersifat bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedornan 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tak berstruktur yang 

disebut juga wawancara terbuka, digunakan dalam penelitian 

pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang 

subjek yang diteliti. Pada penelitian pendahuluan peneliti berusaha 

mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau perrnasalahan 

yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menemukan secara pasti 

perrnasalahan apa yang harus diteliti. Dalam wawancara tak 

berstruktur, penelitibelum mengetahui secara pasti data apa yang akan 

diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang 

akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa 

yang diceritakan oleh narasumber. Berdasarkan analisis terhadap 

setiap jawaban dari narasumber, maka peneliti dapat mengajukan 

berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. 
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B. Langkah-Iangka11 .lalam Wawancara 

Pengumpulan data dengan wawancara dalam penelitian kualitatif 

memiliki beberapa langkah-langkah, seperti yang dikemukakan oleh 

Lincoln dan Guba dalam Sugiyono (2008:219) yaitu: 

1. Menetapkan kepada siapa wawancara akan dilakukan 

2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan 

3. Mengawali atau membuka alur wawancara 

4. Melangsungkan alur wawancara 

5. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasi1 wawancara dan mengakhirinya 

6. Menuliskan hasil wawancara ke da1am catatan lapangan 

7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. 

C. Jenis Pertanyaan dalam Wawancara 

Salah satu hal yang pokok dalam mempersiapkan suatu wawancara 

adalah berkenaan dengan pertanyaan apa yang perlu ditanyakan kepada 

narasumber. Patton dalam Moleong (2004: 192) mengemukakan enam jenis 

pertanyaan sebagai berikut : 

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku 

Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang dibuat dan telah 

diperbuat seseorang. Pertanyaan demikian diajukan bertujuan 

untuk mendeskripsikan pengalaman, perilaku, tindakan dan 

kegiatan yang dapat diamati pada waktu kehadiran pewawancara. 
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2. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai 

Pertanyaan j ..... :s ini ditujukan untuk memahami proses 

kognitif dan interpretatif dan subjek Jawaban terhadap pertanyaan 

ini memberikan gambaran kepada peneliti mengenai apa yang 

dipikirkan tentang dunia atau tentang suatu program khusus. 

Pertanyaan itu menceritakan tujuan, keinginan, harapan dan nilai. 

3. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan 

Pertanyaan demikian diajukan untuk dapat memahami 

respons emosional seseorang berhubungan dengan pengalaman 

dan pemikirannya. 

4. Pertanyaan tentang pengetahuan 

Pertanyaan tentang pengetahuan diajukan untuk 

memperoleh pengetahuan faktual yang dimiliki responden dengan 

asumsi bahwa suatu hal dilapangan dapat diketahui. 

5. Pertanyaan yang berkaitan dengan indera 

Pertanyaan ini berkenaan dengan apa yang dilihat, didengar, 

diraba, dirasakan dan dicium. Maksud pertanyaan ini adalah 

memberikan kesempatan kepada pewawancara untuk memasuki 

perangkat indera nara sumber. 

6. Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi 

Pertanyaan ini berusaha menemukan ciri-ciri pribadi orang 

yang diwawancarai. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu 

membantu pewawancara menemukan hubungan nara sumber 

16/42097.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



210 

dengan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan baku berkaitan dengan 

usia, pendidikan, pekerjaan, ,~.npat tinggal atau mobilitas. 

C. Mencatat Basil Observasi dan Wawancara 

Peneliti Kualitatif mengandalkan observasi dan wawancara dalam 

mengumpulkan data di lapangan. Pada waktu di lapangan peneliti 

membuat catatan yang segera setelah itu akan disusun menjadi sebuah 

catatan lapangan. Catatan yang dibuat saat peneliti di lapangan dapat 

berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, yang berisi kata-kata 

kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, gambar, 

sketsa, diagram dan lain-lain. Catatan itu berguna hanya sebagai alat 

perantara yaitu antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium dan 

diraba dengan catatan sebenarnya dalam bentuk catatan lapangan. Catatan 

"sederhana" di lapangan diubah ke dalam catatan yang lengkap dan 

dinamakan catatan lapangan. Bogdan dan Biklen dalam Moleong 

(2004:209) mengemukakan bahwa catatan lapangan adalah catatan tertulis 

tentang apa yang didengan, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka 

pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif 

Pada dasarnya catatan lapangan berisi dua bagian yaitu : 

1. Bagian deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, 

orang, tindakan dan pembicaraan. 

2. Bagian reflektif yang berisi kerangka berpikir dan pendapat peneliti, 

gagasan dan kepeduliannya. Proses pencatatan lapangan dilakukan 

setiap kali peneliti selesai mengadakan observasi atau wawancara 
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3. Dokumentasi Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam venelitian kualitatif Hasil 

penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat 

dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang kredibel 

yang dapat berupa dokumen pribadi seperti buku harian, surat pribadi, 

autobiorafi ataupun dokumen resmi berupa dokumen internal seperti 

memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat 

tertentu, Japoran rapat, surat keputusan dan dokumen ekstemal yang 

berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga 

sosia~ misalnya majalah, buletin dan berita media massa. 

Dalam melakukan penelitian yang mengambil judul "Kualitas 

Pelayanan Pendaftaran Tanah Secara Massal Melalui Proyek 

Operasional Agraria (PRONA)(Studi pada kantor Pertanahan 

Kabupaten Sukamara & Desa Ajang) ini, penulis menggunakan teknik 

wawancara mendalam (indepth interview). Pedoman wawancara ini 

sebagai upaya untuk menggali segala aspek informasi terhadap pihak

pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan 

akan berkembang sesuai dengan poin-poin yang telah disusun. 

I. Latar belakang pelaksanaan pelayanan : 

a. Dasar peraturan yang berlaku 

b. Kebijakan yang dilaksanakan. 

2. Kualitas pelayanan publik : 

a. Tingkat kedisiplinan pegawai 
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b. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas 

c. Tanggapan pengguna layanan atas layanan ya .. 5 diterima 

d. Indikator -indikator kualitas pelayanan publik 

e. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik. 

No. Indikator Pertanyaan yang dikembangkan 

I. Tangibles d. Apakah fasilitas operasional sesuai dengan 
kebutuhan dalam pelaksanaan tugas ? 

e. Apakah fasilitas tersebut cukup mudah didapat dan 
dioperasionalkan serta dapat menghasilkan output 
yang berkualitaslbagus ? 

f Apakah infrastruktur pendukung selalu memenuhi 
standar kualitas dan memenuhi perubahan 
kebutuhan konsumen ? 

2. Realibility c. Sejauhmana informasi yang diberikan kepda klien 
tepat dan dipertanggungjawabkan ? 

d. Apakah klien segera mendapat perbaikan apabila 
terjadi kesalahan ? 

3. Responsiveness c. Bagaimana respon provider jika ada klien yang 
komplain? 

d. Apakah provider segera memberi penyelesaian 
secara tepat ? 

4. Competence d. Kesesuaian antara kemampuan petugas dengan 
fungsi/tugasnya. 

e. Apakah provider cukup tanggap untuk melayani 
klien? 

f. Apakah organisasi mengadakan pelatihan untuk 
meningkatkan kemampuan aparat sesuai dengan 
perkembangan tugas ? 

5. Courtesy d. Bagaimana sikap petugas dalam memberikan 
pelayanan kepada klien ? 

e. Apakah petugas cukup ramah dan sopan ? 
f Apakah petugas membantu kesulitan pelanggan ? 

6. Credibility d. Bagaimana reputasi kantorllembaga tersebut ? 
e. Apakah biaya yang dikeluarkan oleh k/ien sesuai 

dengan outputljasa yang diperoleh ? 
f Apakah_]J_etugas selalu ada saat jam keria ? 

7. Security b. Apakah ada jaminan keamanan/keselamatan 
terhadap klien dalam mekanisme tersebut ? 
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8. Acces f Bagaimana petugas menjelaskan 
prosedur/mekanisme untuk mendapatkan pelayanan 
? 

g. Apakah klien mudah menghubungi petugas untuk 
mendapatkan pelayanan ? 

h. Apakah lokasi kantor tersebut mudah dijangkau 
semua klien ? 

I. Apakah prosedur yang diterapkan sederhana ? 
J. Apakah informasi untuk konsumen mudah dan 

jelas? 
9. Communication e. Bagaimana petugas menjelaskan 

prosedur/mekanisme untuk mendapatkan pelayanan 
? 

f Apakah k/ien segera bisa mendapatkan respon jika 
teljadi kesalahan ? 

g. Semua keluhan atau pengaduan akan dijawab 
dengan segera dan j ika perlu keluhan a tau 
pengaduan diberifol/ow up secara detail. 

h. Ketersediaanfeedback lewat radio (feedback 
interactive) 

10. Understanding b. Apakah provider tanggap akan terhadap kebutuhan 
the Costumer klien? 

Sumber: Zeithaml, parasuraman & Berry (1990) 
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Lampiran 2. Instrumen Penelitian (Pedoman Telaah Dokumen dan Pedoman 

Observasi) 

Instrumen Penelitian 

i. Pedoman Telaah Dokumen : 

Adapun dasar hukum PRONA adalah: 

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok 

Agraria 

c. Keputusan Menteri dalarn Negeri Nomdr 189 tahun 1981 tentang 

Proyek Operasi N asional Agraria, yang berlaku mulai tanggal 15 

Agustus 1981 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

e. Peraturan Menteri Agraria I kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

3 tahun 1997 tcntang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

A. Pedoman Observasi : 

1. Sarana dan prasarana dalam pelayanan administrasi pertanahan 

2. Sikap aparatur terhadap pelayanan administrasi pertanahan 

3. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan administrasi pertanahan 

4. Kualitas pelayanan yang diberikan dan tingkat penerimaan masyarakat. 
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Lampiran . 4. Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sukamara. 
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I 
BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

.REPUBLlK INDONESIA 
I---------------------------=--····-··· 

Jakalla, 19 MAret 2013 
Nomor 1079/H .1-300/Ill/2013 

1 betltas 

Hal 1 : Petunjuk Teknis Keglalan !'RONA Tahun 2013 

Yth. 1o 
~ -....._-,_,~. '' ,, "' ' -: ; . ; "' . 

Para Kepala J<antlrW~ayM BPN PJPVilsl 
.2. Para Kepii,Kilnb"PI!Ifanahan ~ 

.di- . 

SeUuh lndonesfa 
. . 

PRONA Sebagai salab sa111 I'Rigram Prlolila Na$ional !egalsasl aset ya.ng dilelapkan di 
. dalam Rencana ~-BPtf.RI Tlilul2010-2014o Kligiam- PRONA ~ mulai1ahun 1981 . 
llllllid¥d taW~!*~ JIQSilifdall ~ Sehululgan deiiQIII hallelsebut uniUk dapat memet14A1I 
target pcwryete s ±it yang lepal waklll dan lepal sasaran ..W untuk.llllilteaPa'hasil JIWI!I. opllmalldnlllfa 
dan teuangan 41 dalam. Kagialan PRONA, maka pellu dlakukan pelbaikan dan ~ 
Petunjuk Teknls Keglalan PROW. Tahun ~0 ~ fetllalkan dan perubahan ~ Telrris 
KegilllaR fflOtiA · lni clillar.ipkan IKiak rilenimbullari ~ ·~ peOSfsiran dalam pelaksariaan. · 
Be1sarn8 ini disampailqino Pelllnjuk Teknis Kegiatan PRONA TM~ln 20.13 ilengan penjelasan sebagai 
~:. • • : 0 ' 

.1o Petimjuk Telcnis Kegialan PRONA Tahun-2013 ini merupakan pelllnjuk resml da!l Badan Pertanahan 
Naslonal Rep.lblik lndooesfa yang rnetq>akan perbaikan dan penlbahan-perubahan Pen~ Teknls 

· Kegialan PRONA T ahlln 2008, sebagai pedoman dalam peiaksana811' kegialan. !'RONA eli Sadan 
Pertanahan Ha$ionai

0

Repub&k Indonesia. Kantor \'lilayah BPN Provlnsi dan Kantor Pedanahan 
KabupateniKDfa. sehingga Petun}ull T e1cnis Kegiatan PRONA Tahun 2008 tldak bertaku lagi. 

2. .Sahwa eli dalam Pell.lojuk T eknis Keglatan PRONA li)lah dilengkapi 
0 
dengan Slandar Prosedur 

· Kegialan PROHA (Stwdar Opelalk¥l PIDcedUie) dan Rklcian Anggaran Biaya (RAB) Sertipicasf·Hak 
alas Tanah Tahm 2013, ~ pese11a. balalan luas dan ;.mlah bldang 1anah J1W1!1 dapat ·me$cfi 
obyeltPRONA unlllk~ pedoman. o 

3o Oalam rrienyusun PetooJuk· Operasjonill Kegia1an '(POK) dan revlsi POKJDIPA 1ebih realistis 
sesual kebuluhan Ulker yang bensangkulan . 

4o PeneiSpan lokasl PR6lNA hendalcnya mernJ>elllalika llasl-hasl. dari program pel1anahan J1W1!1 ada di . 
Kanllr Peltanahan alaU yang dilakukan oleh Kanlcr Wilayah BPN pada tahun anggalllll sebelumnya 
lerutama IP4T dan ~ hasll iP4T yang blsa diianjulkan menjadl obyek kegfatan 
PRONA. . 

5. Telbadap obyelt IP4T yq pengukurannya Ieiah dllaksanakan ~ kadasteralllaisilnya Pela Bldang 
Tanah/Peta Dasar f'ellliafta'an dan Gambar UkiJr dajlallang$ung dimanfalkan/dipelgunak unluk 
ke9latan PRONA, lidak peflu diakukan pengutwran bidang lanaho Alokasl blaya pengukuran bldang 
lanah dalam rangka llegialan PRONA dapat digunakan unlllk menambah jumlah output bidang sesuai 
dengan saluan biaya set!ap bidang tanah yang diletapkan DIPA berl<enaan, namun terleblh dciliuru 
diakukan revlsi POK. 

6. Penge~~lrian ... 

JALAN SlstNGA.MAHGARAJA NO. 2 JAKARTA SELATAN Ta..P. 7226901. 7393939 : WWW hrtn 00 ;a 

t 
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Dengan perbaikan dan perubahan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA ini dlharapkan tidak 
menimbulkan berbagai ragam penafsiran dalam pelaksanaan. Namun disadari bahwa di dalam 
perbaikan dan perubahan Petunjuk Teknis ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangan 
khususnya pengaluran kllteria gotongan ekonoml lemah sampai menengah yang dapat dikrltisi 
dari berbagai sudut pandang, maka dari itu PP.tunjuk Teknls Keglatan PRONA terbuka untuk 
perbaikan dan perubahan Sestlai tfmamika yang berkembang di masyarakal Selanjulnya · apabila 
di dalam pelaksanaan Kegiatan PRONA masih dilemui permasalahan-permasalahan yang belum 
diatur dalam petunjuk ini maka akan diberikan petunjuk tersendlrl sesuai dengan 
permasalahannya, yang akan dijadikan bahan perbaikan dan perubahan-perubahan l'etunjuk 
T eknls selanjutnya 

B. Tujuan Ket~latin PRONA , 

: Tujuan ~y!leilggaraan Kegialan PRONA adatah · memberfkaO pe1ayanan pendaftaran 
tanah pertBma kali dengan ·proses yang ~mana. mudah dan cepat daiam f1111!1ka pen;epatan 
pendaftaran lanah di seturuh Indonesia. 

C. Ungkup K~ PRqNA 

Keglatan .f>RONA padS pMslpnya merupakan kegial!m pendaftaran !allah pertama kati 
dalam rangka penerbftan S9l1lpikat hak alas lanai! 1erutama bagi masyarakat goflln9a!l ellonomi 
lemah sampal menengah. Adapun ling!wp Kegialan PRONA rne~ti : 
t Penyerahan DIP A; 
2. Penetapan Lokasi; 
3. Penyuluhan; 
4. Pengumpulan Data (ala! bukti/alas hak); 
5. Peogukuran Bidang T anah; 
6. Pemeriksaan Tanah; 
7. Penguffillf'l1all:; ' .. 
8. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data F.lsik dan Data Yurtdis 
9. Penerbitan Sertipikat; · 
10. SuperviSidan Pelaporan. 

Tahapan-tahapan kegiatan tersebut cl atas sebagai prosedur slan48r opelliSi pelaksanaan 
Kegialan PRONA sei!agalmalia ten:anturn dalam lamplran 1. Sedangkarr prosedur pelayanan 
pendaftaran tanah untuk per1ama kali rnelalul penegasan konversl/pengakuan hak, pernllerlao hak 
dan pendallaran tanah · wakaf Kegtatan PRONA berpedo11181l kepada Pe!aluran l<epata Badan 
Pertanahan Nasional Republfk Indonesia Nomor 1 T ahun 2010 tentang Slander Pelayanan dan 
Pengaturan Pertanahan. 

D. SUmber Pemblayaan Keglatan PRONA 

Sumber anggaran dalam rangka Keglatan PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) yang dialokasikan daiam DIP A BPN-Rl pada Program PengeJotaan Partanahan. 

. . 
' ' 

2 
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B. Perencanaan 

· Legqlisasi,aSill ~rakat melalui K!l\liatan PRONA didasarkan target Kegiatari'PRONA 
yang ditetapkan seliap lahun anggaran se~uai dengan jumlah alokasi anggaran yang d~erima oleh 
BPN-RI. Dalam rangka perencanaan pene1apan Subyek dan Obyek Program Legalisasi Aset 
Masyarakat melalui Kegiatan PRONA agardapat memenuhi target penyelesaian Y~"~ tepat waktu 

dan tepa! sasaran, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi!Kepala Kantor Perlanahan 
KabupateniKota membuat perencanaan secara sistematis dengan melakukan pra inventarisasi 
eaton lokasl dan eaton peserta sebelum !ahun berjalan pelaksanaan Kegiatan (T -1 }; ":JSmbentuk 
Tim Koordinator Kegiatan PRONA; dan membua! jadwal pelaksanaan kegiatan pada !ahun 
berjalan (T 0). 

c. Prosedur Pehiksanaan 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah pertama kaH melalui Kegia!an. PRONA, dHaksanakan 
melalul peildekfitan pend~ lanai secara sporadl. Mengingat sisllm pembukuan hak yang 
bel1aku (t{ak t.lilik, Hak Guna BanguriSn, Hak Pakal dan Tanah Wakaf) ilembukuan haknya desa 
dent desa:(kelurall8n). 1jiduk tertib adinlnlslrasi dalam ~ agar dwpayakan dalarn 

. satu · ~· ~piilg d• IOkasi desalkeiurilhan yang dlietapkan sebagaf Jokasl Keglatan 
PRONA, mlninal10 bldang_lanab. ' . 

Proses pendallaran lanah Keglalan PRONA dllakukan sebagai berikul~ 

a. Pembuktian hak lama .. yang atat buldi feltulisnya lengkap, tidak lengkap atau tidak ada sama 
sekaH berdasarkan ~an ?eraturan Pemefi$h l:lofrot 24 Tahun 1997 }o. Peraturao 
Menteri Negara Agiana~Kepaia SPN Nomor 3 Tahun 1997, pendaltaran tanahnya drlakukan 
melalul proses penegasan konver:sl atau pengakuan hak; 

b. Pembuktian hal< baru alas tanah Negara, berdasarkan Peraturan Pemerililah Nornor 24 T ahun 
1997 jo. Peraturan Menter! Negara Agrarian<epala BPN Nornor 3 Tahun 1997 dan Peraturan 
Menter! Negara Agraria/Kspala BPN Nomor 9 Tahun 1999, pendaftaran tanahnya dHakukan 
melalui proses surat keputusan pemberlan hak alas tanah. 

Oidatam petaksanaan o_peraslonal di lapangan masih sering dijumpal.peserta Kegia!M 
PRONA menghadapi kendala dan masalah dalam hal ,pemenuhan k!llengkapan dokumen 
pembuktiari pengu~aa~·dap kepemlllkan tana~ sehi1199a fll!!mperlambat pencapalan taf9et tepat 
waklu. T erlladap do~umen pernbuldlan penguasaan dan kepemllikan !allah diminta kepada 
Kepala Kantor Wilayah BPN Provlnsl, Kepala Kantor Pertanahan Kabupateri!Kota dan para 
Koon:linator serta para pelaksana Keglalan PRONA untuk berpedomaO Peraturan Pemerinlah 
Nomor 24 Tahun 1997; PeraWran Menteri Negara AgrariaiKepala Badal\ Perlanahan Naslonal 
Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menter! Negara Agrarla/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perlanahan Nasional 
Nomor 1 Tahun 2010 serla ketentuan peraturan lainnya yang terkall 

Para pelaksana dalam melakSanakan Kegiatan PRONA disamping mengejar target bldang 
yang Ielah dlletapkan juga diperhatikan keutamaan keakuratan data baik fisik bklang maupun 
keuangan. PengiSian risalah penelltian data yurid'rs dan peoe1apan batas agar dHaksanakan secara 
tertib sesua1 dengan dokumen data yurldis dan kenyataan di lapangan. Atasan langsung para 
pelaksana Kegiatan PRONA untuk mengintensllkan pengawaSan langsung Kegiatan PRONA. 

5 
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b. penunjukan lokasi Desa/Kelurahan ditetapkan berdasarkan Sural Keputusan Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota 

E. Peserta 

Peserta (subyek) Kegiatan PRONA adalah orang (llldividu) atau bad an huk\Jm yang dapat 

mempunyai hak atas lanah. Peserta Kegiatan PRONA perorangan (indivldu) diutamakan pemilik 

tanah dari masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah. Kriteria golongan ekonomi 

iemah sampal menengah dengan ·~ seseorang (subyek hak) dalam pemenuhan 

kebu1uhan hidup minimum, penghas1lan atau karena jasa dan pengabdian ~epada Negara, serta 

penllekatin penggune;jp dilll peruntukan tanal\, yaitu sebagai berikut 

1. Perorangan \mdividu) 

Perorangan (ildividu) yang dapat menjadi peserta Kegiatan PRONA adalah perorangan 

dari golongan ekonomlleim!h SllfJ1llll dengan menengah, dengan krlleria : 
• r • 

a. Pekelja dengan penghaslan lidak tetap per bulan sama etau dl bawah Standar Kelayakan 

Hidup. Min~ da. ri Biro ·~ staliStik (pengeluaran per kapfla per bula~ masing
maslng ~ta. antara laln petanl, nelayan, pedagang, pelef!lak, /lengmjin, 
pelulds jalanan. buruh rnusiman dan lain-lain; 

b. Pekelja dengan penghasilan ll!_tap, meBputi: 
1) Pegawal perusahaan bailt swasta maupun BUMNIBUMD dengan penghasilan per 

: bulail srupa_.ati!U di .bawah Upah Minimum Regional (UMR) YaOQ dftetapkan oleh 
0 • 0 ' A • ~ ' - 0 

maslng-masing ~. yang dibuktikan dengan penetapan Upah Minimum 
Kabupalen/Kota-(UMK) dan sutat keterangan penghasllan dari peruf"fiaan; 

2) Veteran, Pegawal Negeri SipU pangkat sampai dengan Penal?" Tk~ (II~. praJurit 
Tentara Nl!SiOflallndonesla pangkat sampal dengan Kapten dah~a.!l_~$ep"ofislan 
Negara Repubfik Indonesia pangkat sarnpal dengan Komisaris PoUsl, dibuktikan 

dengan toto copy Surat Kepu1usan pangkat terakhlr; . 
3) lsi!Vslll.lffli veleran, isbllsuani Pegawal Negeri Sipft, lstrilsUaml prajurit T entara 

Nasfonal Indonesia, ·isfrilsuliml anggota Kepolislan Negara Repubfik Indonesia 
sebagaimar)a d~ dalam huruf b), dibuld!kan dengan toto copy Sulat Keputusan 
pangkat lenlkhlr dan akla nlkah; 

4) Pensiunan Pegaw<ll Negeli Sipil, penslunan Tentara Nasional Indonesia dan 
pensiunan anggota KepoiiSian Negara Repubfik Indonesia, dibuktikan dengan foto 

. copy Sulat ~putusan pansiun. . 
5)' Jlmdarduda lietisiunan Pegawai Negeii Sipi~ jimda/duda panslunan Tentara Nasfonal 

Indonesia, jand11fduda pensiuilan anggota Kepolislan Negara Repubfik Indonesia, 
dibuktikan dengan toto copy Sural Keputusan pensiun janda/d!Kia dan akla nikah 
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langsung dimanfaatkanldipergunakan untuk mempercepat Kegiatan legatisasi aset pertanahan 

baik yang dlbiayaf oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP). Guna kesinambungan Kegiatan PRONA·IP4T dan mempercepat 

petaksanaah Keglatan PRO~A, maka kepada ~epala Kantor Wifayah BPN Provinsi dan Kepala 
Kantor Pertamihan Kabupaten!Kota serta para Koordinator Kegiatan PRONA diminta agar: 

1. Penetapan fokasi diarahkan pada tokasl Program IP4T pada tahun sebelumnya; 

2. Menyeleksi hasil1P4T yang bisa dilanjutkan menjadi subyek dan obyek Kaglatan PRONA; 

3. Terhadap obyek IP4T, yang pengukurannya Ieiah dilaksanakan secara kadasteral hasilnya Peta 
Bidang Tanah/Peta Dasar Pendaftaran dan Gambar Ukur dapat langsung 
dlmanfatkan/dipergunakan untuk Kegiatan PRONA, tidak pertu dltakukan pengukuran bidang 
tanah; 

4. Alokasl blaya pengukuran bldang tanah daJam flllgka Kegiatan PRONA dapat digunakan untuk 

menambah jumlah output ~ sesual dengan satuan blaya setap bidang tanah yang 
ditelapkan DIPA ~aan, namun .1allebih dahulu dilakukan ravisl POK. 

H. Bla~ 
; -: : ~: 1 

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian keglatan dilakllkan secara terus menerus 

berkeSinambuiigan dan teratur meUputi Jiengumputan, pengolahan, pembuklJl!!l dan penyajian 

serta pemeliharaan Data FtSik dan Data Yuri!fts, pembuatan ~ta dan daftar bidang tanah, 

pembertan sura! tand~ · bukti .ha.k: Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan pendaitaran tanah pertama 

kafi legallsasl aset rilelatui Kegiatan PRONA. Kegiatan yang dlblayal oleh Pemerintah metalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (DIPA·BPN Rl~ menputl biaya Kegiatan : 

1. Penyuluhan; 

2. Pengumpulan Data (alat bu1dl/alas hak); 

3. Pengukuran Bidang Tanah; 

4. Pemeriksaan Tanah; 

5. P.enertiilan SK,Hak/Pefl9esahan Data F!Sik ~an Data Yurldis; 

6. Penerbitan Sertlplka~ 

7. Supervis! dan Pelaporan. 

Untuk me~ bahwa program slrategls legallsasl aset met'alui Kegiatan PRONA 

dlbiayal oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN}, make~ Kepala Kantor Witayah 

BPN Provinsi, Kepata Kantor Pertanahan KabupatenA<ota · dCin para Koordlnator serta para 

pelaksana Keglatan PRONA dUarang meminta, memungut dan/atau menerima blaya ~~papun 
dalam fl¥lgka melaksanakan pendaftaran tanah. Sedangkan blaya materal dan patok tanda batas, 

Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Bangunan {BPI;ITB) dan Pajak Penghasilan darl PengaHhan 

Petunjuk Teknls Kas;alan PRONA 9 

: ' 

16/42097.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



kekurangan petugas ukur maka Pejabat Fungslooal Pengukuran yang be,rsifat ad hoc di Pusat 
maupun di Kantor Wdayall BPN Provinsi dapat dlperbantukan melakukan pengukuran di Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota yang kekurangan tenaga ukur. Sedangkan un!uk mengatasi 

kekurangan sumber daya lainnya sebelum ada penambahan pegawal dimlnta kepada Kepala 
Kantor Wdayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan 
sumber daya yang tersedia. 

J. Pembinaan, Pengolahan Data dan Pelaporan 

Bahwa un!uk melakukan pemblnaan, monitoring, evaluasi Kegiatan PRONA dan 
pendataan serta pelaporan Kegiatan secara berjenjang dengan meliba\kan Koordlnator Kantor 

Wllayah B~ Pl'ovJn¥ ~an Koordinator Kantor. Pertanahan Kabupaten/l(olll, maka dibeil!uk Tim 
. ~ : :. ~ . \ . . . . 

Koordlnator Kegtatan PRONA BPN Rl 4engan Sural Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Naslonal. Republik Indonesia, Tm Koonfillalor Kegiatan PRONA Kllnf.or Wilayah BPN Provinsl 
dengan SUral Keputusan Kepala Kantor Wlayah BPN Provinsl dan Tim Koordinabr Kegiatan 
PRONA Kantor Pertanahan KabupateniKo1a dengan 511SUnan, t.ugas dan lleanggotaan akan 
diuralkan dalam Bab Ill Pe!unjuk Operaslnal Keglalan PRONA. 

Semua data dalam rangka Keglalan PRONA diolah secara dlgltal sesual dengan slandar 
~ yang ditelapkan oJeh Badan l'llrtanahan Nasional Rl, yaltll: 

1. Data Ftsik dan Data Yuridis di enfri pada Aplikasll<ompuleris!Jsl Kantor Pertanahan (KKP); 

2. Melakukan integrasi_data spasial (pela bidang tanah) dengan data teks!ual (Buku Tanah dan. · 
SUra! Ukur) pada aplikasi Geo-KKP; 

3. Meiak.ukan RekonsHiasi data keuan9,an pada Aplikasl SIStem Akunta~ lnslansi (SAl}; 
. . . . . 

4. MelakUkan rekommitsl data aset pada Ap8kasl SIMAK BMN; 

5. Melakukan entrl data target fislk dan keUangan pada Aplikasl SKMPP; serta 

6. Metakukan secara rutin (mlngguan) rekonsllasi data anggaranltargetmencakup realisasi fisik 
serta keuangan untuk diperolehnya data laporan · SKMPP yang akurat dan dapat 
dipel'langgtmgjawltbkan. . 

'~ . . "': 

w 

----·-----------------------------
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BAB Ill 
TATA CARA PELAKSANAAN TEKNIS 

A. Pelaksana Kegiatan 

Sebagalmana Ieiah diketahui bersama bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 

Tah~n 20061elah dltetapkan kelembagaan Badan Pertanahan Nasionat Sebagai tidak lanjut dart 
. . - .. : .: 1 ,· . . 

peraturan fersetiut, dilerllilkim Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 3 T ahun 2006 untuk organisasi 
' 

dan tatakelja BPN-RI dan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 4 Tahun 2006 untuk organisasi dan 

tatakelja Kantor W'dayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kola. Dalam rangka 

pelaksanaan I<eglatan PRONA, tugas pokok dan fungsi dan masing-maslng unit kerja adalah 

sebagal berDwt : 

1. Badan Pertanahan Naslonal Rl 

Untuk BPN-RI .Tim Pengaom Keglatan PRONA lerdiri dari Sekretaris U1arna (Sestama), para 

Oeputi, dan {nspektur Utama (lrtama) yang bellugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

sebagairnana diinaksud dalam Peralullln Kepala BPN-RINomor 3 Tahun 2006. 

Tnn Pengarah secara fungslonal melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelafsanaan 

Kegiatan PRONA.p<!da Kantor Wilayah BPN Provlnsi dan Kantor Pertanahan Kabupatenn<ota. 
: : ~ : t -~ ~- : . \ "' . 
Untuk kelancaran tugas pelaksanaan .Kegiatan PRONA tersebul l<epala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia membenluk Tnn Koordinasi Kegialan PRONA yang terdiri dari 

Tnn Pengarah Kegiatan PRONA dan Tnn Teknls Kegiatan PRONA. Tugas Tin Koortlinasi 

Kegialan PRONA .adalah : • 

a. Melakukan pembiliaan, pengawasan dan evaluasi secara berjenjang kepada koordinator 

Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Koordinator Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lerhadap 

pelaksanaan Kegiatan PRONA terutama untuk keakuratan data laporan Keglatan PRONA 

dalam aplikasl SKMPP; 

b. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan workshop dalam rangka penyusunan kebijakan 

Kegla'tanPRONA; 

c. M!lmlasllltasllfle1l~salan masalah yang berkaitan dengan ~aan 1<eglatan 

· PRONA; 

d. Menyusun laporan Rekapitulasl Keglatan PRONA. 

T1111 Koordlnasl Kegiatan PRONA bi!rtanggungjawab kepada Kepela BPN-Rl melalui Oeputi 

Bidang Hak T anali dan Peridaftaran T ariah. 

Peturjllt Teknis Kegialan· PRONA 12 
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2. Kantor Wilayah BPN Provinsi 

Kepa!a Kantor WUayah BPN Provinsi sesuai Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 4 Tahun 2006 
melaksanakan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi secara menyeluruh 
~laksan~. Kegjafan PRONA di wilayahnya, Dalam rangka pelaksan'aan lugas p<ikok dan · 
fu"9SI lelsebui Kepilla Kantor Wilayah ,BPN Provinsi dibantu oleh : · 

a. Kepala Bagian Tala Usaha. yang bertugas membenkan pelayanan adminlstrasi. 
penyuStmall program, dan menyiapkan bahan evaluasi serta penyusunan laporan 
berkaftan deflllan pefaksanaan Kegfatan PRONA. ' 

b. Kepala Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan yang bertugas melakukan kooromasi, 
blmblngan teknfs dan pengawasan pelaksanaan pengukuran. pemetaan dalam rangka 
~ Kegiatan PRONA. 

c. Kepala Bldang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yang bertugas me!akukan koonlinasi, 
blmblngan teknls dan pengawasan pelaksanaan penegasan konversi atau pengakuan hak. 
pembe11an hak alas lanah, pembukuan dan j;enelbffan sertipikat dalam · rangka 
pelaksllla8n Kegiatan PROM· 

c!. ·~ ;B!!'aw', ~ dan ~ Pertan• yang 'bertug8s n*ukan · 
kooldlnasi, bimblngan teknfs dan peng1!f18S80 berltaitan dengan pelaksanaan Keglatan 
PRONA di alaS Tanah O~k L.andrefonn (TOL) atau Obyek IP4T. 

e. Kepala Bidang Pei)Qendaf"ian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas 
melakukan k~nasi, blmbingan teknfs dan pengawasan berkaitar\ dengan pemanfaatan 

tanah Negara; dan tanah terlantar serta mengupayakan pemberdayaan masyarakal dalam 
rangka mendukung pelalcsanaan Kegiatan PRONA 

t Kepala Bldang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, dan Konflik Pertanahan yang 
bertugas melakukan koordinasi, bimbingan leknls dan pengawasan dalam rangka 
peilanganan dan penyelesalan sengketa, konllik dan perkara pertanahan pada lokasi 
Kegiatan PRONA. 

Dalam rangka pelaksanaan koortllnasi secara ~h. selain melaksanakan tugas 
~rsebtit Kepala Kantor Wllayah BPN Provlnsi dapat metietapkan tugas-tugas Jain sesual 
liepefllial ~ian l<egiatan PRONA ' . 

3. Kantor Pertanahan KabupatenJKota ' 

Kepala Kantor Pe!1anahan Kabupaten!Kota sesuai dengan Peraturan Kepala BPN-Rl Nomor 4 
Tahun 2006 flle!aksanakan Keglatan PRONA mulai dari perencahaan sampal dengan 
penyerahan sertiPlkat. pelaporan dan pendokumellfaslan, dalam rangka melaksanakan tugas 
ter.;ebut KepaJa Kantor Pertanahan Kabupalen/Kota dibanlu oleh : 

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas memberikan pelayanan adminfstrasf, 
penyusunan program, dan menyiapkan bahan evaluasi serta penyusunan laporan; 
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dan Deputi Bidang HakTanah dan Pendaftaran Tanah selaku penanggungjawab dan Ketua 

lim Koordlnator Kegiatan PRONA BPN Rl. 

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menetapkan lokasi Desa/Kelurahan di dalam 

·.1layah kecamatan lokasl Kegiatan PRONA sebagalmana dimaksud dalam Sural Keputusan 

Kepala Kantor Wllayah BPN Provinsi dengan tembusan kepada Kepala BPN-RI c.q. Sekretaris 

Utama dan .Deputi Bidang Hak T anah dan Pendaftaran Tanah selaku penanggungjawab dan 

Ketua Tim KOonflllator Kegiatan PRONA BPN Rl. 

6. Kepala Kantor Wllayah BPN Provinsi dapat merevlsi Kecamatan lokasl Keglatan PRONA, alas 

usulan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

7. JSepalli ~' ~ri!Jna!lan Kabupalen/Ko~i! (!apal merevisl desalkelur3han lokasi kegiatan 

!'RONA sepanjang memenuhl la1leria lokast 

c. Penyuluhan. 

SebeiUm ~ksanaarr keglalan pengumpulan data yuridis dan fislk: cliadakan penyuluhan 

· untuk memberlkan _pimjelasari program. tujuan serla manfaat. persyaratail permohonan hak, 

obyek. subyek Kegllllan PRONA, hak dan kewajiban peserla Kegialan PRONA sesual.ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku. Penyuluhan bertujuan untuk memberilahul<an kepada 

peniillk .lanah atau kiJasanya atau pihak lain yang berkepentingan bahwa di Oesa/Kelurahan 

tersebut akan diselenggarakan Keglatan PRONA .. Diharapkan dengan penyuluhan tersebut dapat 

menlngkalkan partisipasi, antuslasme dan kepedur~an masyarakal khususnya pemHik lanah untuk 

ikut ser1a sebagal peserla Keglalan PRONA. dan membantu kelancaran pelaksanaan Kegiatan 

ferse.bu!. .• 
, \: l 

1. Pelaksana 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab alas terselenggaranya 

penyuluhan, se(jangkan pelaksanaan dapat dibanlu oleh suatu r'P PenyuluhiTim CRS 

(CUstomer ffl1/atim &INkS&) yang dlbentuk berdasarkan Sural KePIJ!uSan Kepa1a Kantor 

Perlanahan KabupateniKota lokasi Keglatan PRONA. 

2. Peserta 

Peserla penyuluhan adalah masyarakal khususnya para pemHik lanah iii Oesall<elurallan 

lokasl Kegiatan PRONA. Keglatan penyuluhan dapet dHaksanakan secara berjenjang dari 

tlngkal aparat pemerintah Desa/Keiurahan sampal masyarakat pernllik tanah. Maksud 

penyuluhan kepada aparat tersebirt untuk memberikan lnfofmasl dan pengetahuan mengenai 
JSeglat8n PROI<;M,dan IJ18fllaatnya; . • · 

. . -· . . 
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b. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan yang bertugas mela~akan 

pengilkurait dan pemetaan; 

c. Kepala Seksi Hak Tanah dan: Pendaflamn T anah yang bertugas melaksanakan 
pengolahan data, keglalan pemeriksaan tanah, keglatan penegasan konversl atau 
pengakuan hak, pemberlan hak alas tanah, pembukuan dan penerb~an sertipikat; 

d. Kepala Seksi Pengatilran dan Penataan Pertanahan yang bertugas melaksanakan 
pelayanan di bldang penatagunaan tanah, dan landreform; 

e. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan yang bertugas di bidang pengendalian 
pertanahan dan pemberdayaan masyarakat; 

f. Kepala Seksi Sengketa, Konftik dan Pelkam yang bertugas melaksanakan penanganan 
sengketa dan konftik pertaoahan. 

Dalam. rangka pelaksanaan kooidlnasl secara menyeluruh, selain · mefaksanakan kegiatan 
erseblit ~~ Kantpr Pel1anahan KabUpalen/Kilta dapat·menetapk;ln tugas-tugas lain sesuai · . 
keperlUan ~ kegJalan PRONA: ' · · · 

. . 
B. Penetapan Lollasl 

Dalam nnengusulkan dan menetapkan obyek Kegiatan PRONA agar dilakukan secam 
• cermat dan teflli ses~Jfi denQa!l kllteria fo1lasl yang Ielah ditentukan. Penetapan lokasi Keglatan 

PRONA hendaknya menl(l!!Ihatikan hasif.basil dar! piogmm pertanahan yang ada di Kantor 
Pertanahan K;Jbupaten/Kota atau .yang dilakukan oleh Kanbr Wilayah BPN Provinsi pada tahun 
anggamn sebelumnya terutama IP4T. 

Mekanisme penetapan lokasl KegJatan PRONAdilakukan dengan cam sebagal berikut: 

1. Kepafa Kantor Peltanahan Kabupatenn<ola menyusun daftar kecamatan dan Desa/Keturahan 
calon lokasi Kegialan PRONA sesu~ dengan kriterta lokasi dengan memperhab'kan : 

a. Jumlah masyamkat golongan ekonomllemah sampal menengah di .Desan<elurahan yang 
beisan9!Wial'll . . . . . 

b. Usulanlpermintaan _Keglalan pen$ertlpbta!l tanah dari Pemerintah atau Pemerintah 
Daemh; 

c. Ketersediaan lnfraslruldur pendallaran lanah. 

2. Kepafa Kantor ~rtanahari KallupateniKola rnengusulkan kecamatan, caJon lokasi Keglatan 
PRONA kepada Kepala KanlDr Wllayeh BPN Provlnsi. 

3. Kepala Kantor Wllayah BPN Provlnsl menellll dan mengkap usufan calon kecamatan lokasi 
Kegialan PRONA 

4. Kepafa Kantor Wilayah BPN Provinsi menerbilkan Sural Keputusan Kecamatan Lokasi 

Kegialan . PRONA, dan menyampalkan sural keputusan lersebut kepada Kepafa Kantor 

Pertanahan Kabupaten!Kola dengail tembusan kepada Kepala BPN-Rl c.q .. Sekrelaris Utama 
,, 

PebJ1juk Telcnis 1<19a1aB PRONA 14 
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Adapun peserta yang dillerikan penyuluhan meliputi kelornpok masyarakat pemilik tanah, 

pernuka rnasyarakat, lurahlkepala desa lleserta aparatnya, kepala dusun, ketua lingkungan, 

ketua RW dan ketua RT atau pernlrnpin informal (!Qkoh rnasyarakat, tokoh adat, pemuka 

agama, dan ketua organlsasi sosiallainnya). Keglatan penyuluhan dllakukan secara langsung 

rnelalul cerarilah dan dapat dilanjutkan dengan oJSkusi dan tanya jawab. 

Pelaksanaan penyuluhan dlbuatkan Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan dilengkapi dengan 

da1lar hadir. 

3. Metod~ peliyii)U!Jan . . · .. 
Untuk dapat mencapal sasaran: Kegiatan PRONA, diperlukan beberapa melode 

penyuluhan, sebagal ben"kut : 

a Penyuluhan secara langsung; 

b. Penyuluhantidak langsung dapat dilaksanakan melalul : 

1) media cetak atau 

2) media eleldronllt 

Penyuluhan langsung disarnpalkan oleh. penyuluh kepada kelornpok masyarakat ·langsung 

secara lisan di lokasl Kegfatan PRONA melalul tatap muka. Oatarn melode inL pesanlinformasi 

dilakokan dengan ceramah dan pilda akhir kesempatan diadakan. diskusl dan tanya-jawab 

~!f~luk ~nd~n .ko~nikasi dua arall , antara pelaksana dan peseita Keglatan ·PRONA · 

Sedangkan penyuluhan tidak tangsung, penyampalan pesanlinforrnasl dllakukan melalui mel!la 

cefak (seperti spanduk; brosur, leaflet. cetakan lalnnya) maupun "media- elektronik (rad"10, 

lntemeQ. 

Semua melode Jersebut dftempuh dengan maksud untuk memperoleh hasil yang optimal 

datarn memberikan pengel!lan, pemahaman dan ~huan Keglatan PRONA. 

4. Materi PenYQIUhan 

Secara umum materJ atau pesan yang d1SIIfl1l8lkan dalam penyuluhan adalah penjelasan 

mengenai maksud dan tujOan per1daftarlin lanah, prosedur dan tala cara kerja pendal!aran 

.tanah, syarat-syaral permohonan haklpenda11aran tanah, hak dan kawajlban serta tanggung 

]awab J,emn~ tanah,. Dlltarapkan rilasyara~t dapai mempersiapkan dok~menlsurat-surat bukti 

pemDikan/ penguasaan tanah leblh awat. . . 
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D. Pengumpulan Data (alas haklalat bukti) 

1. Petugas 

Pengumpulan dan pengolahan data yuridis dRalrukan oleh Petugas yang artetapkan oleh 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupa ... v'Kota yang lerdiri dari petugas dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota dan Petugas Desa/Kelurahan setempal. 

2. Mekanlsme P~n!!"lilPu,lan Data 

a. Kepala Kantor Pertanahan Kabu~terv'Kota menunjuk petugas pengumpul data yuridis 

dalam rangka inventarisasi dan ldentifikasl calon peserta Kegiatan PRONA 

b. Koordinasl dengan Pemerlnlah Desa/Kelurahan. 

c. Pengumptd data yuridlS berlugas: 

1). Mendala calonsubyek Kegiatan PRONA; 

2). Mengumpulan clokumen buldi kepemilikan tanah (alat buldi hak/alas hak); 

3}. Menellli hubungan hukum buldi kepemb'kan tanah (alai buldi hak/a~ hak} dengiin 
subyek hak {calon peserta Kegiatan PRONA); 

4). Membua!DaftarNominatifCalon Peserta Kegiatan PRONA meHputi: 

; a) identi~ calo!l pesertl {nama, umur, alalnaO; 
. ~· :\ ::-. : 

b) peketjaant, 

c) luas tanah; · 

d) Penggunaan tanah; 

e) status lanah (tanah bekas mllik ada! atau lanah Negara); 

I} alai buldi halchllas hak; dan 

g) keterangan (yang dianggap perlu). 

·' 

5). Menyerahkan daflar llOirinaUf calon peserta beserta dokumeiHiokumen hasll 
penefltian kepada Kepala Kantor untuk ditetapkan menjadl peserta. 

6). Menyerahkan formufir perl!lOhonan hak/pendciftaran tanah kepada peserta Kegiatan 
PRONA yang Ielah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kola. 

7); Mel1el'iM permol\onan h8k/pendaftaran tanah yang dilami>lii al~ hak beru~ : sural
SUral tanah, bllkfi..buldi perolehan tanah, maupun ljinlrekomendasi berkaltan dengan . . 
tanahnya dan laln'-laln sesual ketentuan yang bertaku, 

8~ Membuat buldi penerimaan berkas, dan diserahkan kepada perqOhon. 

Pelllljuk Teknls Ka!jatan PRONA 17 
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•. '·. 

9). Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas administrasi Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota untuk dilakukan entri data pada aplikasi KKP dan proses pelaksanaan 
Kegiatan selanjutnya. 

3. Penetapan Peserta Kegiatan PRONA 
. .. 

: HaSO'inventallsasi dan klentilikasi cakm peserta Kegiatan PRONA dari petugas pengumput 

data yuridis, selanjutnya diteliti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan yang Ielah 
memenuhi syarat dan kliteria yang dilentukan selanjutnya dHetapkan menjadi peserta Kegiatan 

PRONA dengan Sura! KepUtusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten!Kota. 
' 

4. Permohonan Hai!/Pendaftaran Tanah 

Peserla Keglalan PRONA yang Ielah ditefapkan mengajukan permohonan f'!!lldallaran 
lanah kepada Kepala Kantor Perlanahan Kabupaten/Kota, dan yang berkasnya sudah lengkap, 
selanjutnya dibukukan dan didallar dengan melakukan entri pada aph"kasi Komputelisasl 
Kantor Pertanahan (KKP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khusus Kegiatan 
PROf'4A, sebagal bertkut 

a Enlrl data permohonan untuk .Kegiatan yang ~~ masal peda aplikasl KKP dapa! 
dilakukan secara masal Dengan demildan supaya ilibuat. daftar pengelompokan berkas 

: yang sudah feqg~p dalam saht desa/l<elurahan. ' ' . . .. .. \ 

· b. Pencetakan Dallar · lsian 301 setelah entrl data digunakan ontuk membantu dalam . ' . . 
pengendalian paila proses selanjUtnya. 

c. Melakukan entri data tahapan-tahapan proses pendallaran 1aha\l yang su~ selesal 

sesuai dengan:aplikaSi Kl<P.dan aplikasi.SJ<MPP. 

d. Kontrol kwalltas hasH entri data harus dilakukan unluk rT16111C1Sbl<an: 

Obyek dan subyek yang dimohon tidak sedang dalam Proses permohonan sporadik atau 
sudah !erb~ sertipikatnya; 

Valldasi ldenmBS data pemohonlcalon pemegang hak sudah dilakukan dengan Surat 
Keputusan peserta Kegialan PRONA; 

• Validasi tenfang en1r1 data islan pada aplikasi KKP suclah sesua1 clengan data yang ada 
pada do_kumen Data Flsik dan Data Yuridis serta data Jllllldukung lalnnya dalam 
. : ; ,, l ,: ~ ; . ' 

pennohonan hak. 

E. Pengukuran dan Pemetaari 

Proses pengukuran pemetaan adalah proses memastlkan obyek hak yang memenuhi 
' persyaralan teknis untuk diletapkan sebagal pemilik subyek hak alas fanah. 

1. Persiapan, mefrpuli Kegiatan : 

a. Memastikan obyek hak sesuai dengan Sural Keputusan Peserta Kegiatan PRONA dari 
Kepala Kantor Perlanahan Kabupaten/Kota; 

Pelu!jult Tekrls Kegiatan PRONA 18 
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b. Penugasan Petugas ukur dari f(anlor Wilayah atau Kantor Pertana!)an Kabupalen/Kota Jain 
dimungkinkan unttik difungsik<in sebagai pelugas ukur yang diperbantukan eli iokasi 

: l<egiatan; 

c. Penunjukan petugas ukur dengan Hlempertimbangan kemampuan dan kapasitas pelugas 

ukur yang ada dan penugasan pada pelayanan rutin; 

d. Pembuatan SUral Tugas oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan l'emetaan; 

e. Sural Pembertiahuan kepada pemohon oleh Kepala Kantor atau yang diberi wewenang; 

f. lnventarisasi untuk memastikan infrastruktur peta dasar pendaftaran tanah, balk yang 

berbentuk hardcopy maupun soltcopy, di lokasi yang dltetapkan; 

g. ll!ventarisasi peta batas kawasan hutan dan kawasan tertarang (restriCtion area) lain, 

misalnya galls se-an jalan, garis sempadan sungal, galls pantal dan lain-lain; 

h .. lnventarisasi untuk memaslikan bklang-bldang tanah terdaftar dllokasi yang ditetapkan; 

· · · L · Persfapan pemasangan titik dasar telulik, apabila dipedukiln dengan m&!Tipet1imbangkan 
: k~TDT}arigsudahada; . 

1 Penggunaan alat ukur GPS untuk'memastikan poslsi geogralis bldang tanah dan detaB 

dalam rangka pemetaan bklang 1anah pada sistim koordinat TM3. 

2. Pengukuran Bidang Tanah.daillkatan · 

Prosedur standar pengukuran kadastral dan pemetaan bidang tanah berpedoman 
pada Peraturan Pemerintall Nornor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteii Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sella Petunjuk Teknis 
Pengukuran Pemetaan Bidang, Pengukuran Bidang dengan CORS. 

Beberapa kelentuan khusus yang pertu diperhatikan dalam pelaksanaan pengukuran dan 
· pemetaan antara lain : 

a. Pengukuran titik ilasar teknik untuk mendapalkan posisl koordinat dalam sistim koordinat 
TJil3,un!1Jkll~rlu!!n penglkalan haSn pengukuran bklang 1anah; ' · ., 

b. . Pemastian bahwa ·.penetapan ba!as sudah. mendapat persetujuan dari pemohon dan 
1etangga berbatas serta sudah dfpasang tanda batasnya. Kecual balas merupakan detaB 
merupaken bangunan fisik, misalnya pagar, tembok dU; 

c. Penelapan dan pengukuran batas bidang lanah dengan mempertimbangkan galls 
sempadan jalan, garts sempadan sungai, garis panlai, kawasan hutan dan kawasan 
terlarang lain ( restrlcllon 8188); 

-d. Pembuatan sket dafa lapangan lebih dari satu bldang lanah dalam satu Gambar Ukur 
adalah bldall9"bldang tanah yang berada dalam satu hamparan. Jumlah bldang 
dlsesuaikan dengan format lembar Gambar Ukur; 
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e. Penetapan batas bidang dan penandatangan persetujuan penetapan batas {kontradiksi 
delimltasi) memperhatikan kondisi dan jumlah bidang tanah terukur pada satu lembar 
Gambar Ukur dan Status batas bidang tanah terukur {masih batas sementara atau batas 
past!); 

f. Penandatanglinan persetujuan tetangga berbatasan di Gambar Ukur dan Daftar !sian 201 . 
halaman 1 butir 1.4. harus sama; 

g. Data ukuran lapangan (panjangan sisi-sisi bidang tanah, titik ikatan, debl alam, detil 
buatanlbangunan, nomor-nomor titik batas bidang tanah, lilik ikatan, sket lapangan) 
tertuang di Gambar Ukur; 

h. Print_ out data lapangan sabagai hasfl pengukuran menggunakan ala! ukur elektronikf 
salelit, misalnya Total Station, Rover, GPS, merupakan bagian dari kelengkapan Gambar 

j; u.M. keperluan pemetaan dan perigembanan batas, pengukuian bidang tanah .• dengan . 

rnengikatan detallisik atau detail-virtual atau gabuilgan keduanya. Detail IisaK dllakukan 
dengan menggunakan alai ukur ·yang menghasllkan panjangan dan sudut {llisalnya 
Theodolit, . Meteran, Total Station), sedangkan delaU virtual diperoleh denglll 

me~ alai GPS (Cors, tm<); ' 

~. Kelengkapan .data lapangan yang belum tertuang pada tonnat Daflar lsian 207 harus 
lf1penuhi untuk memenuhi persyaratan teknis pengukuran bidang lanah,.yailu: ' 

Nomor/ tanggal Daflar lsian 302, Surat Ukur, Nomor ldentifikasl Bidang T anah (NIB~ 

Pemanfaatan bidang tanah pada saat pengukuran 

Nomor lembar zane TM3 peta dasar pendflaran tanah 

- Nomorljenis aiat ukur {The<:ii:torrt. Total Station, Rover, GPS) yang digunakan. 

k. AJiabila; \lid~· ~nah terukur diinqikasikan sudah. terdattar.tersertlpikal dilakukan · · 
penelitian yuridis dan teknis. Jika ,hasil penelilian bidang tanah lersebut sudah tenlaflar, 
pengukuran dibatalkan dan penllohonan dibatalkan (close) S:&lelah dibuafkan Serlla 
Acara. 

l Apabila terjac;tl sanggahan selama proses pengumuman dan harus 'dUakukan penunjukan, 
penetapan dan pengukuran utang batas bidang tanah, jika dipertokan dapal dlbuafkan 
Gambar Ukur baru dengan mematikan Gambar Ukur lama (lidak dibuang). Gambar Ukur 
dan Bertta Acara Penetapan Balas Baru merupakan dokumen dan menjadl arslp Gambar 
Ukur. 

m. Konlrol kualftas hasil pengukuran lapangan untuk memastikan bahwa data lislk bidang 
tanah terukur: 

- Petugas ukur yang d~unjuk.Se&uai dengan sural penugasan; 
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Sudah cfdakukan validasi lerhadap kebenaran posisi pengokuran penetapan batas 
bldang tanah; · · 

- Bldang tanah terukur ada!ah obyek yang lercantum pada Sural Keputusan Peserta 
Keglatan PRONA; 

Persyaratan teknis prosedur pengukuran, keleHtian data ukuran, pembuatan Gambar 
Ukur sesuai dengan standar yang dnetapkan dalam pedoman yang ada. 

3. Pengolahan Data 

a. Memastikan bahwa hasn pengukuran lapangan sesual obyek yang \ercantum pada Sural 
Keputusan Peserta Kegiatan PRONA dan berkas permollonan yang ada; . 

t>. ~laku~!l~ eptr( da)a pada aplikasl KKf' sesual ~ data obyek 'hak (adminiSirasi dan 

leknls~ 

c. Pengkartiran bidang lanah secarit dlgltal mengacu pada data ll!pangan pada Gambar 
Ukur; 

' d. Hasll ukuran, luas secara digital dengan CAD dfiakukt~n V!IDdasl secara hltungan luas 
manual secara ranllom; 

e. Perbedaar1 luas hasH hltungan dengan bukti penguasaan harus segera dllronfirmasl 
· dengan pemohon untuk dilengkapl dengan data pendukung yang lain; 

f. Pemelaan bidang tanah dilakukan pada aplikasi Geol<KP {W untuk data spasla!). 
Artinya setiap bidang tanah harus mempunyai koorcfmat dengan $1Stem koordinat nasional 
TM3 (geo-refenmr;e); 

g. Untuk ll)emastikan kebenaran posisi, ploting bidang tanah dnakutan pada peta cl\fa; 
ti. P~neibita~ Noriior 'klentifikasl Bidang' Tanah (NiB) setJagal ~ plotiilg bidang tanah 

· pada aplikasl GeOKKP, dlturiskan secara manual pad a Gambar Ukur dan hard copy 
berkas pemeriksaan yang lain; 

i. lnl!lgrasl data spaslal dengan data spasial dnakukan untuk meme1111hl kuafrtas data yuricfiS 
secara elektrilnlk; 

j. Peta pendaftaran dalam bentuk hardcopy tidak dipef1Ukan. Unluk keperluan lertentu 
(mlsalnya pemerlksaan lntemaO. dapat dnakukan pencetakan (print out) peta pendaftaran 
dengan skala sesuall<ebuluhan dan memperhaUkan kondisi dan sebaran bidang tanah 
terukur; 

k. Dalam kOndlsl tertentu, misaln}ia gangguan teknis ~ slstem alau jaringan koneksl KKP/ 
GeoKKP dan sebab yang lain, -pemetaan analog {/r.itlleopy) pada peta pendaftaran dapat 
dJI!tkukl!n d!!~n rnemperhaUkan hal-hal sebagai berikut : 

; : . / ~ · .. · . 
- · menghlndarf dliplikasi pe~atru\ peta da~ar pendaftaran pada satu wllayah 

adminlstrasl; 
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secara bertahap' data analog tersebut harus dilakukan digltatisasi ke dalam sistem dan 
aplikasi KKP/GeoKKP; 

- Kepala Seksi · Survei, Pengukuran dan Pernetaan bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan digl1allsasi data bidang tanah terukur, setelah kendata dapat 

tersetesalkan. 

I. Apabila obyek bidang tanah terukur yang merupakan obyek bidang tanah Kegi.atan lain 
yang sudah pernah dRakukan pengukuran kadastrat dan dls$tujul oleh Kepala Seksl 
Survel Pengukuran dan Pemetaan, maka tidak pertu dftakukan pengukuran tagl. T erhadap 
biaya yang su~ah dialokasikan untuk bidang tanah tersebut. dilpat d!allhkan ke obyek 
yang taJn 'ilengan mengikuli aturan dan prosedur sebagaimana SUral Sekretaris Utama 
Nomor 498-420-settama tanggat 1'7 Febnlari 2009; 

' . 
m. T erhadap bldang tanah pada butlr di alas, dilakukan kutipan {lliaya nol) dengan nomor 

dan tanggal Dallar tslan 203; 

n. Kontrollwalllas tertiadap hasil peilgukuran dan pemetaan bldang haNs dllakukan setiap 
sub tahap ~iatan oJeh pejabal s1ruktural atau Petugas yang ditunJUk. 

- Memasllkan bahwa serroa petayanan sudah tercakup dalam aplikasi ~P; 

Memastlkan bahwa data bertcas pengukuran terhindar kesalahan {human error) datam 
proses entrf di apll<asll<KPfGeoKKP; 

- Memasb'kan bahwa posisl koordinat bidang tanah terukur ailatah posisl yang benar 
sesual dengan posJsi di lapangan; · 

- . Kendala yang berkailan dengan pelaksanaan tercatalllerdokumentasi dengan baik. 
' 0 

4. Penerbitan P.ela Bidangdan Surat Ul<ur 

a. Penerbitan Peta 8idang Bidang bersamaan dengan penerbitan Sura! Ukur. 

b. Pencetakan. peta bidangl Sural Ukur dilakukan setelah dipastikan bahwa bidang 

tanah lerukur sudah terpetakan dan terletak pada posisi/ koordinal yang benar 

pada apllkaSi Geokk"p. 

c. Apablla selama. proses sertipikasi (betum ter'liit sertiplkat}, rerjadi pemekaran · 

wilayah administrasi pada bidang tanah terukur dan sudilh terbit NIB, dapat 

dilakukan ganti desa terhitung sejak terbitnya Peraturan Daerah. Sehingga pada 

saat terbitnya sertipikat, bidang tanah terletak pada desalkefurahan haSJl 

pemekaran wtlayah admlnistrasL Pada saat yang sarna peta bidang dengan NIB 

lama dirnatlkan. 

d. Pete bidang merupakan kefengkapan data untuk proses, pemen'ksaan atau 
~ . . • . ·! 

penefitiari debl dan digunakan IJ!liuk proses pengumumari (01 201C). 

e. Satu Jembar peta bidang blsa1erdlri dari Jebih dari satu bldang tanah dengan 

satu nomor pete bidang dan NIB setiap bidang tanah. Untuk mendukung 
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penggambaran peta bidang tersebut. dicetak daftar tekstual tentang 

kelengkapan data lainnya, contoh dalain lampiran 6 

f. Memastikan bahwa posisi bidang tanah lerukur sudah terpetakan dengan benar pada 
apDkasi Geokkp. 

g. Apabila selama masa proses pengumunian, terdapat sanggahan terhadap batas 

bi~ang tanah sehingga memef1ukan perubahan data obyek hak, di/akukan 

penerbita'n 'peta bidang baru dengan nomor peta bidang baru dan NIB tetap .. 

Terhadap Sural Ukur yang suc!'_ah dlterbitkan dUakukan perbaikan sesuai dengan 

kondisi perubahan yang tetjadi. 

h. Peta bidang dan Surat. Ukur (sebagai arsip) ditandatangi oleh Kepala Seksi 

SuNei Pengukuran dan Pemetaan atau yang dlberl wewenang. T erhadap Surat 

Ukur sebagai lampiran sertlpi<at ditandatangani setelah proses pengumuman 

dan tidak teljadi sanggahan. · 

i. Pencetak110 01203 sebagai kelengkapan data bahwa bidang tanah sudah terblt 

NIB dan terpetakan. 

j. Sebelum dllakukan enlrl data bldang lanah cfipaStikao behwa : 

• · Gilmbar Ukur S!ldah .lerlsl·lengkap nomor/langgl 01 302, nomor SUral Ukurr; NIB, 

• nompr lembilf zone TM3 peta d~sar penda!laran, kondisi pemanfaalan bidat)g lanah, . 
nilnia 'dan ·ianda tanga~ petugas Ukurt pemiihon· aia~ kuasanya/sal(si, Surat · 
Pemyataan Perbedaan Luas ~ ada). sket lokasi bidang tanah. 

HasU hHungan luas sama dengan peta bidang tanah dan 01 201 C yang sudah 
diumumkan. 

k. Melakukan entrl semila data flsik bidang lanah yang ada di apDkasi Geokkp sesuai 
dengan data fisik di lapangan dan data administrasl berkas permohonan 

I. Mencelak Sural Ukur (01207) lekstual dan spasial (bidang tanah). 

m. Konlrol kuilrilas temadap Penelbltan Peta Bidangl SUrat Ukur dilakukan untuk 
mernastikan bahwa : 

• NIB yang terbil pada setiap ~ tanah sudah 1e1catat manual dan sesuai dengan bidang-

bidang tanah terukur pada GambarUiwr 

• Valk!al11 su~ <!Rakukan terhadap ftasil enlrl data be!Xas permohonan pengukim. 

Valldasi lerhadap hasil enlrl da{a lekstual ~an posisl bidang data spaslal. 

Tldak ada sanggahan selama proses pengumuman. Apabila harus dllakukan 
perubahan 1erhadap bidang tanah, lerhadap Surat Ukur yang sudah terbit harus 
dltakukan :perubahan. . 
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F. Pemeriksaan Tallah 

Pemeriksaan tanah dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang ditetapkan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan KabupatenJKota dengan susunan keanggotaan dan tugasnya 
berpedollll!" pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republill ~ t:«>mor 7 
Tahun 2007 'Serta,'Pasar 83 dan 84 Peraturan Pemerintah Nomor 24 ·rahun 1997Pemenksaan 
tanah dapat dilakukan secara koleldif terfladap obyek yang ler1etak dalam satu hamparan dl dalam 
satu desa/kelurahan yang · Ieiah d'l!etapt«tn sebagai obyek Kegiatan PRONA sesuai kondisi 
lapangan. 

Mekanisme pemerikSljan lanah.: 

1. Persiapan 

a. Kepala SUbbagian Tala Usaha Kantor P~ KabupafllnJKofa mentuat sural tugas 
untuk pemeril<saan tanah oleh Pani6a Pemerlksa Tanah A; 

b. Kepala Su~n Tala Usaha Kantor Peltanahan KabupaleniKota membuat undangan 
jadwal pemeriksaan tanah di Japangan dan sicjq pemeriksaan lanah; 

c .. Ketua Panilla Pemeriksa Tarni~ Abel1roordlnasldeogan Pemerinlah OeSall<ehlrahan; . . 
d. Kelua. Pal)itia ~n'ksa T anah A inflnunjul( 3 (tiga). orang · ~. termasufi KI!PlJia · · 

Desan<elurahan atau Perangkat Oesa/Kelurallan yang di!Unjuk sebagal anggola panilla. 
. ' 

2. Tugas Panltia Pemeriksa Tanah A di Lapangan 

Anggola yang difunjuk oleh Kelua Panitia Pemeriksa Tanah A meJakukllll pemer1ksaan lapang, 
melaksanakan tugas antara lain: 

a. Mengadakan peneUtian dan penlnjauan fisik alas lanah yang dlmohon . mengenai 
penguasaan, penggunaan/keadaan lanah kebenaran dan kesesualan dlri pemohon sesuai 
dengan blikll. surat yang d'ilampilkan dan batas.balas bldang lanah pemasangan Ianda 
batasnya, keadaan fisik (kelerenganlkernlringan tanah); 

b. Mengumpulkan kelerangan/pen)elasan dan pemohoo dan p911111ik tanah yang belbatasan 
atau kuasanya serta menellti ~ lldaknya keberalan dan pillak lain; 

c. Mlmellfl kepenli!l!llln umum dan kepentingan Negara/Pemerintah dl alas tanah .tersebut, 
rnelfputi : ' ' 

' 
- sumber/saluran .afr, ]alan serviluut, tugu bianggulasf a!au Ianda tlflk ltoordfnat lalnnya, 

tiang/menSJ'!Illslrik. telekomunlkasi, dan hal-hal lain yang bukan kepunyaan pemohon 
tetapi untuk dfmanfaalkan bagl kepenfingan umum, masyarakat, PernerintalbNegara; 

ada alau iidaknya benda-benda purbakala atau warisan budaya dl alas tanah tersebut 
yang dillndungi; 

- fetak !anahnya berkaltan dengan kawasan konseNasl, situs atau habllal tertentu yang 
dlllndungf; 
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. . . :- _· :\ . . . 
6. Apabila terdapat ketieralan pada saat pengilmuman Data Fisik dan Data Yuridis sebagalmana 

dimaksud point 6 maka Kepala Kantor .Pertanahan Kabupaten!Kota atau pejabat yang ditunjuk 

rnelakukan penelitiali dan hasilnya dituangkan dalarn berita acara. 

7. Hasil pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dibualkan pengesahan oleh Kepala Kantor 
Pertan8han Kabupaten!Kota. 

H. Penerbltan SK Hak/Pengesaban Data Aslk dan Data Yuridls 

1. Hak alas bidang fanab yang berasal dari hak-hak lama yang .atat buktl tertulisnya lengkap 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agrarla/Kepala 
BPN Nomor 3 Tahun 1997, dan yang alai bukti lertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan 

saksl maupun pemyataan yang becsangkulan sebagafmana dlmaksud dalam Pasal 76 ayat (2), 
penetapan baknya dilakukan melalul penegasan konversi sesual Pasai 88 ayat (1) huru1 a 
dengan Sural Kepulusan- Kepaia Kantor Pe!lanahan Kablqlaten/Kola ·YliRIJ diiUallQkl!n dalam . . ' . ·' 
Oallar l$ian 20t , , , . 

2. Hak alas bldang lanah yailg· becasal dliri hak-haklama yang ala! buktl tertulls tidak ada. telapi 
Ielah dibuktikan kenyataan penguasaan ~ se1ama. 20 tahun · sebaQaimana dlmaksud 
dalam Pasal76 ayat (3}. penetapan haknya dilakukan melalul pengaku" hak sesual Pasal88 
ayat (1) huru1 b ~gati SUral KeputUsan Kepaia Kantor Perfanahan Kabupatenn<gla yang 
diiUangkan dalam Dallac !sian 201. 

3. Hak alas bidang lanah. yang berasai dari fanah Negaca penetapan haknya melatul proses 
penetapari pemberian hak, dengan Sural Keputusan Pemberian Hak Alas Tanall sesuai 

kewenangan yang diatur dalarn Peraturan Kepala Badan Perlanahan Naslonal Nomor 1 Tahun 
2011 jo. Peraturan Kepala Bad an Pertanahan Naslonai NQmor 3 Tahun 201 ~ jo • Peraturan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor2 Tahun 201.3 • 

. . 
Mekanls~ Penerbltan SK/Pengesahan Data Flslk dan Data Yuridis: 

1. Petug~s pe~golah d~la yang ditunjuk s~ai dilngan tugas pokok dlin fungsinya, ~mpun · 
berkas pennohonan yang Ielah d'rle~pl dengan Sura! Ukur, pengumuman untuk proses 
penegasan konversf aliw pengakuan hak, Dallac Isfan, dan Risalah Panilia Pernen'ksaan 
TanahA. 

I 

2. Petugas pengolail data menyiapkan telaahan masaiah dalam .bentuk Rlsalah Pengoiahan Dala 
sesual dengan format yang Ielah ditentukan. 

• 
3. 8ef11as pennohonan lelsebut dlsarnpaikan dengan dllengkapl daflar pennohonan secara 

koleklif kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kola melatul hlecarki yang berlaku 
secara be!jenjang. 

4, Kepala Kantor Perfanahan KabupatenA<ota: 

a. Mengesahkan Berita At:aca Pengesahan Dala FISik dan data Yuridls dan menerbitan Sural 
KepuluSlln Penegasan Konversf, se.telah memperhatikan h8$il pengumuman ~~ Hak 

--·· .. •':'• ' . 
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alas bidaog tanah yang berasaf dari hak-hak lama yang alat bukti tertulis lengkap atau 
tidak lengkap; 

b. Mengesahkari Berlla Acara Pengesahan Data Fiisik dan Data Yuridis dan menelbi1kan 
Surat Keputusan Pengakuan Hak setelah memperhatikan hasil pengumuman bag! tanah 
Hak alas bldang tanah yang berasal dari hak-hak lama yang alat bukti tertulis lidak ada.; 

c. Menerbilkan Sural Keputusao Pemberian Hak alas bidang tanah yang berasal dari tanah 
Negara sesual kewenangannnya dan untuk penerbitan Sural Keputusan Pembeiian Hak 
Atas Tanah tidak a~perlukan pengumuman. 

5. KepalaKantor Pertanahan Kabupalen/Kota dengan memperhatikan hal-hal sebagaf berlkut : 

a. Pe~ksa(laan~ konve!SI ~kan apabila alai bukti tertulisnya lengkap; ·• 

b. Pelaksanaan penegasan konvelsi >dllakukan apa~ alai bukti iertullsnya tidak tengkap 
telapl ada keterangim saksl rnautiun pemyataan yang bersangkutan. i&nahnya dlk\lasal 
pemohoo atau dikuasai oleh or.mglain alas persetujuan pemohon; 

' c. Pelaksanaan pengakuan hak dllakulcan apabRa alat bukti tertullsnya lldak <Ida tempi Ielah 
dibuklikan penguasaan 1islknya selania 20 (dua PuJuh) tahun berturut turut; · 

d. Kelengkapan dan -kesesualart data admillslrasi yang dllampilkan sebagal ke~ 
berkas permohonan; 

e. ApabRa bukU kepemffikan sebldang tanah dimaksud tidak Jengkap sebaglmana dimaksud 
huruf· b, pembuktian kepemffikan alas bldang tanah Hu dapat dilakukan dengan bUkti lain 

yang dilengkapi deng8n pemyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat 

d~YJI darl sekurang-lam!ngnya_ 2 (dua) orang saksl dari llngkungan ~ 
setempat f,lri'g fidak mempunyal hubungan keluarga dengan yang bersangkutan Sampal 

derajat kedua balk. dalam kekerabatan vertlkal maupun horizontal, yang menyatakan 

bahwa yang bersangkutan adalah benar pemllik bldang lanah tersebut 
f. Dalam hal bu~kli kepernilikan blclang tanah tanah tidak ada sebagaimana dJnallsud 

huruf c maka jlermohonan tersebut hanls disel1al dengan : 

1) Suratpemyataandarl pemohon yang menyalakan: 

a) bahwa pelllOhon Ieiah menguasaf secara nyala tanah yang bersangkulan selama 
20 tahun atau lebih secara berturut-turut atau Ieiah mempernleh penguasaan ltu 
darl pihak atau pihak..pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waklu 
penguasaan pemohon ~ pendahulunya ter5ebut berjumlah 20 tahun atau leblh; 

b) bahwa penguasaan tanah ilu telah dilakukan dengan ltikad ll!dk: . .. 
· c) bahwa Pen!Juasaan ilu lldak 'pemah diganggu gugat ·dan karena 1tu dlanggap 

diakul dan · dibenarkan o~ masyaJakat hukum adat atau desalkelurahan yang . . . 
bersangkulan; 
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d) bahwa tanah l!irsebut sekarang tidak dalam sengketa; 

e) bahwa apabila pemyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan 
kenyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata 
karena membeJjkan keterangan palsu. 

2) Keterangan darl Kepala Desa/l..urah dan yang d"IS8ksikan oleh sekurang.kurangnya 2 
(dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungslnya sebagai tetua 
adat setempat danlatau · penduduk yang $udah lama bertempat itnggai di 

. d~lurahan letak tanah ya!1lJ bersangkutan dan tidak mempunyai ~pbungan 
• k'eiuarga'pemolwn sampai derajln kedua balk :dalam kekerabatan ·vertikal maupun 

hori2pntal, yang membenarkan apa yang dinyatakan olell pemohon dalam sural . . 
pemyataan diatas; 

g. Hasll penelltlan dan risalah ~n data; 

11. Rlsalah pemei1ksaan llinah; 

t HasH Perigumuman selama 60 1larl berturut-turut pada Kantor Per1anahan 
Kabupaten/Kota, Ka1lor Kecamatan dan Kantor Desa/Kantor Kelurahan, khusus bag! 

proses konYe~$~/pe~lgalaJ hak. 

L Pembukuan Hak dan penedlltan sertipikat 

1. Hak alas _tanah, dan tanah wakaf didaftar dengan ffilllllbukukannya dalam buku tanah yang 
merruat Data Fislk dan Oalli Yurtdis bida~ tanah yang :~ngkUtan, dan dicatat pula pada 
Sural Ukumya~sal29aYat(1) PeraturanPemerintah Nom0r24 Tahun'1997'). 
. . : ,: , . ~ . \ . -

2. Pembukqan hak : 

a. penegasan konveril atau pengakuan . hak dlbukukan berdasarkan Berita Ar:dra 
Pengesahan Data Asik dan Data Yurtdis; 

b. pemberian hak, dibUkukan berdas8rkan Surat Keputusan Pemberian Hak Alas Tanah. 

3. Untuk keper1uan pendaftaran hak, setiap bidang tanall yang sudah dlpetakan ®Jam peta 
pendallaran, dibualkan Swat Ukur. 

4. Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada SIJrat Ukur sebagaimana dimaksud 
pada Pasal29 aYat (1) Peraturan Pemer1nlah Nomor24 Tahun 1997 merupakan bullti bahwa 
hak yang bemngkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam 
Sural Ukur secara hukum Ielah didaf!ar menurut Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 1997 
tpasal29 aYat (2) Peralural Pemer1nlah Nomor 24 Tahun 1997]. 

5. Ontuk ~n!Jah pemllgang hak atau pengetola tanab ~kat; diteibitkan sertipikal hak alas . 
tanah dan tanah wakaf tpasal178 aY.at (1) Pelaturan Menteri Negara Agr.;lrtaiKepala Badan 
Pertanahan Naslonal N0100r 3 Tahun 1997). 
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J. Penyerabwl Sertlpikat 

1. SeJUplkat yang Ieiah selesa! dlseral1kan kepada pemegang hak afau kuasanya atau dalam hal 
tanah wakaf, kepada nadzlmya (Pasal 93 Peraturan Mentert Nega!a Agraria/Kepala Badan 

Per111lahan Naskmaf Noloor 3 Talilln 1997} 

2. P.enyeiahan ;Sijrlipt~ djUpayakari dilalui~ secara bertahllp, lldak· ~arus mel1Unggil. seluruh · · 

1arget Ksglalal! selesai. 

3. J>enyeiMM sertlpl1la\ ·llllaksanakan ~ pell.igas Kantor P~ KaOOpatenll<ota dan 

dlbukulalil dan dlbuatkan Ianda t8rima. 

• 

0 • -

.. 
. ' 

...... --·-~----~-------
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BAS IV 
PENGELOLAAN KEUANGAN KEGIATAN PRONA 

A. Pel'eJlCina:"' l{eglatan.dan Anggaran 
. . : ' ... 

' 1. Mekanisme Perencanaan dan Penga11ggaran Kegiatan PRONA 

Proses/mekanisme perencanaan dan penganggaran Kegiatan PRONA dilaksanakan 
dengan sistem berjenjang dan pelp!lduan antara perencanaan dari daerah dan kebijakan 
pusat. dengan m~lalultmapans:ebagatberikut: ' 

a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupalenn<ota menyampalkan usulan Keglatan dan anggaran 
Kegiatan PRONA kepada Kepala Kanlor Wilayah BPN Provinsi dengan dilampirl T~ dan 

RAB paling lambat akhir bulan Januari tabun anggaran sebelumnya (T -1); 

b. Kepala Kantlr WiJayah 8PN Provlnsi menyampalkan usutan Kegiatan dan anggaran 
Kegiatan PRONA yang mellpuli selunlh Satuan Kelja (Kantor Wilayah BPN Provinsi dan 
Kantor Pertanaban ~ ke Bio Perencailaan dan i<eljasama Luar N8gert dan 
1embusannya d"ISafT1l'llken kli(iada Deputi Teknls terkalt pada awal bUlan Februari unluk · 

tah\m angg~·~(T-1);, . ' ' ,, 

c. Untuk mensinkronkan uSIIIan KeiJlatan dan anggaran Keglatan PRONA. Sekretaris Utama 
melalui Biro Perencllllaa!l dan Keljasama Luar Negeri melaksal)akan koordinasi dengan 
Oep11ti Teknis terlalit; · 

d. Setelah melal~i proses!lahapan usulan, pembahasan, penelaahan d\ BAPPENAS, DPR-Rl, 
Ditektorat Jenderal Anggaran, usulali Kegiatan dimaksud diletapkan menjadl OIPA lnduk 
dan DIP A Petikan; 

e. Untuk tindak lanjut pelaksanaan DIPA terse but, setiap Satuan Kerja (Satker) mengesahkan 
Petunjuk Operaslonal Kegiatan (POK); 

f. Sebagai pelaksanaan lnstruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 T ahun 1990, 
masing-masing Satuan Kelja menyusun Program Kerja Tahunan yang memuat : 

1) Besamya alokasianggaran dan sasaran hasil usaha; 

2) Rencaha)adwa~pencaran dll1a dah penoapaian-sasaran keUangan; · 
• 

3) Rencana jadwal pelaksanaan Kegiatan dan pencapalan sasaran Keglatan; 

g. Revisi DIP A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ilndangan. 

2 Prosedur Perencanaan . · 

Prosedur perencaaan dalam rangka pelaksanaan Kegiallin PRONA sebagal ben'kut : 

a. Rencana Program Kelja Tahunan (RPKl)/Rencana Keglatan Prioritas (RKP) termasuk 
rencana pengadaan barang dan jasa dibuat oleh penanggungjawab Kegiatan PRONA di 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada awal triwulan pertarna pada tahun Kegiatan 
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berjalan dan harus cfiSa~ kepada penanggungjawab Kegiatan PRONA Kantor 
Wilayah BPN Provinsi dan BPN-RI paling lambat pada bulan Januari tah un berjalan untuk 

dlevalu~i da9 djkonsolidasi; 

b. Penanggungjs.:-~ Kegiatan PR~ Kantor Wllayah BPN ProviiJsi membuat RPKTIRKP 

pada akhlr bulan Januari tahun betjalan dan melaksanakan kompilasl RPKT /RKP serta 

membuat rekap penggunaan anggaran; 

c. HasH. kompilasi tersebut harus disampaikan kepada penanggungjawab Kegiatan PRONA 
paling lambal bulan Februari lahun beljalan, untuk sefanjutnya penanggungjawab Kegiatan 

PRONA BPN-Rf melakukan. rekapltuasl rencana alokasi unluk memonitor penggunaan 
anggaran tersebut; 

- d. Penanggungjawab Keglatan PRONA BPN-RI menyampalkan rekapilulasi keseluruhan 

RPKTJRKP dan rencana pengadaan barang dan jasa kepada Sekretaris Utama pafing 

lambat akhlr bulan Februari ~ berjalan; 

e, serous dokumen dlsampaBian dalam benluk hardcopy dan softcopy •• 
~ - . . . 

3. Perentahaah Peia~ Kagiatan PROw. 
• 

a. Selelah DIPA diterlma, dHakllkan·peneJillan terhaclap lsi DIPA tentang hal-hal sebagai 
berikut; 

1) Program, .Keglatan dan sub Kegiatan yang memuat anggaran Khglatan PRONA; 

2) Ketersediaan anggaran dan fislk Kegiatan (target fislk dan keuangllO). 

b. l>enyusunan POK berdasarl\an data yang diperoleh dari penelitian OIPA. f'OOyusunan 
POK In! selanjulnya disatukan (dHntegraslkan) de!Yjan Keglatan lainnya ke dalam POK 
Satuan Kelja; 

c. Penyusunan PetunJuk Operasionaf Kegiatan {POK) dan revlsl POKIDIPA lebih realistis sesuai 

kebutuhan satker. 

d. Penylapan instrumen pemantauan dan evaluasl serta pelaporan yang lerdlrl alas: 

1) ; FOnilaifo1nfuur 9emantauan dan evaluaslserta pelliporan; , 
. . 

2) Penetapan waklu pelaporan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan; 

3} Penetapan mekanlsme pelaporan dari petugas lapang hfn99a Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota; ' 

e. Penyusunan Laporan Awal yang berisi target fisik dan keuanganlanggaran serta 

pemlaSIIIahan-pennasalaha yang dihadapi. 

B. Keuangan 

Mengemil pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, dan Revisi DJPA dan POK 
Keglatan PRONAagar dHaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) Tlihun Anggaran berkenaan. Pengetuaran kepada pihak keliga agar 
31 

... 
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. ' ~ . : 1 ' ' ' . . 

sesuai ketentuarr dan dibuatkan tincian realisasi jJengeluaran serta didukung buldi pertanggungiawaban 
yang lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. : 

Untuk r!!lclan volume pada POK. volume Kegiatan yang belum dirinci dan masih berupa 
PAKETIBIOANG yang masih mem~. :Jean uralan penggunaan lebih lanjulggar dibuat Tala Cara 
Kelja yang di dalamnYa terdapat rincian biaya untuk mempermudah pertanggungjawaban, antara 
lain: 

1. Penyuluhan 

a Bahan : A TK, brosur dan la!!Haln 

b. Blaya Penyuluhan, dipergunakan antara lain : 

- lcDnsumsl, sewa ruangan, ~ lwrs~ sewa sound dan lain-lain 

- ; blay;t JransP.ort dan~ harilin petugas.penyuluh 
: ~ : ., ~ l ~ . ' . . 

2. Pengumpullm' Dalli (a rat buktllalas bak) · , 
a B8han : ATK. cetak formullr dan laiHain 

b. Blayii Perigumpu! Data, terdlri dari petugas dari Kantor Pertanahan Kabupatenn<ota dan 
petugas dari . ··desaAcelurah'an yang inelaksanakan pendataan caJon peserta Keglatan 
PRONA. bukli .pemllllcan (alat bukti haklalas hak), data jlendukung di DeSa, penyerahan 
formufir dan penerimaan permohonan pendaffaran hak alas tanah pertama kafi; . 

c. HOricir8riuin Pengolah Data melipUti pemerncsaan kelengkapan berkas penrohonan, 
pembualan Daftar Nominalif Calon Peserta Keglatan PRONA ( nama, luas, alat bukti 
haklalas hak, penyiapan penetapan peserta dan entry data peonohooan pendaftarantanah 
(Daftar lslan 30t), dallar permohonan pengukuran (Daftar lslan 302)" dan daftar 
penellmaan uang muka biaya ~aftaran tanah (Daftar lslan 305) 

3. Pengu~uran dan Pemetaan 

a. aahah:ATi<danlain-tain 

b. Pengulwran lapangan 

c. Hanor pengolal)an data pengutann mellputi antara lain: 

• Penghllu~ Koontlnat Balas Bidang Tanah 

• Pembuatan Pela Bidang T anahiSuriit Ukur 

• Pemetaan lndeks Gralik; 

• Kendall mutu Pemetaan 

• Kanda& mutu Pengulwran 

• Kenda& mutu keabsahan Peta Bklang Tanah /Sural Ukur; 

• Pembulwan Peta Bidang Tanilh!Surat Ukur 

· • PeJ'I9l!TS!Pan ~rf\ah penguRuran. · 
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4. Pemeriksaan Tanah 

a. Bahan : A TK, form Daflar !sian 201 dan lain-lain 

b. Biaya pemeriksaan tanah ke lapangan, biaya operasional 3 (tiga) orang anggota Panitia A, 
yang bertugas di lapangan tem .... Jk Kepala Desa/Kelurahan atau .Perangkat 
Desa/Kelurahan yang dHugaskan sebagai anggota. Hasilnya dituangkan dalam Berita 
Acara Pemeriksaan lapang dan Daflar !sian 201 (untuk penegasan konversilpengakuan 
hak); 

c. Honorarium pemeriksaan lanah dalam rangka Sidang Panilia A: Ketua, Wakil Ketua, 
Anggota dan Sekrelalis Panitia yang hasilnya dituangkan dalam Rfsalah Panitia . 
Pemeiiksaan Panitla A atau Risalah Penelitiitn Data Yuridls dan Pe\)etapan Balas (Oaflar 

~ . . " 
1$1an 201J. , 

5, Pen&rbltan SK Hakn>engesahan Dati Rslk dan. Data Yuridis (Penetapan Hak) 

a. Bahan :.ATK, penggandaan SK, penglmlanSKdan f<lin·lain 

b. Honorarium pengolahan data dalanl rangka : : - . 

• . Pembuatan Sura! Keputusan Peinberian Hiilt untuk tanah Negara atau Pengesahan 
Data flsik dan Data Yuridis llllluk penegasan konversi atau pengakuan hak' (meliputi : 
Pengumuman Data FISI'k dan Data Yuridls Oaftar lsian 201 8, Oaftar Data flsik dan 
Data Yuridis Dallar !sian 201C, Berita Acara Pengesahan Data FISik dan Data Yuridls 
Oaflar lsian 202 serta Surat Keputusan Penegasan Konversi/Pengakuan hak Oaftar 
lslan 201. 

• Kenda& mutu alat bukti haiilalas hak, dasar Sural Keputusan Pemberian Hak untuk 
: tanah _NEigara aiau Pengesahall Data Fisl'k Dari Data yinidis untuk penegasan · . 
' kOnVetsl ~ p'engakuan hak (meliptiti : Pengumtiman Data Fisik dan Data Yuridls 
Daflar !sian 201 B, Dartarnata'FISlk dan Data Yuridis Daflar isian 201C, Berita Acara 
Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis Daflar !sian 202· serti Sural Keputusan 
Penegasan KonversuPengalwan Hak Oaflar lsian 201. 

• Kendal ri1utu materi Sural 'Keputusan Pemberian Hak untuk lanah Negara atau 
Pengesahan Data Asik dan Data Yuridis untuk penegasan kon'leiSi atau P,EmQSkuan 
hak (mellputi : Pengumuman Data f'ISik dan Yuridis Daftar lsian 201 B, Oaflar Data 
Asik dan Yuridis Oaflar !sian 201C, Berita Acara Pengesahan Data FISlk dan Data 
Yuridis Oaflar lsian 202 serta Sura! Keputusan Penegasan Konversi/Pengakuan hak 
Daflar !sian 201. 

• Kendafi mutu keabsahan ~rat Keputusan Pemberian Hak untuk lanah Negara atau 
Pengesahan Data Fisik dan Data Yurldls untuk jlenegasan konversl atau pengakuan 

; hak.(ll,18fipup : fengurnuman Data, Flsik dan Y~ridjs Oaflar·lsiah 201 B, Oa11ar Data 
Flsik dan Data Yuridis Oaflar )sian 201C, Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan 
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Data Yuridls Daftar !sian 202 serta Sural Keputusan Penegasah KonversUPengakuan 
hak Oaflat tslan 201 ). 

• Pembukuan Sural Keputusan Pemberian Hak untuk tanah Negara atau PerJ9l!Sahan 
Data Flslk dan Data Yuridis untuk penegasan konversi atau pengakuan hak (meliputi : 

Pengumuman Data Fislk dan Data Yuridis Da.~~r lsian .201 8, Daflar Data FtSik dan 
Data Yuridis Daftar lsian 201C, Berita Acara Pengesahan Data Rsik dan Data Yuridis 
Daflar !sian 202 serta Sural Keputusan Penegasan Konversi!Pengakuan Hak Daftar 
lsian 201). 

• : Pengarsipa(l wai1lah Sural Keputusan Pemberian Hak untuk tanah N~ atau 
' Penge~aftati. Data Flsik dan Data Yurldls untuk penegasan konversi atau pengakuan 
hak (mellputi : Pengumuman pata Fislk dan Data Yuridis Daflar !sian 201 8, Daftar 
Data Flsik dan DaJa yurldls Daflar lsian 201C, Berita Acara Pengesahan Data Rsik 
dan Data Yurldis Daflar lsian 2!12 serta Sural Keputusan Penegasan 

., Konversi/Pengakuan Hak Daftar !sian 201 ). 

6. Penerbltan Sertlplkat 

a Bahan : (A TK) 

b: Honorarium Petugas Pembukuan Hak dan Penerbflan Sertipikal : 

• Pemerlksaan kelengl<apan berkas jiermohonan; 

• Penlbukuan pelll10honan/enlry data; 

• Pernbuatan draltlkonsep p8ncatatan pendaftaran; 

• ; PerJre!akprrpel)daftaran buku !an~rtipikat; 

• Kendaflllllllu pencalatan penclaftaran; 
. ' 

• Kendafi mutu mater! pendaftaran; 

• Kendan mutu keabsahan pendaftaran; 

• 

• Pernbukuan penyelesaian peketjaan dan biaya (Daftar !sian 206 dan Daflar lslan 307); 

• Pengarsipan buku tanah; 

• Pengarsipan wai1lah pendaftaran. 

7. Supervisl dan Pelaporan 

a. Bahan :A TK, penggandaan, penglriman dan lain-lain 

b. Biaya Supervfsl Kantor Wilayah BPN Provinsl ke Kantor Per!anahan Kabupatenn<ota; 

c. 81aya Penyerahan sertipikat (Daftar !sian 301A); 

· d. siQya P~nyu~ ~poran. 

Pellquk Tel<nis Kegiatan !'RONA 34 

16/42097.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



.. 

d. laporan Bulanan; . 

e. Laporan Triwulan; 

f. laporan Barang; 

g. Lapoian Akhir, yang dilengkapl dengan Berita Acara Serah Terirna HasH Pekerjaan 
Kegiatan. 

e. Eval~asi cian Peta\,o~an Keuangan 

lapolan harus dibuat secar'a periodik oleii semua pelaksana Kegiatan PRONA (SPN·RI, Kantor 
Wilayall BPN f'rQvinsl dan Kantor Pertanallan Kabupaten/Kota). Laporan pada manajemen palil'lg 
bawah merupakan data laporan ~ manajemen di atasnya. Setara garis besar arus 
laporan dalam Keg latin PRONA seperti dalam bagan dl bawah ini: 

Mekanisme penyampalan laporan Kegiatan PRONA sebagal berlkut : 

1. Laporan Awal 

a Penanggungjawab Kegiatan PRONA bersama · PPK pada Kantor Pertanahan 
KabujlafeniKola membuat dan menyampaikan laporan awal Keglatan yang berisl dokumen 

• ~ kepada ~ Kantor Pertanallan Kabupaten/Kola paling lambat·14 (enwl betas) 
harf setelafl dlkeluatfamnya POK. 

b. Laporan awal Keglatan PRONA :tersebut paUng lambat 30 (tiga pulull} hari setelah 
dlketuarlralmya POK (selambat-lambatnya pada akhlr bulan Februari tahun anggaran 
beJjlllan} ~an oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupatepn<ota kepada Kepala 
KantorWilayah SPN P!Ovlnsl dengiln tembusan kepada : 

1) Sekrelarfs utama Up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasarna Luar NeQ.eri, (untuk 
keperiuan monitoring dan evaluast); 
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2) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Up. Direktur Pendaftatan Hak 
Tanah dan Guna Ruang (untuk keperfuan pengendaHan teknis dan laporan konsolidasi 
Kegfafan); 

c. TllJ! Kegiatan Prona Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Tim Kegfatan PRONA BP1.-.~1 ' . . .,. 
membuat ·' laporan : konsofldasl dari, laporan awal Kegiatim yang diterima dan 
menyampaikannya kepada Depu!l Bidang Hak Tanah dan Pendaflaran Tanah dan 
Sekrefaris utama pBrmg Jambat pada tanggal15 Maret tahun be~alan. 

d. Laporan fisik dan keuangan secara periodlk dan berkesinambungan, (paling lambat tang gal 
5 Qirna). bulaa berikublYa) disampalkan oleh Kepala Kantor Perfanahan Kabupaten/Kota 
kepadiii Kepala Kantor Wllayah BPN Provinsi Up. Kepala Baglan Tata Usaha dan l<epala · 
Bfdang Hak Tqh dan Pendaflaran T anah dengan lembusan disampai!lan kepalla : 

1) Sekretarls. Ulama Up. Kepala Biro Pelencanaan dan Kerjasama Luar Negerf. 

2) Deptitt Bldang fil!k Tanah dan Pendiiiflaran Tanah Up. Direlctur Pendallaran Hak 
Tanah danGuna Ruang. 

e. Tim Keglafan PRONA Kantor Wilayah BPN ~ membual laporan konsolidasi dari 
~.Kantor Pel1anahan l<abupaten/Kota. dan menyampaikannya keP,IIda Tim 
Kegiatan PRGNA BPN-RI panOg larnbat fanggal15 (lima bel!~$) bulan !Jerikutnya, den!ian 
tembusan dlsampaikan kepada Kepala Kantor Wdayah BPN Provinsi dan Tun Kegialan . . ' 
PRONABPN-Rl. 

f. 11m Kegfalan PRONA BPN-Rl membuat laporan konsolidasl dar! IJ18Sing-masing provinsi 
dan menyampalkannya kepada Depu!l Bldang Hak Tanah dan Pendiiiflaran Tanah dan 
Sekrefaris Utama. 

2. laporan Akhlr 

laporan akhir Kegfalan PRONA dalam bentuk hardcopy dan softcopy dlsampai!lan oleh 
Kepala Kantor · Pertanahan Kabupalen/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi 
paling lambat 30 (llga puluh) barf setelah penulupan tahun anggaran 31 Desember atau 
sefambat..lambatnya tanggal31 J~ dengan tembusan cfiSampalkan kepada: 

a. Kepala l;!adan Perfanahan Naslooal ~epubli( Indonesia; 
. ' : ~ . • . l - . . -

b. Sekretalls Utama Blidan Perlanahan Nasional Republlk Indonesia; 
• 

c. lnspektur Utama Balian Pertanahan Nasional Republik Indonesia;. 

d. Deputi Biciang Hak Tanah dan Pendaflaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republlk 
• 

Indonesia. 
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BABV 
PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN 

' . . 

A Umum 

Sengketa pertanahan yang terdapat dalam Kegiatan PRONA antara lain adanya 
keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak lain terhadap pensertipik~tan tanah alas nama 
peserta Kegiatan PRQNA. Ruang fingkup keberatan tersebut dapat meliputi : 

1. Keberatan alas bala$ bldang tanah, prioritas untuk memperoleh hak alas tanah oiJye!l. Kegiatan 
PRONA alau kepemilikan talllih; 

2. Sengketa pertanahan yang sedang dalam peoyelkllkan oleh plhak yang berwajib; 

3. Perlwa pertanahan yang dalam proses penyelesaian di pengadUan. · 

Telkalt dengan ·kondlsl lersebul. Ielah dltelapkall ketentuan mengenai pengelolaan 
pengkaJan dan penanganan kllsus pe;ianahan sebagaimana Peiaturan Kepala Badan Pertanahan 
NaslQhal Republlk Indonesia Norror 3 Tahon 21111 tet\tlllig Pengeiolaan Pengkajian dan 
Peminganan ka~ ~rtimahan yimg ruang llngkupnya-mellptlli : . · 

• • . I 

1. Pelayanan Pengaduan dan lnformasl Kasus Pertailahan; 

2. Pengkajian Kasus Pertanahan; 

3. Penanganan KasuS Pertilnahan; 

4. Penyelesaian Kasus Pertanahan; dan 

5. Bantuan Hukum dan ~ngan Hukum. 

B. Penariganan Seogketa 

Sengketa pertanahan dalam lokasi pelaksanaan Kegiafan PRONA dapat tedadi setiap saat · 
selama pnl\leS Kegiatan PRONA sampal dengan penerbltan sertlpikat tanah. Berdasa!kan 
Peraturan Pemerlnlah Nolror 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agi-arlaJKepala Badan 
Pertanahan Nasloqat Nomor 3 Tahon 1997· dan Peraturan Kepala Badan 'Pertanahan -Naslonal 

• : .. . ·' '!I •· • ' - - . 
Republik lrldoneSI3 Nonior 3 Tahun 2011, penanganan masillahfsengkela dapat dllakukan di luar 
pengadllan. Adapun proses penanganannya sebagaf berikut : 

1. Penerimaan keberalan atau pengaduan 
• 

Keberatan atau Pf3ngaduatJ dapat diajukan S&(:8la tertulis atau lisan. Namun demlklan untuk 
. pe!1anggunglawa admlnlstlasl dan sebagai bahan pembuktian, pengaduan yang diajukan 
secara llsan harus dltulis oleh petugas untuk diminlakan Ianda Iangan ofeh pengadu: 

2. Mericatat keberatan atau pengaduan. 

3. MeOODti dan mengkajl PQkok permasalahan untuk menentukan : 
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a. Keberatan/pengaduan tidak beralasan 

Keberatan/pe~gadu~n dianggap tid!!k ~ralasan apabila : 

• Pengadu tidak mempunyai liubungan hukum atau tidak mempunyai kepentingan 
dengan tanah yang cr~adukannya; 

• Pengadu lidak mempunyai kompetensi atau kewenangan. 

b. Keberatan/pengaduan beralasan 

Seballknya suatu kebetatan/pengaduan dianggap beralasan apabila : 

• Pengadu mempunyai hubungan hukum alau mempunyai kepentingan dengan tanah 
yang diadukannya; 

• Pengadu mempunyal kompetensi atau kewenangan untuk mengajukan keberatan 
dlmaksud. 

· 4. j;lenanganarj ~ralan yang lidalrberaillsan 
. ~ -~ ~ - ' 

• Apablfa dlan!J!18P lidak beratasan maka keberatan/pengaduan yang diajukan olell pengadu 
lersebut dinyataka!i 'lidak dllerirl8·. Untuk · ilu kepada pengadu diberitahukan secara 
leJtulls mengenai lldak dite!lmanya keberatan yang bersangkutan; 

• Sebagal kons,ekuensi dan tidak dlterimanya keberatan tersebut, proses Kegiatan PRONA 
alas bidang tailah tfmaksud dilanjulkan. 

5. ·Penanganan keberatan yang beralasan 

Yang dimaksud dengan keberatanlpeogaduan yang dianggap beratasan bukan menspakan 

$Ualu kebenaran alas adanya hobungan hokum yang sah antara pengadu dengan tanahnya. 
Penenluan kebenaran hubungan hukum tersebut harus dikaP melalui pembuklian keperdataan, 
berupa bukli sural, saksl, pengaku~. pelunjuk, maupun sumpah, serta kenyataan fisik tanah 
dan hubungan fislk dengan lanahnya. Hal inf berarti' bahwa keberatanlpengaduan yang 
llianggi!P bfl"!'l~ail ~· belum ten,tu menyebabk;jn (lilerifnanya J)engadlltin yang · 
bersangkutan, bahkan apallila tidak dapat dibuldikan secara sah keberatan yang bersangkutan 
dapat ditolak. 

Untuk menentukan dilerima atau dilolaknya keberatanlpengaduan tersebut maka manisme 
penanganannya apalah ~ai berikut : ' 

a. Para pihak (pihak pengadu dan pihak yang diadukan) dlpanggR untuk diselesaikan 
perrnasalahannya; 

b. Para pihak dfpersllahkan negoslasi sendlri untuk melakukan penyelesaian secara damai 
dengan mernberikan batasan waldu; 

c. Apabila cf!periukan .Kepala Kantor Perlanahan dapat mengupayakan penyelesaian 
masalah tersebut yang dapat cfi!erima kedua belah pihak; 
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d. Untuk dapat ·ditindi!ldan]uti. hasil penyelesaian tersebut harus dapat diterima secara 

sukarela oleh kedua belah pihak .. :untuk itu hasil penyetesaian harus diluangkan dalam 
bentuk suratkesepakatan yang dilandatangani kedua belah pihak; 

e. Apabna penyelesaian secara damai dalam waktu yang ditentukan tidak dapat diterima 

maka kedua tielah pih3k dlsarankan untuk mengajukan penyelesaian metalui pengadilan; 

f. HasH penyelesaian tersebut di alas dicatat dalam register yang disediakan. 

C. Tindak Lanjut Penyelesaian Sellgketa 

Selelah sengketa yang diajukan ditangani secara komprehensif maka hasH 

penyelesaiannya ditindaldanjuti : 

1. Terlla!lap. sengketa yang dlseleSi'!ikan di pengaditan, atau dlsarankan unluk dlselesaikan 
melalul pengadilan, maka proses Keglatan PRONA alas bidang tanah ~ dilunda sampal 

terdapat pu(us,an, ~~n yang Ieiah Qll!mperoleh kekuatan hu~ le~ (lnkiScht VM · . 

gewijsde}; 

2. ApabDa Ieiah terdapat !XItus8n pengadlan yang Ielah memperoleh· kekuatan hukum tetap, 
maka tindak tanjut proses Kegiatan PRONA alas bidang tanali yang bersangkufan dilakukan 

I 

sesual dengan pujusan din]aksud; 

3. Apabila berdasarkan keputusan penyelesaian secara damai tidak menyebabkan perubahan 
Data Fisik dan Data Yuridis

1 
maka proses Kegiatan PRONA dllanjutl(an sesuai deOgan Data · 

Fislk dan Data Yurldis yang diumumkan; 

4. ApabHa berdasarkan keputusan penyelesatan secara damal menyebabkan perubahan Data 
Flsik dan Data Yurldis, maka proses Kegiatan PRONA cfdanjulkan dengan melakukan 
perubahan Data Fislk dan Data YuridlS sesual dengan kesepakatan dimaksud dan kernudian 
diumumkan. · 

Semua k~beraian/pengad~an yang dlaju~. perkara dl pengad~n. dan k8purusan 
penyelesalannya dicatat dalarn register yang disediakan. 

D. Pernantauan dan Evaluasl Penyelesalan Pengaduan 

T1111 Koordinasi Keglalan PRONA melakukan pernantauan dan evaluasi terhadap 
penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dengan Keglatan PRONA dengan tugas, mefiputi : 

1. Pengadminislrasian dan penatausahaan seluruh dokumen yang lerkan dengan p!!nerimaan, . 
penanganan, dan penyelesalan pengaduan; 

2. Pen)'usunan laporan internal yang sekurang-kurangnya mernuat infollllBSI mengenai jenis 
pengaduan, pellllBSalahan, dan anallsa penyebab le~adinya -pengaduan serla 

menyampaikannya kepada Plmpinan BPN-Rl secara perlodik; 

3. Pelaporan proses dan hasil penyelesalan pengaduan; 
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BABVI 
PENUTUP 

• 

1. Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan Kegialan PRONA 
oleh Badan Pertanahan Nasional Republi)( Indonesia, Kantor Wllayah BPN Provinsl dan Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota. 

2. Penyelenggaraan Kegiatan PRONA bertujuan memberikan peiayanan pendaftaran tanah pertama 
kaJi dengan -~s _yang sederhana, mudah, cepaL dan murah dalan\ rangka petcepatan . 
pendaftara~ tan'ah di seJoluh Indonesia • diutamakan bagi golongan ekonomi lemah sampal · 
menengah. 

3. Pelaksana J<egiatan PRONA ag<~r menelili dan mempelajarl Oaftar lslan Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) 1ahun bertlenaan dan sesuai Petunjuk Operasional Keglallln (POK) sehlngga diharapkan 
pelaksanaan Keglatail PRONA dapat berjalan iancar dan lldak menlmbulkan kesalahan alau 
kerogian kepada Negara. 

4. Ptoses pengelolaan keul!ngan Kegiatm PRONA agar dilaksanakan sesuaiPedoman Pelaksanaan 
Anggara!l Pendapallln dan Belanja Negara(APBN) Tahun Anggaran berkenaan. 

5. Kepala Kantor Wilayah BPN Provlnsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota agar ~
menyusun jadwal pelaksanaan operaslonal Kegiatan PRONA dllapangan sesuai dengan Ji;ondlsi 
wilayah maslng..masing. 

e: Dalam metnproses Renetapan hak alas tanah hendaknya dilakukan denQan cermat dan tefiti . - . .. : . \ . . 

berdasarkan peraluran peiundang,-undal)gan serta berdasarkan alas buldi alas hak dan 
kelengkapan yang memenuhi persyaratan -adminlstrasi, formal, teknl$ dan yurklis, sehingga tidak 
menlmbullan. sengketa atau cacat hukum di kemudian hari serta menimbulkan keresahan 
masyarakal 

7. Terhadap peserta K~iatan PRONA yang mengajukan permollonan sertipikat melalul proses 
!<eg!atan pemberian hak alas tanah Negara alau melalui penegasan konversflpenga.kuan hak, 
dibebaskan dari biaya pelayanan Keglatan pertanahan sebagalmana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah No100r 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Alas Jenl$ Pllnerimaan Negara Bukan 
Pajak Yang Berfaku Pada Bad an Pertanahan Naslonal, karena biaya dalam rangka Keglatan 
PRONA telah dibebankan pada Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara (APBN). 

8. SegaJa biaya yang timbul aldbal dari penyedlaan/penyiapan alat bukti perolehan kepemilikan tanah 
(alai buktilalas hak), surat-surat lain yang dlpel1ukan, patok batas tanah sef\a Bea Perolellan Hak · 

' . . . . ,, . 

Atas: Tanab, dl!nlatau ,Bal)gunan {SPHTB} jlan Pajak Penghasilan alas Penghasilan dar! . 
Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan {PPII) bagi peserta yang terkena kelantuan BPHTB dan 
PPh menjadl kewajlban peserta Keglatan PRoNA. 

42 

16/42097.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



9. Peserta Kegialan PRONA bertanggungjawab secara pnbadi atas segala akibat hukum baik secara 
perdata maupun pidana mengenai kebenaran loimil dan materiil alas ala! bukli/alas hak dan 
penunjukan batas-balas bidang lanah dalam pendatlaran hak alas tanahnya. 

10. Apabila teljadl masalah atau sengketa di bklang pertanahan sedapat murokln diselesaikan di 
. : . • , - II 

daerilh beRiasal'kan Per<~turan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 · 
Tahun 2011 lentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, serta agar 
dilaporkan kepada Tim Teknls Keglalan PRONA BPN-RI. 

11. Oalam rangk<i kelancararrpelaksanaan koordlnasl secara menyeluruh, KepaJa Kantor Wilayah BPN 
Provinsi dan Kepala, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapa! menelapkan tugas-tugas lain 
sesual keperluan pelaksanaan Kegiatan PRONA 

12. Pelaksana Kegialan PRONA agar 5ecara leltib membuat laporan bulanarr, 1riwulan dan cikhir tilun 
dan melapo!kan secara berjenjang dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kola kepada Karror 
Wilayah 8PN Provinsl, dan dari Kantor Wilayah BPN Provinsl kepada Badan Pertanahan Naslonal 

Republlk.lndonesia. 

13. Penglm1an Japoran, surat menyurat d~ lafn..lain 1e1ta1t Kegiatan PRONA dilujukan kepada rrn 
Teknls Kegiatan PRONA 8~-Rl, J1. Slslngamangn]a No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

. ' ,, 

a.n. Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubfik Indonesia, 

Peitclatlaran T anah, 

.. 
I • , : :\ 
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~ 

.~ .. 

" 

.-.. 

Persya111tan 

· 1 Fonnullr permohohan yang dlld'sl dan d~ndatall&alli pemollon atau kuasanya dl etas mate_r~l cukup 

2 Surat Kuasa apablla dlkuasakan 
3 Fotocopy identltas (KTP, KK) .yang 

telah dlcocolcan dengan asllnya 
oleh petucas loket 

4 Blllctl pemlUhan tanah I alas hak ~ 
iJIIllk ldat I bekas mlll1c adat 

S l'oto Copy SPn PBBTahun beljalari ·· 
Vlllll telllh dlcDcoldcah d8npn . 
asflnya oleh petups loket dan 
penyenoharl blllctl $$8 (BPHTB) 

6 Melamplrkan Blllctl SSP I PPh sesual 
denpn~n.. , • 

··., 
~ 

.• .. 
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1.ampiran5 

. NO· KATEGOIU . ' 
·1.: ' 

.. I ,. 2 ' ' 

1 Kofe&Odl 

2 .Kofe&OdU 
. 

. ,, m 

' ' ' ,. .. :·w" " • 
. . 
.. 

s. JCa~<PiiV : 

. .t 

' 

.• 

KATEGORI 

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH 

ST~SIAYA 
PR?VlNSI 

~tWlAN (SIIJQ ' 
3< .. & 

' 
' 

750,000 Propintl Papua, l'rovlnsi Papua Bora~ Propinsi 
Ntt, Propinsi Malulca.l'ropinsi Maluku Utan 

• 

600JJOO ~ Salte.ng..Provlnsi Sultra.l'ropinsi 
llll'JI, i'n!pjnsi Ktpri.l'ropinsi Sabel 

. 500.000 ~Sula.....tS..._ProvlnsiSul.....t 

Selofali,FiopiiiiiJCaUma-Tunur,l'topinsl 
Ka!.._.., Bom; 'l'ropinsi Aceh.l'topinsl 5--Ular-.l'ropinsi Samataa Bon~ 

.. l'lot>IM JCaiO.. I I I Teaplo 

• . 
' 4bo.oOO l'xoplllil KaJiawlba Selatb.Pro.msi J.Uo.-.. 

' l'ropinsi }ombl, Pmpinll Samaton. Sdmft. 
' Propinli ~ ... l'ropiDsi l.amp1U!f;; l'ropinll 

' Gom>talo 

• 
300JJO() PRipinsi Bani ... Prov!nsi DKJ Jakui».Propintl 

~.,.;,; ~ Propinsi Jawo. Tengah. Ptopinsi Dl 
Yoi!;yakuta.l'ropinsi Jawa Tumn • 

.. 

. l 
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RINCIAN ANGGARAN SlAY A. !RAB) 

KEGIA.T-.\N LE_GAUSASi ASET (S.pMBER DANA RM) UN'TUK 50 BIDANG , 

NO tlRAIAN 
QqiAl'ANrrAHAPAN 

KATEGORII KATEGORIU KATEGORIW KATEGORIIV KATEGORIV PROSBNTASE 

1 1 3 4 5 6' 7 8 

A Pavaltth.m 3,190,000 2.750,000 2.0?1),000 1,47Q,OOO , 95(),000 

B P_...pulan Data (alat 8,275,000 3,575,000 2,895,000 2,295,000 1,775,000 1 

~IWr/alashak) . 

c l'oJiplalnnBldaftsl' ... lh . 1? ,315,000 15,675,000 13,ll55,000 10,355,()00 7,115,000 4 

.. 
D Toaah . 5,3QI.IJOO 4,?00,llOO 3$1,(1(!0 2)80,000 2,000000 ~ 

. , . . • 
• SIC ' ;; :l, t5DO;OOO . l,SOO,OOO 1;500.000 1,500,000 l,SOO,OOO ll 

. "'.&"')pn ·~ filik ' 
d.ayaddlo . ' 

l I' IIIIDSaliplbt 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500.000 iii 
• 

G Si,pemslcloa hlapann . aoo,ooa 300,000 300,000 100,000 100,000 !>.. 
·JW>fi.AH. 37,500,000 . 30,000,000 25,000,000 . 2!1,0001000 l$,000,000 101 / 

.. 

. : '.\ 
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